."::::;5:-':-: ARS?MEDIA
BRI 057 2u K TU I

TRANSAORTAS/

. (NSTIA, ASDIAS TANDY ARRE,
TERRYANTO LEH DN ESAUY), NORIATY WULANSAR]

I S TiINURIANAHPAHMADYS UK URIAH!
RASTIAN ASTTANTO AMEANEANULG), JUFR] MANTEAY,

%

ISRAERARANG! k.
MTAMYAD SYART? CRASETIA ACTEUNA RUSTAM, - ' e
FIERDTA (AT, A ISURW | (1o el
e W ...
o) e o0 [
Jreeg (I
: ,‘:00:.‘..
° o .: ..:8‘
° ..::..‘:
v e ..‘-_...



INFRASTRUKTUR
TRANSPORTASI

UNTUK KOTA KECIL

Penulis

Wayan Mustika, Abdias Tandy Arrang, Jefryanto Londongsalu,
Indriaty Wulansari, Siti Nurjanah Ahmad, Syukuriah,
Bastian Artanto Ampangallo, Jufri Manga’, Israel Padang,
Muhamad Syarif Prasetia Adiguna Rustam, Hernita Matana,
Ari Kusuma

Penerbit

ARSY MEDIA



Infrastruktur Transportasi untuk
Kota Kecil

Penulis :

Wayan Mustika, Abdias Tandy Arrang, Jefryanto Londongsalu, Indriaty Wulansari, Siti Nurjanah
Ahmad, Syukuriah, Bastian Artanto Ampangallo, Jufri Manga’, Israel Padang, Muhamad Syarif
Prasetia Adiguna Rustam, Hernita Matana, Ari Kusuma

Editor:

Alpius

Josefine Ernestine Latupeirissa

ISBN  :978-623-10-5229-2

Desain Sampul dan Tata Letak

Andi Arfan Sahabuddin

Penerbit

Arsy Media

Anggota IKAPI No. 069/SSL/2024

Redaksi :

Villa Mutiara Hijau 7 No 26, Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Telp. 0853-9900-0031

Email :Srigusty@ymail.com

Website : https://arsymedia.com

Cetakan Pertama November 2024

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun
mekanik termasuk memfotocopy, merekam atau dengan menggunakan sistem
penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak
suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima
Miliar Rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau
hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana paling lama 5 (lima
tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah




PRAKATA

"Dengan penuh kerendahan hati, kami menghaturkan syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahNya yang
memungkinkan kami menyelesaikan buku yang berjudul
'Infrastruktur Transportasi untuk Kota Kecil' ini.". Penulisan buku ini
didorong oleh kebutuhan atas berbagai tantangan yang dihadapi
oleh kota-kota kecil dalam mengembangkan infrastruktur
transportasi yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

Kota kecil memainkan peran penting dalam tatanan
pembangunan wilayah suatu negara. Sebagai penghubung antara
desa dan kota besar, kota kecil sering kali menjadi pusat kegiatan
sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat. Namun
demikian, perencanaan infrastruktur transportasi di kota kecil kerap
dihadapkan pada berbagai keterbatasan, mulai dari keterbatasan
anggaran, sumber daya manusia yang terampil, hingga hambatan
dalam integrasi kebijakan dengan wilayah di sekitarnya. Hal ini
berpotensi menimbulkan stagnasi perkembangan yang berpengaruh
pada kualitas hidup masyarakat di kota kecil.

Melalui buku ini, kami berupaya menawarkan sebuah
referensi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Isi
buku ini mencakup berbagai topik penting seperti konsep dasar
infrastruktur transportasi, strategi perencanaan berbasis kebutuhan
lokal, hingga contoh-contoh implementasi terbaik dari berbagai kota
kecil baik di Indonesia maupun di dunia. Tidak hanya itu,
pembahasan dalam buku ini juga mengulas isu-isu kontemporer
seperti dampak lingkungan dari transportasi, potensi penerapan
teknologi hijau, serta strategi kolaborasi multi-pihak untuk
membangun transportasi yang lebih inklusif.

Kami menyadari bahwa perkembangan infrastruktur
transportasi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan
berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga
masyarakat sebagai pengguna utama. Oleh karena itu, buku ini juga
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dirancang sebagai panduan untuk pengambil kebijakan, praktisi,
mahasiswa, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian
khusus terhadap pengembangan infrastruktur transportasi di
wilayah kota kecil. Harapan kami, buku ini dapat menjadi salah satu
kontribusi kecil dalam menjawab permasalahan mobilitas dan
mendukung pembangunan yang lebih merata di Indonesia.

Proses penulisan buku ini tidak terlepas dari tantangan dan
keterbatasan. Namun, kami merasa sangat terbantu dengan
dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan saran,
masukan, dan inspirasi dalam setiap tahap penyusunannya. Ucapan
terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada rekan-
rekan sejawat, mahasiswa, serta para mitra yang telah membantu
memberikan wawasan dan pengalaman berharga. Tidak lupa, kami
juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan kerabat yang
selalu memberikan semangat dan motivasi selama proses penulisan
ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun
dari para pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi
untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang
nyata bagi seluruh pembaca dan menjadi referensi yang bermanfaat
bagi pengembangan infrastruktur transportasi di kota-kota kecil di
Indonesia maupun di seluruh dunia. Semoga buku ini juga dapat
menginspirasi hadirnya solusi-solusi baru yang lebih inovatif untuk
pembangunan kota kecil yang lebih maju, berdaya saing, dan
berkelanjutan.

Makassar, November 2024

Tim Penuli
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BAB

Peran Transportasi dalam
Pengembangan Kota Kecil

1.1.Pendahuluan

Kota merupakan pusat pemukiman dan aktivitas
masyarakat yang dibatasi oleh wilayah administrasi tertentu. Hal
ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1987 mengenai Rencana Tata Kota. Kota dapat diartikan
sebagai sebuah lokasi di mana penduduknya dapat memenuhi
sebagian besar kebutuhan ekonomi mereka melalui pasar local
(Suzuki et al, 2010). Sedangkan menurut Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perkotaan
diartikan sebagai wilayah yang kegiatan utamanya bukan di
sektor pertanian.”

Bagian wilayah kota, menurut Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, dikelompokkan sebagai satuan
zonasi di area perkotaan. Pengelompokan ini didasarkan pada
kesamaan fungsi, adanya pusat aktivitas tersendiri, aksesibilitas
yang mudah, serta batasan-batasan fisik dan administratif.

Kota dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah
penduduknya menjadi lima kategori (Utama et al., 2012) :

1. Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 hingga 50.000
jiwa.

2. Kota sedang dengan jumlah penduduk 50.000 hingga 100.000
jiwa.



3. Kota besar dengan jumlah penduduk antara 100.000 hingga 1
juta jiwa.

4. Kota metropolitan dengan populasi 1 hingga 5 juta jiwa.

5. Kota megapolitan yang memiliki lebih dari 5 juta penduduk.
Peran kota kecil sangat signifikan dalam proses

urbanisasi, khususnya di negara-negara berkembang dan

kawasan pedesaan. Kota kecil sering kali menjadi penghubung

utama antara kawasan pedesaan dan perkotaan yang lebih besar

(Rondinelli, 1983).

Gambar 1.1. Kota Yogyakarta sebagai Salah Satu Kota Kecil di
Indonesia. Sumber : (www.detik.com, 2023)

Perkembangan kota kecil turut mendorong penyebaran
pembangunan dan memfasilitasi distribusi layanan serta produk,
membantu dalam mengurangi ketimpangan antara daerah
pedesaan dan perkotaan (Hinderink & Titus, 2002).

Transportasi menjadi faktor utama dalam mendukung
peran ini, karena berfungsi sebagai jalur utama bagi pergerakan
barang, jasa, dan orang yang menghubungkan kota kecil dengan
pusat-pusat ekonomi yang lebih besar. Transportasi dalam
konteks kota kecil tidak hanya terbatas pada keberadaan
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infrastruktur jalan dan angkutan umum, tetapi juga mencakup
perencanaan tata ruang yang berkelanjutan yang dapat
menyeimbangkan kebutuhan mobilitas dan kelestarian
lingkungan (Zalewski & Kempa, 2018).

Pengembangan sistem transportasi yang baik berpotensi
mengurangi waktu perjalanan dan biaya logistik, sehingga dapat
mendorong efisiensi dalam kegiatan ekonomi kota kecil. Di sisi
lain, pengelolaan transportasi yang buruk dapat menyebabkan
kemacetan, polusi, dan menurunnya kualitas hidup penduduk
kota kecil (Mavrin et al., 2020).

1.2.Peran Transportasi dalam Mendukung Aksesibilitas dan
Mobilitas di Kota Kecil
1. Transportasi sebagai Penghubung Antar Wilayah
Transportasi memainkan peran penting dalam
menghubungkan kota kecil dengan pusat ekonomi yang lebih
besar. Keberadaan jalur transportasi yang baik
memungkinkan distribusi barang dan jasa lebih efisien, serta
memperpendek waktu tempuh untuk perdagangan
antarwilayah (Yongxun et al., 2019). Contoh di kawasan
terasering Honghe Hani di Tiongkok menunjukkan bahwa
akses transportasi yang lebih baik dapat meningkatkan
keterhubungan ekonomi antar kota kecil dan kota besar, yang
pada akhirnya mendukung perkembangan industri local.
Infrastruktur transportasi yang baik dapat mengurangi
biaya logistik dengan memperpendek waktu perjalanan. Ini
sangat penting bagi kota kecil yang mengandalkan distribusi
produk pertanian atau manufaktur ke pasar yang lebih luas.
Akses transportasi yang memadai memungkinkan kota kecil
untuk lebih kompetitif dalam pasar regional dan global, serta
meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan local (Herzog,
2021).



Gambar 1.2. Kemacetan yang Terjadi pada Sistem Transportasi.
Sumber : (Sulistyo, 2023)

2. Perbaikan Konektivitas untuk Akses Pasar

Infrastruktur transportasi yang berkembang pesat
memungkinkan produsen lokal di kota kecil untuk menjual
produknya ke pasar yang lebih jauh dan lebih luas. Misalnya,
investasi dalam jalan raya dan rel kereta api telah terbukti
meningkatkan pendapatan produsen lokal di berbagai kota
kecil di Tiongkok Studi di Shijiazhuang, China, menunjukkan
bahwa kontribusi infrastruktur transportasi terhadap
pertumbuhan ekonomi kota kecil mencapai sekitar 13% dan
berperan signifikan dalam optimalisasi struktur industri.

Selain mendukung sektor ekonomi tradisional,
transportasi yang baik juga berperan dalam menarik
wisatawan ke kota kecil. Akses yang lebih mudah melalui
jalan raya atau jalur kereta api meningkatkan jumlah
kunjungan ke kota-kota kecil yang memiliki potensi wisata,
sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah
dan pembukaan lapangan kerja baru (Blanquart & Koning,
2017).



Perbaikan akses transportasi juga mendukung
perkembangan industri kreatif dan usaha kecil yang bergerak
di sektor pariwisata lokal, seperti penginapan dan restoran.
Peningkatan Mobilitas Penduduk

Transportasi yang efisien di kota kecil memungkinkan
penduduk wuntuk mengakses layanan publik, seperti
pendidikan, kesehatan, dan pasar dengan lebih mudah. Ini
sangat krusial terutama di daerah terpencil di mana fasilitas
publik sering kali terkonsentrasi di pusat-pusat kota kecil.
Aksesibilitas  transportasi juga berkontribusi  pada
peningkatan kualitas hidup dengan mempermudah mobilitas
warga, sehingga mereka dapat memanfaatkan berbagai
peluang ekonomi dan sosial yang tersedia di kota kecil.

Infrastruktur transportasi yang terencana dengan baik,
seperti penyediaan jalur sepeda dan trotoar, dapat
meningkatkan keamanan pengguna jalan di kota kecil dan
mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih ramah
lingkungan. Pengelolaan lalu lintas yang baik dengan
menerapkan batas kecepatan di area tertentu membantu
menurunkan tingkat kecelakaan di jalan, yang sangat penting
untuk menjaga keamanan di pusat-pusat kota kecil (Zalewski
& Kempa, 2018).

Tantangan dalam Mengembangkan Infrastruktur Transportasi
di Kota Kecil

Banyak kota kecil menghadapi kendala dalam hal
anggaran untuk membangun dan memelihara infrastruktur
transportasi. Keterbatasan ini dapat memperlambat
pembangunan jalan dan sarana transportasi lainnya, yang
akhirnya membatasi pertumbuhan ekonomi local. Untuk
mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara
pemerintah daerah, pusat, dan sektor swasta dalam rangka
menciptakan model pembiayaan yang berkelanjutan bagi
pengembangan transportasi di kota kecil.



Peningkatan jaringan transportasi sering kali berdampak
pada lingkungan, seperti meningkatnya polusi udara dan
hilangnya lahan pertanian akibat perluasan jalan. Oleh
karena itu, perencanaan yang mempertimbangkan aspek
lingkungan sangat penting untuk mencapai keseimbangan
antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam (Daniels,
1989).

1.3.Dampak Transportasi terhadap Peningkatan Ekonomi

1

Lokal
Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan
Kerja

Infrastruktur transportasi yang memadai berperan
penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kota
kecil dengan meningkatkan mobilitas tenaga kerja, barang,
dan jasa. Transportasi yang baik memungkinkan sektor
industri dan perdagangan berkembang lebih cepat karena
mempermudah akses ke pasar, baik lokal maupun regional
(Ding, 2013).

Di banyak kota kecil, investasi dalam infrastruktur jalan
dan transportasi publik terbukti meningkatkan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan membuka peluang
investasi baru dan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang
ada (Herzog, 2021).

Proyek pembangunan infrastruktur transportasi sering
kali menciptakan lapangan kerja baru, baik secara langsung
melalui pekerjaan konstruksi maupun secara tidak langsung
melalui  peningkatan kegiatan ekonomi di sektor
perdagangan dan jasa. Misalnya, studi tentang dampak
jaringan jalan di China menunjukkan bahwa infrastruktur
transportasi dapat berkontribusi hingga 13% pada
pertumbuhan ekonomi dan mendukung restrukturisasi
industri local. Pengembangan jalan raya dan jalur kereta api
di kota kecil juga sering kali diikuti oleh pertumbuhan sektor-
sektor baru seperti logistik dan transportasi, yang
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menciptakan lapangan kerja tambahan bagi penduduk local
(Daniels, 1989).

Pengembangan Industri Lokal dan Pariwisata

Transportasi yang efisien memungkinkan akses lebih
mudah ke bahan baku dan pasar bagi industri lokal di kota
kecil, sehingga meningkatkan daya saing mereka. Hal ini
sangat penting bagi industri manufaktur dan pertanian yang
bergantung pada pengiriman cepat ke pasar. Peningkatan
infrastruktur transportasi tidak hanya berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tetapi juga
mendukung optimalisasi struktur industri, meningkatkan
efisiensi operasional pabrik lokal (Ejiogu et al., 2000).

Infrastruktur transportasi yang baik, seperti jalur kereta
api dan jalan raya, berperan dalam meningkatkan arus
wisatawan ke kota kecil. Ini dapat memacu pertumbuhan
sektor pariwisata lokal dan menciptakan peluang usaha baru,
seperti penginapan, restoran, dan kegiatan wisata lainnya.
Misalnya, daerah-daerah yang memiliki akses ke jalur kereta
api berkecepatan tinggi atau jalan raya utama menunjukkan
peningkatan signifikan dalam jumlah pengunjung, yang
berdampak positif pada pendapatan daerah dan menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi usaha kecil dan menengah
(Yongxun et al., 2019).



Gambar 1.3. Kota Wae Rebo di Pulau Flores, Indonesia sebagai
salah satu kota kecil terindah di dunia.

Sumber : (www lifestyle.sindonews.com, 2024)

3. Pengembangan Infrastruktur Transportasi dan Diversifikasi
Ekonomi

Kehadiran infrastruktur transportasi yang baik dapat
mendorong diversifikasi ekonomi kota kecil dengan menarik
investasi dari berbagai sektor, seperti manufaktur, logistik,
dan jasa. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan
ekonomi pada satu sektor tertentu, yang meningkatkan
ketahanan ekonomi kota kecil terhadap fluktuasi ekonomi
global (Magazzino & Mele, 2021).

Studi menunjukkan bahwa kota-kota kecil yang memiliki
akses transportasi yang baik cenderung lebih cepat
beradaptasi dengan perubahan ekonomi karena mereka
dapat dengan mudah mengakses pasar baru dan peluang
investasi lainnya (Herzog, 2021).

Transportasi yang efisien juga mendukung pertumbuhan
wirausaha di kota kecil dengan menyediakan akses ke pasar,
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bahan baku, dan jaringan distribusi. Wirausaha lokal dapat
lebih mudah menjangkau konsumen di luar daerah mereka,
sehingga memperluas pangsa pasar dan meningkatkan
pendapatan usaha (Nadkarni, 2017). Sebagai contoh, kota
kecil yang memiliki akses jalan raya dan jalur kereta api yang
baik cenderung memiliki tingkat pertumbuhan usaha kecil
yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang akses
transportasinya terbatas (Mayer & Motoyama, 2017).

1.4.Tantangan dalam Perencanaan Transportasi di Kota Kecil
1. Keterbatasan Dana dan Infrastruktur

Kota kecil sering kali mengalami keterbatasan dana untuk
membangun dan memelihara infrastruktur transportasi yang
memadai. Hal ini terjadi karena anggaran pemerintah daerah
terbatas, sehingga prioritas sering kali diberikan kepada
kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan dan Pendidikan.
Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kemampuan
kota kecil untuk mengadopsi teknologi transportasi modern
seperti sistem transportasi cerdas (Intelligent Transportation
Systems), yang dapat meningkatkan efisiensi lalu lintas dan
keselamatan jalan (Thondoo et al., 2020).

Perawatan jalan dan jembatan yang ada di kota kecil
sering kali diabaikan karena keterbatasan dana. Hal ini dapat
menyebabkan penurunan kualitas infrastruktur yang
berujung pada peningkatan biaya perbaikan di masa depan
dan membatasi mobilitas penduduk. Kurangnya anggaran
untuk perawatan infrastruktur juga menghambat upaya
untuk meningkatkan kualitas transportasi publik, seperti
penyediaan bus yang nyaman dan aman bagi masyarakat
lokal (Zalewski & Kempa, 2018).

2. Integrasi Perencanaan Transportasi dengan Tata Ruang Kota

Kota kecil sering kali mengalami kurangnya koordinasi
antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas
perencanaan transportasi dan tata ruang. Hal ini
menyebabkan adanya kesenjangan antara perencanaan jalan
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dan pengembangan wilayah, yang dapat mengakibatkan
masalah seperti kemacetan di pusat kota kecil (Wirasinghe et
al., 1992).

Perencanaan transportasi yang tidak terintegrasi dengan
tata ruang kota sering kali menyebabkan pembangunan
infrastruktur transportasi yang tidak optimal, seperti jalan
yang tidak terhubung dengan baik atau terminal yang berada
jauh dari pusat kegiatan ekonomi kota.

Fenomena urban sprawl atau penyebaran kota secara
tidak teratur membuat perencanaan transportasi menjadi
lebih sulit di kota kecil. Hal ini karena jaringan transportasi
perlu diperluas ke area yang lebih luas, sehingga biaya
perawatan dan pembangunan meningkat. Penyebaran kota
yang tidak terkontrol juga menyebabkan peningkatan
ketergantungan pada kendaraan pribadi, yang menambah
tekanan pada jaringan jalan yang terbatas di kota kecil
(Calloway & Faghri, 2020).

Dampak Sosial dan Lingkungan dari Transportasi

Transportasi, terutama yang Dberbasis kendaraan
bermotor, merupakan salah satu sumber utama polusi udara
di kota kecil. Kurangnya pengaturan terhadap volume lalu
lintas dapat menyebabkan penurunan kualitas udara dan
berdampak negatif pada kesehatan Masyarakat. Selain itu,
meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi di kota kecil
dapat memperburuk masalah emisi karbon dan
memperparah ~ dampak  perubahan  iklim, yang
mengharuskan adanya perencanaan transportasi yang lebih
berkelanjutan (Calloway & Faghri, 2020).

Salah satu tantangan wutama dalam perencanaan
transportasi di kota kecil adalah keselamatan pengguna jalan,
terutama pejalan kaki dan pesepeda. Kurangnya fasilitas
seperti trotoar yang memadai dan jalur sepeda dapat
meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Solusi seperti
penurunan kecepatan kendaraan di pusat kota dan perbaikan
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desain jalan dapat membantu meningkatkan keselamatan
pengguna jalan dan menciptakan lingkungan yang lebih
ramah bagi pejalan kaki (Zalewski & Kempa, 2018).
Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Banyak kota kecil tidak memiliki tenaga ahli di bidang
perencanaan  transportasi yang dapat ~membantu
mengoptimalkan desain jaringan jalan dan transportasi
publik. Hal ini menyebabkan perencanaan yang dilakukan
sering kali kurang efektif dan tidak berbasis data yang akurat
(Schutz, 2000).

Keterbatasan dalam pendidikan dan pelatihan bagi staf
pemerintah lokal juga menjadi tantangan dalam mengadopsi
teknologi dan metode terbaru dalam perencanaan
transportasi, seperti penggunaan perangkat lunak simulasi
lalu lintas atau aplikasi manajemen transportasi pintar.

Implementasi teknologi transportasi cerdas seperti

pengaturan sinyal lalu lintas otomatis atau sistem informasi
penumpang sering kali memerlukan investasi yang besar,
yang sulit dijangkau oleh kota kecil. Akibatnya, banyak kota
kecil yang masih mengandalkan metode konvensional dalam
pengelolaan lalu lintas (Zalewski & Kempa, 2018).
Di sisi lain, adaptasi teknologi yang tidak tepat dapat
menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan lalu lintas
dan  pemborosan  anggaran, sehingga  diperlukan
perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan lokal
(Calloway & Faghri, 2020).

1.5.Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Perencanaan

1.

Transportasi di Kota Kecil

Penggunaan Teknologi dalam Perencanaan Transportasi
Sistem Transportasi Cerdas Intelligent Transportation

Systems  (ITS) dapat membantu kota kecil untuk

meningkatkan efisiensi lalu lintas dengan menggunakan

teknologi seperti pengaturan lampu lalu lintas otomatis dan

sistem informasi real-time bagi pengguna jalan. Studi
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menunjukkan bahwa penerapan ITS dapat mengurangi
waktu tempuh dan meningkatkan keselamatan di jalan-jalan
kota kecil (Schutz, 2000). Teknologi ini juga memungkinkan
optimalisasi rute transportasi publik, sehingga meningkatkan
ketepatan waktu dan kenyamanan bagi pengguna
transportasi umum.

Perencanaan transportasi yang berbasis data sangat
penting untuk kota kecil dalam menentukan prioritas
pembangunan dan pengelolaan lalu lintas. Penggunaan data
transportasi dapat mencakup survei perjalanan penduduk
serta analisis pola lalu lintas melalui data digital, seperti GPS
dan data dari perangkat seluler. Studi menunjukkan bahwa
penggunaan metode data reuse dapat membantu kota kecil
memanfaatkan data regional untuk mengurangi biaya
pengumpulan data, sehingga lebih efisien dalam proses
perencanaan (Horner et al., 2008).

Ay

/,'5 :"‘ ’: | ’A N . - —
Gambar 1.4. Intelligent Transportation Systems (ITS).
Sumber : (Its-indonesia.org, 2024)

2. Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan
Strategi Transit-Oriented Development (TOD) melibatkan
pengembangan area di sekitar pusat transportasi seperti
stasiun bus atau kereta untuk memaksimalkan penggunaan
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transportasi umum. Pendekatan ini terbukti efektif dalam
mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan
mendorong mobilitas berkelanjutan (Nigro et al., 2019).
Penerapan TOD di kota kecil dapat meningkatkan
aksesibilitas transportasi umum dan menciptakan pusat-
pusat kegiatan yang lebih terintegrasi, sehingga mendorong
pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi polusi
kendaraan.

Pengembangan infrastruktur yang mendukung pejalan
kaki dan pesepeda, seperti trotoar yang lebar dan jalur
sepeda, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang
lebih sehat dan mengurangi penggunaan kendaraan
bermotor di pusat kota kecil. Penurunan kecepatan lalu lintas
di pusat kota dan perbaikan infrastruktur bagi pejalan kaki
juga dapat meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup
warga lokal.

Peningkatan Partisipasi Publik dalam Perencanaan

Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses
perencanaan transportasi dapat membantu kota kecil dalam
mengidentifikasi kebutuhan transportasi yang sebenarnya
dan mengembangkan solusi yang sesuai. Hal ini mencakup
penggunaan survei masyarakat dan forum publik untuk
mengumpulkan umpan balik tentang proyek transportasi
yang direncanakan.

Peningkatan partisipasi publik juga dapat meningkatkan
penerimaan masyarakat terhadap proyek-proyek baru,
seperti perubahan rute bus atau pembangunan jalur sepeda,
yang pada akhirnya meningkatkan keberlanjutan proyek
tersebut.

Pendidikan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat
tentang pentingnya transportasi berkelanjutan dapat
mendorong penerimaan terhadap kebijakan transportasi
baru. Hal ini termasuk kampanye informasi mengenai
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manfaat penggunaan transportasi umum atau berbagi
kendaraan (Schutz, 2000).

Upaya ini bertujuan untuk menciptakan budaya
transportasi yang lebih ramah lingkungan di kota kecil dan
mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Pengoptimalan Transportasi Umum dengan Sumber Daya
Terbatas

Pengembangan metode perencanaan yang pragmatis
untuk optimalisasi transportasi umum dapat meningkatkan
kinerja layanan tanpa memerlukan investasi besar. Hal ini
termasuk penyesuaian rute bus sesuai dengan pola
perjalanan harian masyarakat dan peningkatan frekuensi
layanan di jam sibuk. Studi kasus di Spanyol menunjukkan
bahwa perbaikan rute bus dan penyesuaian jadwal dapat
meningkatkan daya tarik transportasi umum di kota kecil,
serta mengurangi jumlah pengguna kendaraan pribadi.

Solusi seperti angkutan kota yang dapat disesuaikan atau
layanan bus mini dapat menjadi alternatif yang efisien untuk
kota kecil dengan populasi yang tersebar. Sistem ini
memungkinkan penyesuaian kapasitas kendaraan sesuai
dengan permintaan penumpang, sehingga lebih hemat biaya
dibandingkan transportasi umum konvensional (Fricker &
Shanteau, 1986). Strategi ini juga dapat diterapkan untuk
memperluas cakupan layanan transportasi umum ke daerah
yang lebih terpencil atau yang kurang terlayani oleh jalur
transportasi reguler.

1.6.Penutup

Perencanaan transportasi yang efektif di kota kecil

merupakan kunci untuk mendukung perkembangan ekonomi
lokal, meningkatkan kualitas hidup, dan mengatasi berbagai
tantangan yang ada, seperti keterbatasan anggaran dan masalah
lingkungan. Pendekatan inovatif seperti penggunaan teknologi
cerdas, Transit-Oriented Development (TOD), dan pengoptimalan
transportasi umum dapat menjadi solusi yang efisien dan
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berkelanjutan bagi kota kecil. Strategi-strategi ini memungkinkan
kota kecil untuk lebih mudah mengintegrasikan transportasi
dengan tata ruang, mengurangi polusi, dan menyediakan
layanan transportasi yang lebih efisien bagi warganya.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan serta penyediaan edukasi mengenai pentingnya
transportasi berkelanjutan menjadi faktor penting yang dapat
mendorong keberhasilan implementasi strategi tersebut. Dengan
melibatkan semua pemangku kepentingan dan menerapkan
perencanaan yang berbasis data, kota kecil dapat
mengembangkan sistem transportasi yang tidak hanya
memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tetapi juga mendukung
pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan jangka
panjang. Perbaikan-perbaikan ini dapat menciptakan kota kecil
yang lebih ramah bagi penduduk, meningkatkan daya saing
lokal, dan memastikan keberlanjutan transportasi bagi generasi
mendatang.
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BAB

Karakteristik Kota Kecil di
Indonesia

2.1.Definisi dan Kriteria Kota Kecil di Indonesia

Kota kecil di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri
yang membedakannya dari kota besar dan kawasan perdesaan.
Secara umum, kota kecil didefinisikan sebagai wilayah perkotaan
dengan jumlah penduduk dan tingkat urbanisasi yang lebih
rendah dibandingkan kota metropolitan. Menurut Badan Pusat
Statistik (BPS), kota kecil umumnya memiliki populasi antara
20.000 hingga 100.000 jiwa. Namun, definisi ini tidak kaku,
karena faktor-faktor lain seperti luas wilayah, kepadatan
penduduk, dan peran ekonomi juga turut mempengaruhi
klasifikasi suatu kota sebagai kota kecil (BPS, 2020).

Di Indonesia, kota kecil sering menjadi pusat aktivitas
ekonomi dan sosial bagi desa-desa yang ada di sekitarnya.
Struktur sosial dan ekonomi kota kecil biasanya sederhana,
dengan kegiatan ekonomi terfokus pada perdagangan, jasa, dan
agrikultural seperti pasar tradisional dan industri rumahan. Tata
ruang kota kecil lebih teratur dengan jalanan yang tidak terlalu
padat, serta bangunan komersial dan fasilitas umum seperti
pasar, sekolah, dan pusat kesehatan yang mudah dijangkau. Kota
kecil memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur dan fasilitas
umum, seperti transportasi umum, jaringan air bersih, dan
fasilitas kesehatan yang tidak sekompleks di kota besar.
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Keterbatasan ini menjadi tantangan dalam mencapai
pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Peran kota kecil dalam struktur nasional penting sebagai
penghubung antara kota besar dan kawasan perdesaan, serta
sebagai pusat distribusi barang dan jasa. Usaha untuk
memahami karakteristik kota kecil menjadi penting untuk
merancang infrastruktur yang mendukung pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan
dan perencanaan wilayah, kota kecil memiliki dinamika unik.
Pertumbuhannya dipengaruhi oleh sektor pertanian dan industri
rumah tangga, berbeda dengan kota besar yang bergantung pada
sektor jasa dan industri besar. Oleh karena itu, kebijakan
pengembangan infrastruktur untuk kota kecil harus spesifik dan
kontekstual, sesuai dengan tantangan dan potensi masing-
masing wilayah.

2.2.Sejarah dan Perkembangan Kota Kecil di Indonesia

Kota kecil di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan
beragam, yang seringkali terkait erat dengan dinamika sosial,
ekonomi, dan politik yang terjadi di berbagai wilayah. Sejak masa
kerajaan kuno hingga era kolonial, kota kecil telah menjadi
bagian penting dari struktur wilayah dan pemerintahan di
Nusantara. Pada masa kerajaan hindu-buddha dan islam, kota
kecil biasanya berkembang sebagai pusat perdagangan,
keagamaan, dan pemerintahan lokal. Contoh klasik adalah kota
kecil seperti Demak, Gresik, dan Jepara, yang pada masa lalu
menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di
Jawa (Tjandrasasmita, 2009).
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Gambar 2.1. Masjid di Kota Kecil Demak Masa Kerajaan Islam
(Adnan, 2023)

Saat memasuki era kolonial, peran dan fungsi kota kecil
mengalami perubahan signifikan. Pemerintah kolonial Belanda
mulai membangun sistem administrasi dan perdagangan yang
lebih terstruktur, termasuk mendirikan kota-kota kecil di
wilayah pedalaman untuk mempermudah pengawasan terhadap
produksi dan distribusi komoditas pertanian. Di Pulau Jawa,
kota-kota kecil seperti Purwokerto, Madiun dan Malang mulai
berkembang sebagai pusat pemerintahan lokal, perdagangan,
dan distribusi hasil pertanian, terutama kopi, teh, dan gula
(Kuntowijoyo, 2017). Pada masa ini, pola tata kota juga mulai
terbentuk, dengan pusat kota terdiri dari alun-alun, pasar, kantor
pemerintahan, dan rumah-rumah pejabat kolonial.

Kota kecil semakin berkembang pesat pada era
kemerdekaan. Kebijakan pemerintah untuk mendorong
pemerataan pembangunan dan desentralisasi membuat banyak
kota kecil menjadi pusat pertumbuhan di daerahnya masing-
masing. Pada era Orde Baru, pemerintah meluncurkan berbagai
program pembangunan pedesaan dan perkotaan yang
berdampak langsung pada pertumbuhan kota kecil. Salah
satunya adalah program Inpres (Instruksi Presiden) yang
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mengalirkan dana pembangunan ke berbagai daerah, sehingga
mempercepat pertumbuhan infrastruktur, pendidikan, dan
ekonomi di kota-kota kecil.

Kota kecil juga mengalami dinamika sosial-ekonomi yang
menarik pada era reformasi dan otonomi daerah. Kebijakan
desentralisasi memberi peluang kepada pemerintah daerah
untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan
membangun wilayahnya. Misalnya, kota kecil di wilayah
pegunungan cenderung mengembangkan sektor pertanian dan
pariwisata, sementara kota di pesisir fokus pada industri
perikanan dan perdagangan laut. Keberagaman ini
menunjukkan bahwa kota kecil tidak hanya sebagai pelengkap
bagi kota besar, tetapi memiliki peran yang strategis dalam
sistem perkotaan nasional (Firman, 2002).

Pada masa sekarang, globalisasi dan perkembangan
teknologi informasi telah membawa dampak yang berarti pada
cara berinteraksi di kota kecil dengan lingkungan sekitarnya.
Akses terhadap teknologi, internet dan media sosial membuka
peluang bagi kota kecil untuk memperkenalkan potensi lokal,
seperti produk kerajinan, wisata alam, dan kuliner tradisional,
kepada pasar yang lebih luas. Namun di sisi lain, globalisasi juga
membawa tantangan, seperti tekanan terhadap kelestarian
budaya lokal dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat
terkadang menyebabkan masalah, seperti urbanisasi, kemacetan,
dan degradasi lingkungan, yang juga mulai dirasakan oleh kota-
kota kecil (Ginsburg et al., 1991).

2.3.Pola Sosial Ekonomi di Kota Kecil

Kota kecil di Indonesia memiliki pola sosial ekonomi yang
unik dan berbeda dengan kota besar. Kota kecil tentunya memiliki
jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan kota besar,
dengan tingkat kepadatan yang relatif rendah, akan berdampak pada
pola interaksi sosial yang lebih erat dalam komunitas. Warga di kota
kecil cenderung saling mengenal, dan hubungan sosial diwarnai oleh
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budaya gotong royong, di mana keterlibatan masyarakat dalam
kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi sangat tinggi.

Perekonomian di kota kecil sering kali masih bertumpu pada
sektor tradisional, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan
industri rumah tangga yang di sekitar kota tersebut. Kota kecil di
dataran tinggi cenderung mengembangkan sektor pertanian
hortikultura, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman kopi.
Sementara itu, kota kecil di pesisir banyak bergantung pada sektor
perikanan dan perdagangan hasil laut. Struktur ekonomi ini
membuat pola kehidupan di kota kecil sangat bergantung pada
kondisi alam, cuaca, dan musim. Pasar tradisional menjadi pusat
aktivitas ekonomi utama, di mana transaksi barang dan jasa
berlangsung secara langsung antara penjual dan pembeli.
Keberadaan pasar tradisional ini tidak hanya menjadi motor
penggerak ekonomi lokal tetapi juga menciptakan ruang interaksi
sosial bagi masyarakat. Pola ekonomi di kota kecil umumnya bersifat
informal dan berorientasi pada pasar lokal. Hal ini berbeda dengan
kota besar yang ekonominya lebih terintegrasi dengan pasar global
dan memiliki banyak sektor formal, seperti industri dan jasa (Firman,
2002).

Dalam beberapa tahun terakhir, kota kecil di Indonesia mulai
mengalami transformasi ekonomi seiring dengan perkembangan
teknologi dan informasi. Akses terhadap internet dan media sosial
membuka peluang bagi pelaku usaha di kota kecil untuk
memasarkan produk mereka ke luar daerah, bahkan ke pasar
nasional dan internasional. Banyak produk khas kota kecil, seperti
kerajinan tangan, makanan olahan, dan hasil pertanian organik,
mulai dikenal luas melalui platform e-commerce dan media sosial.
Perkembangan ini mengubah pola ekonomi di kota kecil yang
sebelumnya terbatas pada lingkup lokal menjadi lebih dinamis dan
terhubung dengan pasar yang lebih luas (Tambunan, 2012).

2.4.Karakteristik Infrastruktur di Kota Kecil
Infrastruktur di kota kecil umumnya lebih sederhana dan
terbatas dibandingkan dengan kota besar karena keterbatasan
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luas wilayah, jumlah penduduk, serta sumber daya alam dan
finansial. Meskipun demikian, infrastruktur ini sangat penting
untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat
dan menghubungkan kota dengan daerah sekitarnya.
Infrastruktur di kota kecil mencakup fasilitas transportasi,
layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas
umum lainnya.

Gambar 2.2. Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kampung
Salahaur, Rangkasbitung (Ubik, 2024)

Aksesibilitas dan jangkauan infrastruktur di kota kecil
relatif mudah, dengan fasilitas umum seperti pasar, sekolah,
puskesmas, dan kantor pemerintahan biasanya berada dalam
jarak yang mudah dijangkau oleh penduduk. Jaringan jalan
cenderung lebih sederhana dengan kondisi lalu lintas yang tidak
terlalu padat, meskipun kualitas konstruksi jalan dan
transportasi umum seringkali perlu ditingkatkan. Selain itu,
sumber air bersih dan sanitasi juga menjadi perhatian, dengan
banyak kota kecil yang belum memiliki sistem penyediaan air
minum dan pengelolaan air limbah yang memadai.



Infrastruktur pendidikan di kota kecil umumnya terbatas
pada sekolah dasar hingga menengah, sementara perguruan
tinggi biasanya ada di kota besar. Meski begitu, sekolah di kota
kecil tetap penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia. Fasilitas kesehatan terdiri dari puskesmas, klinik, dan
beberapa rumah sakit tipe kecil yang menjadi tumpuan utama
layanan kesehatan dasar, meskipun menghadapi tantangan
seperti terbatasnya tenaga dan peralatan medis serta akses ke
rumah sakit rujukan di kota besar.

2.5.Tantangan Lingkungan di Kota Kecil

Meski skalanya lebih kecil dibandingkan kota besar,
tantangan kota kecil di Indonesia cukup kompleks. Salah satu
tantangan lingkungan yang paling nyata di kota kecil adalah
masalah pengelolaan sampah. Kota kecil umumnya belum
memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai. Sebagian
besar sampah rumah tangga dan pasar tradisional masih dikelola
secara mandiri oleh masyarakat dengan cara dikumpulkan dan
dibakar di pekarangan rumah atau dibuang ke sungai.

Selain masalah sampah, pengelolaan air bersih dan
sanitasi juga menjadi tantangan lingkungan di kota kecil. Banyak
kota kecil yang bergantung pada sumber air tanah dan sungai
untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, aktivitas domestik dan
pertanian yang tidak terkontrol seringkali menyebabkan
pencemaran sumber air. Ketersediaan air bersih menjadi masalah
yang semakin mendesak, terutama saat musim kemarau tiba.
Banyak kota kecil mengalami kekeringan akibat pasokan air
tanah yang menipis, sehingga mengganggu aktivitas pertanian
dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penggunaan lahan yang tidak terencana juga
memunculkan tantangan lingkungan lain. Pembangunan
infrastruktur dan permukiman seringkali mengorbankan lahan
hijau dan area pertanian produktif. Alih fungsi lahan ini tidak
hanya mengurangi luas ruang terbuka hijau yang berfungsi
sebagai paru-paru kota, tetapi juga mengganggu keseimbangan
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ekosistem lokal. Di beberapa kota kecil, ekspansi permukiman ke
daerah perbukitan atau bantaran sungai menyebabkan risiko
bencana alam, seperti longsor dan banjir. Fenomena ini
menunjukkan perlunya penataan ruang yang lebih baik dan
kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

L ame g Sy :

Gambar 2.3. Minimnya Sanitasi Standar di Kota Kecil
(Andyna and Nararya, 2019)

2.6.Peran Teknologi dalam Pengembangan Kota Kecil

Teknologi  memainkan  peran  penting  dalam
pengembangan kota kecil di Indonesia. Kota kecil yang telah
memiliki akses internet memungkinkan masyarakat terhubung
dengan dunia luar, membuka peluang dalam pendidikan, bisnis,
dan layanan kesehatan, serta mendukung e-commerce. Beberapa
daerah telah memanfaatkan teknologi dalam membantu
pengelolaan sumber daya alam, seperti sistem irigasi yang akan
meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam pertanian. Energi
terbarukan seperti panel surya dan turbin angin tentu saja akan
mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Selain itu, teknologi mendukung layanan publik yang
lebih baik melalui sistem manajemen kota berbasis teknologi.
Aplikasi mobile untuk pelaporan masalah infrastruktur dan
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layanan kesehatan online memudahkan akses masyarakat
terhadap layanan medis. Dengan memanfaatkan teknologi, kota
kecil dapat mengatasi berbagai tantangan dan membuka peluang
baru untuk pertumbuhan ekonomi seperti perdagangan dan
peningkatan kualitas hidup. Namun demikian, penelitian (Lubis
and Junaidi, 2016) memperlihatkan masih rendahnya
penggunaan teknologi informasi pada pelaku UMKM. Hal
tersebut terjadi karena masih kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap teknologi dan rendahnya ketersediaan
investasi IT serta kurangnya dukungan lembaga pemerintah.

2.7.Strategi Pengembangan Berkelanjutan untuk Kota Kecil

Pengembangan berkelanjutan pada kota kecil adalah kunci
untuk memastikan pertumbuhan kota tanpa mengorbankan
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi utama
adalah penerapan konsep kota hijau, yang menekankan pentingnya
ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah yang efisien, dan
penggunaan energi terbarukan. Ruang terbuka hijau berfungsi
sebagai paru-paru kota dan tempat rekreasi, sementara pengelolaan
sampah yang efisien dan energi terbarukan seperti panel surya dan
turbin angin mengurangi dampak lingkungan dan emisi gas rumah
kaca.

Transportasi berkelanjutan juga penting, mencakup
penggunaan kendaraan listrik, infrastruktur untuk pejalan kaki dan
pesepeda, serta sistem transportasi publik yang efisien. Kendaraan
listrik mengurangi emisi polusi, dan infrastruktur untuk pejalan kaki
dan pesepeda mendorong gaya hidup sehat. Sistem transportasi
publik yang efisien, seperti bus listrik atau kereta ringan, dapat
mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat.
Pengelolaan air yang berkelanjutan melalui sistem irigasi pintar dan
pengolahan air limbah yang efisien memastikan ketersediaan air
bersih dan menjaga kualitas lingkungan.

Pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan juga
penting, melalui pemberdayaan UMKM, promosi produk lokal, dan
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pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pendidikan dan kesadaran
lingkungan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga
lingkungan. Dengan strategi-strategi ini, kota kecil dapat
berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi
mendatang. Mengingat cakupan yang tidak terlalu luas seperti kota
besar, hal tersebut tentu akan lebih mudah dilakukan.
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BAB

Kebijakan Transportasi di
Kota Kecil

3.1.Pendahuluan

Transportasi merupakan elemen terpenting dalam
pembangunan negara, dimana transportasi merupakan salah satu
faktor fundamental pembangunan ekonomi dan pembangunan
sosial, serta pertumbuhan industrialisasi. Dimana pembangunan
transportasi mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan di
suatu wilayah atau negara (Nurfadillah, Sani and Wahid, 2023).
Aktivitas kehidupan sosial masyarakat merupakan ciri keberadaan
manusia sebagai kelompok masyarakat yang keberadaannya
memerlukan sarana atau fasilitas pendukung yang memadai.
Layanan pendukung ini termasuk layanan transportasi atau jaringan
transportasi. Mengingat sangat pentingnya peranan transportasi
dalam kehidupan masyarakat terlebih kepada pengembangan
perekonomian maka dibuatlah suatu kebijakan yang mampu
mengatur dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul
didalam perkembangannya. Suatu kebijakan transportasi
merupakan serangkaian prinsip, aturan, dan strategi yang dirancang
oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur dan mengelola
sistem transportasi. Kebijakan ini mencakup aspek perencanaan,
pengembangan infrastruktur, pengoperasian moda transportasi,
serta penanganan isu-isu seperti kemacetan, keselamatan, dan
dampak lingkungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
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aksesibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam mobilitas
masyarakat. Upaya meningkatkan pelayanan jasa prasarana
transportasi yang efektif dan efisien harus ditempuh melalui
kebijakan pembangunan prasarana berdasarkan pertimbangan
banyak aspek. Pembangunan prasarana transportasi meliputi
kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, perbaikan, dan
peningkatan kapasitas prasarana (Adisasmita, 2014).

Kebijakan transportasi di kota kecil sangat penting karena
berperan dalam meningkatkan aksesibilitas bagi warga,
memungkinkan masyarakat untuk mencapai tempat kerja, sekolah,
dan layanan penting dengan lebih mudah. Di kota kecil, pola
pergerakan masyarakat umumnya lebih terkonsentrasi di dalam
wilayah tertentu dengan jarak yang lebih pendek dibandingkan kota
besar. Mengingat bahwa kota kecil sering kali memiliki infrastruktur
yang terbatas maka suatu kebijakan transportasi juga dapat
mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan.
Meskipun skala dan intensitas masalah transportasi di kota kecil
mungkin lebih terbatas, pengelolaan transportasi yang efektif tetap
sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,
aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan yang baik
mendukung pengembangan transportasi publik yang efisien,
mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan
mendorong penggunaan moda transportasi alternatif seperti sepeda
atau berjalan kaki. Selain itu, kebijakan transportasi yang
berkelanjutan dapat membantu melestarikan lingkungan dengan
mengurangi emisi karbon. Semua ini berkontribusi pada kualitas
hidup yang lebih baik bagi penduduk kota kecil.

3.2.Faktor — Faktor Utama dalam Kebijakan Transportasi di
Kota Kecil
Persoalan transportasi sering kali muncul di tengah-
tengah pesatnya perkembangan suatu wilayah, baik itu di sektor
infrastruktur, ketersediaan akan sarana dan prasarana, serta
perilaku masyarakatnya terkait transportasi (Mu’allimah and
Mashpufah, 2022). Permasalahan transportasi di kota kecil
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disebabkan oleh meningkatnya volume kendaraan yang ada di
suatu jalan perkotaan. Hal ini ditunjukan dengan peningkatan
jumlah kendaraan setiap tahunnya, sedangkan pertambahan
lebar jalan sangatlah kecil. Kondisi ini yang menyebabkan jumlah
kendaraan tidak seimbang dengan kapasitas jalan sehingga
menimbulkan titik-titik kemacetan. Ada 3 faktor utama yang
mempengaruhi di dalam kebijakan transportasi di kota kecil
yaitu :
1. Keterbatasan Anggaran
Salah satu tantangan utama bagi kota kecil dalam
mengelola transportasi adalah terbatasnya anggaran yang
dimiliki. Pendapatan daerah kota kecil umumnya lebih
rendah dibandingkan dengan kota besar, sehingga alokasi
anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur
transportasi sering kali tidak mencukupi. Ini menyebabkan
pemerintah kota harus sangat selektif dalam memilih proyek-
proyek transportasi yang akan dikerjakan, dengan fokus pada
proyek yang paling mendesak atau yang berdampak paling
besar terhadap mobilitas masyarakat.
2. Infrastruktur yang Terbatas
Kota kecil umumnya memiliki jaringan jalan yang lebih
terbatas dalam hal kualitas maupun kapasitas. Kondisi ini
dapat menyebabkan keterbatasan aksesibilitas, terutama bagi
penduduk di daerah pinggiran atau kawasan yang sulit
dijangkau. Jalan yang rusak, sempit, atau kurangnya jalur
alternatif ~dapat menghambat kelancaran mobilitas
masyarakat dan distribusi barang.
3. Mobilitas Penduduk
Mobilitas penduduk mengacu pada kemampuan dan cara
masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk
menjalankan aktivitas sehari-hari. Penduduk di kota kecil
sering kali lebih mengandalkan transportasi pribadi, seperti
sepeda motor atau mobil dibandingkan dengan penggunaan
angkutan umum. Hal inilah yang dapat menyebabkan
peningkatan kepadatan lalu lintas, terutama di pusat kota,
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bahkan lebih kepada peningkatan polusi. Mobilitas yang
lebih bergantung pada kendaraan pribadi juga dapat
mengisolasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki
kendaraan pribadi.

3.3.Jenis Kebijakan Transportasi yang dapat Diterapkan pada
Kota Kecil
Kota kecil memiliki kebutuhan dan tantangan yang
berbeda dalam hal transportasi dibandingkan dengan kota besar.
Oleh karena itu, kebijakan transportasi yang diterapkan di kota
kecil harus menyesuaikan dengan karakteristik lokal, seperti
infrastruktur yang terbatas, skala ekonomi yang lebih kecil, dan
mobilitas penduduk yang cenderung lebih bergantung pada
kendaraan pribadi. Berikut adalah beberapa jenis kebijakan
transportasi yang dapat diterapkan di kota kecil untuk
meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan efisiensi transportasi:
1. Peningkatan Infrastruktur Jalan
Salah satu kebijakan utama adalah perbaikan jalan yang
ada dan pemeliharaan rutin. Selain perbaikan, pembangunan
jalan baru juga menjadi solusi penting, terutama untuk
membuka akses ke area-area yang selama ini kurang
terhubung, seperti kawasan pertanian, permukiman baru,
atau kawasan wisata. Meskipun kota kecil umumnya
memiliki kepadatan lalu lintas yang lebih rendah
dibandingkan kota besar, perbaikan dan pengembangan
jaringan jalan tetap menjadi kebutuhan mendasar untuk
memastikan akses yang lebih mudah antarwilayah, serta
mendukung pertumbuhan wilayah secara menyeluruh. Di
kota kecil, pelebaran jalan sering kali diperlukan untuk
menambah kapasitas jalan yang sempit dan kurang mampu
menampung pertumbuhan jumlah kendaraan. Pelebaran ini
terutama dibutuhkan di jalan-jalan utama yang
menghubungkan pusat kota dengan kawasan permukiman,
pasar, atau fasilitas umum lainnya. Proyek pelebaran ini juga
dapat mencakup penambahan jalur khusus bagi pejalan kaki
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atau pesepeda, yang semakin dibutuhkan untuk mendorong
pola transportasi yang lebih ramah lingkungan dan aman.
Salah satu masalah yang sering dihadapi di kota kecil adalah
kurangnya sistem drainase yang memadai, sehingga jalan
mudah rusak akibat genangan air atau banjir. Oleh karena itu,
pembangunan infrastruktur drainase yang baik menjadi
bagian integral dari peningkatan jalan. Sistem drainase yang
efektif tidak hanya melindungi jalan dari kerusakan, tetapi
juga membantu mengurangi risiko banjir di lingkungan
sekitarnya.
Pengembangan Sistem Transportasi Umum

Transportasi umum memainkan peran penting dalam
mengurangi kemacetan, menekan emisi gas rumah kaca, serta
meningkatkan aksesibilitas ke berbagai layanan dan peluang
ekonomi. Dalam konteks kota besar maupun Kkecil,
pengembangan transportasi umum harus dirancang untuk
menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat secara efektif.
Salah satu tujuan utama dalam pengembangan transportasi
umum adalah mengurangi ketergantungan pada kendaraan
pribadi. Ketika sistem transportasi umum tersedia dengan
rute yang terjangkau, frekuensi layanan yang baik, dan harga
yang kompetitif, masyarakat akan lebih cenderung
menggunakan moda transportasi ini daripada kendaraan
pribadi. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi
kemacetan lalu lintas, tetapi juga mengurangi tekanan pada
infrastruktur jalan dan kebutuhan akan lahan parkir di pusat-
pusat kota. Secara keseluruhan, pengembangan sistem
transportasi umum bukan hanya tentang menyediakan moda
transportasi tambahan, tetapi lebih kepada membangun
jaringan yang efisien, ramah lingkungan, dan inklusif.
Transportasi umum yang baik akan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang mudah
dan cepat ke berbagai tempat, mengurangi kemacetan,
menurunkan polusi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan.
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3. Peningkatan Aksesibilitas Non-Motoris

Peningkatan aksesibilitas non-motoris merupakan salah
satu kebijakan dalam transportasi yang bertujuan untuk
mendukung mobilitas ramah lingkungan dan memperbaiki
kualitas hidup masyarakat, khususnya di kota kecil. Mobilitas
non-motoris yang mencakup transportasi seperti berjalan
kaki dan bersepeda, yang sering kali menjadi moda utama
bagi masyarakat kota kecil karena jarak yang relatif pendek
antara berbagai destinasi.

Penyediaan jalur sepeda dan trotoar yang memadai dapat
menjadi bagian dari kebijakan untuk meningkatkan mobilitas
dan kesehatan masyarakat. Namun di banyak kota kecil,
trotoar sering kali tidak memadai atau bahkan tidak tersedia,
sehingga pejalan kaki harus berbagi jalan dengan kendaraan
bermotor, yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
Kebijakan yang berfokus pada pembangunan dan perbaikan
trotoar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi
pejalan kaki, termasuk kelompok rentan seperti lansia, anak-
anak, dan penyandang disabilitas.

4. Pembangunan Terminal dan Parkir Terpadu

Kemacetan yang terjadi di pusat kota kecil sering kali
disebabkan oleh kurangnya fasilitas parkir. Salah satu tujuan
utama pembangunan terminal dan parkir terpadu adalah
meningkatkan efisiensi transportasi umum. Terminal yang
dirancang dengan baik akan menjadi titik pusat di mana
berbagai moda transportasi seperti bus, kereta, angkutan
kota, dan bahkan kendaraan pribadi dapat terhubung dengan
lancar. Terminal semacam ini memungkinkan penumpang
untuk berpindah dari satu moda transportasi ke moda
lainnya tanpa kesulitan, sehingga mempermudah perjalanan
mereka. pembangunan terminal dan parkir terpadu adalah
langkah strategis dalam menciptakan sistem transportasi
yang lebih terstruktur, efisien, dan berkelanjutan. Dengan
menyediakan akses yang mudah ke transportasi umum,
mengurangi kemacetan, dan mendukung mobilitas yang
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ramah lingkungan, terminal ini dapat memberikan dampak
positif bagi kesejahteraan masyarakat serta perkembangan
ekonomi kota. Terminal dan parkir terpadu juga memperkuat
jaringan transportasi umum dan memberikan pilihan
mobilitas yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.
. Pengaturan Lalu Lintas

Dengan pengaturan lalu lintas dapat dipastikan bahwa
arus kendaraan berjalan lancar, aman, dan efisien. Meskipun
kota kecil umumnya tidak menghadapi tingkat kemacetan
yang sama dengan kota besar, pengelolaan lalu lintas yang
baik tetap diperlukan untuk menghindari masalah seperti
penumpukan kendaraan di pusat kota, kecelakaan, dan
ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Ada beberapa aspek
utama dalam pengaturan lalu lintas yang dapat diterapkan
dalam kebijakan transportasi kota kecil yaitu :
a. Penerapan sistem satu arah yang memungkinkan arus
kendaraan berjalan lebih teratur dan mencegah
pergerakan lalu lintas dari arah yang berlawanan bertemu
dijalan yang sama. Selain itu aspek yangpengaturan
lampu lalu lintas dan rambu-rambu.
Pengaturan lampu lalu lintas dan rambu-rambu
Zona khusus pejalan kaki dan kendaraan non-motor
Pengelolaan persimpangan
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi lalu lintas
. Kebijakan Tarif Transportasi

Salah satu tujuan utama kebijakan tarif transportasi di
kota kecil adalah menyediakan transportasi umum yang
terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Kota kecil
umumnya memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah
dibandingkan dengan kota besar, sehingga tarif transportasi
yang terlalu tinggi dapat membebani masyarakat, terutama
bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kebijakan tarif yang
adil dan terjangkau akan mendorong lebih banyak orang
untuk menggunakan transportasi umum, mengurangi
ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta mendukung
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mobilitas masyarakat yang lebih luas. Untuk memastikan
tarif tetap terjangkau, subsidi pemerintah sering Kkali
diperlukan. Subsidi ini bisa diberikan kepada operator
transportasi umum untuk menekan biaya operasional,
sehingga tarif yang dikenakan kepada penumpang tetap
rendah. Misalnya, subsidi bahan bakar atau pemeliharaan
kendaraan bisa membantu menekan biaya operasional, yang
pada akhirnya berdampak pada pengurangan tarif tiket.

. Penyediaan Teknologi Transportasi Berbasis Digital

Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi pemesanan
transportasi dan layanan rute online dapat membantu
memudahkan masyarakat mengakses transportasi umum
dan mengetahui jadwal keberangkatan dengan lebih pasti.
Penyediaan teknologi transportasi berbasis digital di kota
kecil menawarkan peluang besar untuk meningkatkan
efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas sistem transportasi.
Melalui aplikasi, sistem pembayaran elektronik, platform
ride-sharing, manajemen lalu lintas digital, dan solusi
inovatif lainnya, kota kecil dapat memanfaatkan teknologi
untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah
lingkungan, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Kebijakan yang mendukung penerapan
teknologi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi,
mobilitas yang lebih baik, serta kualitas hidup yang lebih
tinggi di kota kecil.

3.4.Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Transportasi di

Kota Kecil
Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses

kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah
sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.
Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka
menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga
kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang
diharapkan (Iswarah, Andi. Idris, Adam. Hasanah, 2018).
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Meskipun kota kecil mungkin tidak menghadapi masalah

kemacetan seperti pada kota besar, namun tetap diperhadapkan

pada faktor keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan
dukungan masyarakat yang dapat memperlambat atau
menghambat penerapan kebijakan transportasi yang ideal.

Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam implementasi

kebijakan transportasi di kota kecil :

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya: Kota kecil sering
kali memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
kota besar, sehingga kemampuan untuk membangun
infrastruktur transportasi yang memadai atau menyediakan
layanan transportasi publik yang berkualitas bisa terbatas.
Keterbatasan anggaran ini mempengaruhi banyak aspek,
mulai dari pembangunan jalan baru, pemeliharaan
infrastruktur yang ada, hingga pengadaan armada
transportasi umum yang modern dan ramah lingkungan.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi
juga dapat menjadi kendala. Kota kecil mungkin tidak
memiliki cukup tenaga ahli atau perangkat teknologi yang
diperlukan untuk merancang, mengelola, dan memantau
kebijakan transportasi secara efektif. Akibatnya, perencanaan
dan implementasi kebijakan sering kali tidak berjalan
optimal.

2. Ketergantungan Tinggi pada Kendaraan Pribadi: Di banyak
kota kecil, masyarakat cenderung memiliki seperti mobil atau
sepeda motor, karena sistem transportasi umum yang
terbatas. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya
pilihan transportasi umum yang efisien dan dapat
diandalkan. Akibatnya, meskipun ada kebijakan yang
bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau
mendorong penggunaan transportasi umum,
keberhasilannya sering kali terhambat karena masyarakat
merasa lebih nyaman dan fleksibel menggunakan kendaraan
pribadi mereka. Ketergantungan pada kendaraan pribadi ini
juga berdampak pada masalah parkir dan kemacetan di pusat
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kota kecil, terutama di sekitar pasar atau kawasan
perkantoran. Meskipun tidak separah di kota besar,
kepadatan kendaraan dapat menjadi masalah jika
infrastruktur parkir tidak memadai atau tidak diatur dengan
baik.

3. Keterbatasan Lahan: Kota kecil sering kali memiliki
keterbatasan lahan untuk membangun infrastruktur baru,
seperti terminal atau jalur sepeda, sehingga perlu
pemanfaatan lahan yang efisien. Keterbatasan lahan juga
mempengaruhi kapasitas jalan yang ada. Ketika permintaan
mobilitas meningkat, terutama dengan pertumbuhan jumlah
kendaraan pribadi, jalan-jalan yang sempit atau terbatas
menjadi cepat mengalami kemacetan. Karena lahan yang
terbatas, sulit bagi pemerintah untuk memperluas atau
membangun jalan baru, dan hal ini menyebabkan kemacetan
lalu lintas yang semakin parah.

4. Resistensi Masyarakat: Merujuk pada penolakan atau
ketidaksetujuan yang muncul di kalangan masyarakat
terhadap suatu kebijakan, perubahan, atau proyek tertentu
yang diusulkan oleh pemerintah, perusahaan, atau pihak lain.
Di kota kecil, masyarakat sering memiliki kebiasaan atau
preferensi yang kuat terhadap kendaraan pribadi dan tidak
mudah menerima perubahan, terutama jika kebijakan
transportasi baru dianggap merepotkan atau tidak sesuai
dengan kebutuhan lokal.

3.5.Peran Stakeholder dalam Kebijakan Transportasi
Kebijakan transportasi merupakan aspek penting dalam
pembangunan yang mempengaruhi mobilitas masyarakat,
pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup. Keberhasilan
penerapan kebijakan transportasi sangat tergantung pada peran
berbagai stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan,
implementasi, dan evaluasi. Stakeholder ini mencakup
pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-
pemerintah, yang masing-masing memiliki kontribusi dalam
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menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan
berkelanjutan.
1. Pemerintah
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah aktor
utama dalam kebijakan transportasi. Pemerintah memiliki
peran sebagai pengatur (regulator), perencana (planner), dan
pelaksana (implementer) dari berbagai kebijakan transportasi.

Beberapa peran penting pemerintah antara lain:

a. Regulasi dan Perizinan: Pemerintah bertanggung jawab
dalam mengeluarkan regulasi yang mengatur tata kelola
transportasi, termasuk standar keselamatan, tata ruang jalan,
serta perizinan operasional bagi penyedia layanan

transportasi.
b. Perencanaan Infrastruktur: Pemerintah merencanakan dan
mengalokasikan anggaran  untuk  pembangunan

infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, terminal,
dan stasiun. Pemerintah juga berperan dalam memastikan
bahwa infrastruktur ini mendukung pertumbuhan ekonomi
dan mobilitas masyarakat.

c. Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah mengawasi
operasional transportasi, memastikan regulasi dipatuhi, serta
melakukan evaluasi terhadap kebijakan transportasi yang
telah diterapkan untuk mengukur efektivitas dan
dampaknya terhadap masyarakat.

Contoh : Kementerian Perhubungan di Indonesia bertanggung
jawab atas kebijakan transportasi darat, laut, dan udara, serta
memfasilitasi pembangunan infrastruktur melalui program
seperti pembangunan jalan tol atau sistem transportasi massal
seperti MRT dan LRT.

2. Sektor Swasta
Sektor swasta berperan penting dalam penyediaan
layanan transportasi dan pembangunan infrastruktur. Peran
sektor swasta meliputi:
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a. Investasi dan Pengelolaan Infrastruktur: Banyak proyek

transportasi yang melibatkan investasi dari sektor swasta,
seperti pembangunan jalan tol atau pengelolaan terminal.
Melalui skema public-private partnership (PPP), sektor
swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam
pembangunan dan pengelolaan infrastruktur
transportasi.

Inovasi Teknologi: Sektor swasta, terutama perusahaan
teknologi dan penyedia layanan transportasi berbasis
aplikasi, memainkan peran besar dalam memperkenalkan
inovasi baru dalam sistem transportasi. Ini termasuk
layanan seperti ride-hailing (Gojek, Grab), penyediaan
sistem transportasi umum berbasis aplikasi, dan inovasi
dalam teknologi transportasi ramah lingkungan seperti
kendaraan listrik.

Efisiensi Operasional: Sektor swasta sering lebih efisien
dalam operasional layanan transportasi. Mereka dapat
memperkenalkan teknologi manajemen transportasi
berbasis data untuk meningkatkan pelayanan publik, baik
dalam transportasi umum maupun logistik.

Contoh: Kerjasama pemerintah Indonesia dengan sektor
swasta dalam pembangunan jalan tol Trans Jawa dan
pengembangan layanan transportasi online seperti Gojek
yang memfasilitasi mobilitas masyarakat di perkotaan.
Masyarakat

Masyarakat adalah pengguna utama sistem transportasi

dan juga memiliki peran penting dalam keberhasilan
kebijakan transportasi. Peran masyarakat meliputi:

a.

Partisipasi Aktif dalam Perencanaan: Masyarakat dapat
berpartisipasi dalam proses perencanaan kebijakan
transportasi melalui musyawarah atau konsultasi publik
yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapat dan
kebutuhan masyarakat lokal harus diperhitungkan agar
kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan
nyata.
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b. Penggunaan Layanan Transportasi: Penggunaan
transportasi umum  oleh  masyarakat  sangat
mempengaruhi keberlanjutan sistem tersebut. Kebijakan
transportasi yang baik harus didukung oleh kesadaran
masyarakat untuk menggunakan moda transportasi yang
lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti transportasi
umum atau kendaraan listrik.

c. Kontrol Sosial: Masyarakat juga berperan dalam
mengawasi  implementasi  kebijakan  transportasi,
misalnya dengan memberikan feedback terkait kualitas
layanan atau menyampaikan keluhan mengenai kondisi
infrastruktur yang buruk.

Contoh: Di Indonesia, masyarakat turut terlibat dalam

program Car Free Day yang bertujuan untuk mempromosikan

transportasi ramah  lingkungan dan  mengurangi
ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Organisasi Non-Pemerintah dan Akademisi
Organisasi Non-Pemerintah dan akademisi berperan

dalam advokasi kebijakan transportasi yang berkelanjutan

dan berkeadilan. Kegiatan yang dilakuan antara lain:

a. Penelitian dan Analisis Kebijakan: Akademisi
melakukan penelitian mengenai dampak kebijakan
transportasi dan memberikan rekomendasi kepada
pemerintah untuk perbaikan kebijakan. Mereka juga
dapat membantu menyusun standar internasional terkait
keselamatan dan efisiensi transportasi.

b. Advokasi dan Edukasi Masyarakat: Organisasi Non-
Pemerintah dapat mengadvokasi kebijakan yang
mendukung transportasi ramah lingkungan dan
berkeadilan, seperti promosi penggunaan sepeda atau
peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan. Mereka
juga sering melakukan kampanye untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan
transportasi.
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Contoh: LSM seperti Institute for Transportation and
Development Policy (ITDP) bekerja sama dengan pemerintah di
berbagai negara untuk mempromosikan sistem transportasi
berkelanjutan seperti angkutan umum dan jalur sepeda.

5. Peran Media

Media berperan dalam memberikan informasi dan
meningkatkan  kesadaran publik terkait kebijakan
transportasi. Mereka membantu menyampaikan informasi
mengenai perubahan kebijakan, layanan transportasi baru,
serta isu-isu yang muncul di bidang transportasi.

Solusi: Media juga bisa menjadi jembatan antara
pemerintah dan masyarakat dengan menyebarluaskan
konsultasi publik dan mendokumentasikan masalah atau
keberhasilan kebijakan transportasi yang diimplementasikan.

3.6.Penutup

Kebijakan transportasi di kota kecil memiliki tantangan dan
karakteristik yang berbeda dari kota besar, terutama terkait dengan
keterbatasan anggaran, infrastruktur yang minim, dan
ketergantungan pada kendaraan pribadi. Pada kota kecil belum
mengimplementasikan dengan baik tentang manajemen kebutuhan
lalu lintas untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan
lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas (Kurniawan et
al., 2021). Meskipun tantangan ini ada, kota kecil memiliki peluang
besar untuk mengembangkan transportasi yang lebih efisien dan
berkelanjutan dengan menggunakan solusi yang sesuai dengan
konteks lokal. Selain itu didalam implementasinya, kebijakan
transportasi memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah,
sektor swasta, dan masyarakat. Kebijakan ini juga harus disesuaikan
dengan perkembangan teknologi dan pola mobilitas yang terus
berubah agar tetap relevan dan efektif.
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BAB

Tantangan Infrastruktur
Transportasi di Kota Kecil

4.1.Pendahuluan

Infrastruktur transportasi adalah jaringan fisik dan sistem
yang mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa dari satu
tempat ke tempat lain (Sussman, 2000). Infrastruktur ini
mencakup berbagai jenis fasilitas dan sarana, mulai dari jalan
raya, rel kereta, bandara, pelabuhan, hingga fasilitas transportasi
umum seperti terminal bus dan stasiun kereta. Infrastruktur
transportasi di kota kecil memainkan peran penting dalam
mendukung mobilitas masyarakat, mendorong pertumbuhan
ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup (Banister, 1995).
Namun, pembangunan infrastruktur transportasi di kota kecil
menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan kota
besar, seperti keterbatasan anggaran, populasi yang lebih sedikit,
dan ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Keberadaan infrastruktur transportasi yang memadai sangat
penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, mobilitas
penduduk, dan efisiensi distribusi barang. Adapun komponen
infrastruktur transportasi antara lain: Jalan raya, rel kereta api,
pelabuhan, bandara dan terminal/statiun. Jalan tol merupakan
jalan berbayar yang digunakan untuk mengurangi kemacetan di
jalur utama. Jalan arteri & kolektor merupakan alan-jalan utama
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yang menghubungkan antarwilayah dalam kota dan jalan lokal
merupakan jalan yang melayani pergerakan lalu lintas dalam
wilayah yang lebih kecil atau pemukiman. Kereta antar kota yang
digunakan untuk perjalanan jarak jauh, baik untuk penumpang
maupun angkutan barang. Kereta komuter merupakan
transportasi massal di dalam kota atau wilayah perkotaan.
Pelabuhan digunakan untuk mengangkut barang dan
penumpang melalui jalur laut. Pelabuhan penting bagi kota-kota
pesisir atau negara kepulauan seperti Indonesia. Bandara
merupakan infrastruktur vital untuk perjalanan jarak jauh,
terutama antar negara atau antar wilayah yang terpisah oleh
lautan atau pegunungan. Terminal dan Stasiun adalah fasilitas
yang mendukung operasional transportasi umum seperti bus,
kereta, dan taksi. Terminal yang efisien memudahkan
perpindahan penumpang dan barang.

Untuk jenis transportasi dalam infrastruktur antara lain
transportasi jalan seperti mobil pribadi, sepeda motor, bus, dan
truk mendominasi transportasi di jalan. Transportasi ini
digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, perdagangan, dan
logistik. Selanjutnya transportasi rel seperti kereta api, metro,
dan tram merupakan contoh transportasi rel. Jenis ini cocok
untuk mengangkut orang atau barang dalam jumlah besar
dengan efisiensi energi yang lebih baik. Transportasi lainnya
seperti transportasi laut, contohnya kapal dan ferry digunakan
untuk transportasi antar pulau atau wilayah yang terpisah oleh
laut. Transportasi ini sering menjadi andalan untuk distribusi
barang dalam skala besar. Terakhir adalah transportasi udara
seperti pesawat yang merupakan moda transportasi utama untuk
perjalanan jarak jauh, baik domestik maupun internasional, yang
membutuhkan waktu cepat (Ashford & Wright, 1998).

Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi infrastruktur
transportasi adalah  sebagai mobilitas penduduk dimana
infrastruktur transportasi yang baik memudahkan pergerakan
orang dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk keperluan
pekerjaan, pendidikan, atau rekreasi. Fungsi lainnya adalah
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distribusi barang dan jasa infrastruktur transportasi
mendukung distribusi barang secara efisien dari produsen ke
konsumen, baik melalui jalan darat, rel, laut, maupun udara.
Lebih lanjut, fungsi infrastruktur transportasi adalah
mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur
transportasi mempermudah perdagangan antarwilayah,
meningkatkan akses ke pasar, serta menurunkan biaya distribusi,
yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Fungsi
lainnya adalah mendukung aksesibilitas wilayah infrastruktur
transportasi akan mempercepat akses ke daerah-daerah yang
terisolasi atau terpencil, membantu integrasi wilayah, dan
memperkuat konektivitas (Rodrigue, 2006).

4.2. Tantangan yang Sering Dihadapi oleh Kota Kecil dalam
Mengembangkan Infrastruktur Transportasi
Tantangan infrastruktur transportasi di kota kecil memiliki
dinamika tersendiri yang berbeda dengan kota besar. Berikut
beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh kota kecil dalam
mengembangkan infrastruktur transportasi (Mayer & Knox, 2012):
1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya
Kota kecil sering kali memiliki anggaran yang terbatas untuk
mengembangkan infrastruktur transportasi. Dengan skala
ekonomi yang lebih kecil, pendapatan daerah dari pajak atau
retribusi cenderung lebih rendah dibandingkan kota besar. Hal
ini mempersulit pengadaan fasilitas transportasi modern seperti
jaringan jalan yang baik, jembatan, terminal, maupun
transportasi umum.
2. Keterbatasan Akses ke Transportasi Umum
Di banyak kota kecil, transportasi umum sering kali minim
atau bahkan tidak tersedia. Masyarakat sering mengandalkan
kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil. Ini
menyebabkan masalah seperti peningkatan konsumsi bahan
bakar, polusi, serta kemacetan lalu lintas di jalan-jalan utama
ketika jumlah kendaraan pribadi bertambah.
3. Penyebaran Penduduk yang Tidak Merata
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Kota kecil sering kali memiliki penduduk yang tersebar di
berbagai wilayah, dengan jarak antara satu kawasan dan
kawasan lain yang cukup jauh. Hal ini membuat perencanaan
transportasi massal menjadi kurang efisien, karena kepadatan
penduduk tidak merata sehingga sulit mencapai titik impas bagi
penyedia jasa transportasi.

Kondisi Geografis

Beberapa kota kecil, terutama di daerah pegunungan atau
wilayah dengan kondisi geografis yang sulit, menghadapi
tantangan tersendiri dalam membangun infrastruktur
transportasi. Jalan yang curam, tanah yang rawan longsor, atau
wilayah yang terisolasi membuat biaya pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur menjadi lebih tinggi.

Kurangnya Investasi dan Minat Swasta

Investor swasta cenderung lebih tertarik mengembangkan
proyek infrastruktur di kota besar karena potensi keuntungan
yang lebih tinggi. Di kota kecil, pengembalian investasi dalam
proyek transportasi biasanya lebih lama, sehingga minat dari
sektor swasta sering kali rendah.

Perawatan Infrastruktur yang Kurang Memadai

Di beberapa kota kecil, infrastruktur yang ada mungkin
sudah dibangun sejak lama dan memerlukan pemeliharaan atau
pembaruan. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya
manusia membuat perawatan jalan, jembatan, atau fasilitas
transportasi umum kurang diperhatikan. Akibatnya, jalan rusak
atau infrastruktur yang tidak memadai menjadi masalah sehari-
hari.

Ketergantungan pada Transportasi Pribadi

Karena minimnya transportasi umum, penduduk di kota
kecil cenderung sangat bergantung pada kendaraan pribadi. Ini
menciptakan masalah tersendiri seperti kemacetan lalu lintas
pada jam-jam sibuk, polusi udara, dan ketidakmerataan akses
transportasi bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
Perubahan Iklim dan Bencana Alam



Kota kecil sering kali lebih rentan terhadap dampak
perubahan iklim seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.
Infrastruktur yang tidak dirancang untuk menahan perubahan
iklim ini bisa rusak, menyebabkan gangguan besar pada
transportasi lokal.

9. Kurangnya Perencanaan Jangka Panjang

Di beberapa kota kecil, pembangunan infrastruktur
transportasi sering kali tidak didasarkan pada rencana jangka
panjang yang terarah. Pembangunan jalan atau fasilitas umum
dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa
memikirkan masa depan. Hal ini mengakibatkan pembangunan
yang tidak efisien dan kurang terpadu.

4.3.Solusi yang Diterapkan
1. Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat

Kota kecil bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk
mendapatkan bantuan pendanaan dan teknis dalam
membangun infrastruktur transportasi.

Kolaborasi antara kota kecil dan pemerintah pusat
merupakan salah satu strategi penting dalam pembangunan
infrastruktur transportasi yang lebih baik dan efisien. Kota-kota
kecil sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari
sisi anggaran maupun keahlian teknis, sehingga dukungan dari
pemerintah pusat dapat menjadi solusi untuk mengatasi
berbagai tantangan tersebut (Zeckhauser & Donahue, 2011).
Bentuk kolaborasi antara kota kecil dan pemerintah pusat antara
lain (Vale, 2014):

a. Bantuan Pendanaan
Dana Alokasi Khusus (DAK): Pemerintah pusat sering
memberikan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk
proyek infrastruktur, termasuk transportasi. Kota kecil dapat
mengajukan proyek yang membutuhkan pendanaan, seperti
pembangunan jalan raya, terminal, atau jembatan, melalui
program ini.
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Program Infrastruktur Nasional: Beberapa program
pemerintah pusat, seperti Program Nawacita di Indonesia
atau Program Pembangunan Infrastruktur Nasional
(National =~ Infrastructure =~ Development  Program),
memberikan  prioritas kepada daerah-daerah yang
membutuhkan dukungan khusus, termasuk kota kecil.

Pinjaman atau Hibah: Kota kecil juga bisa bekerja sama
dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan akses ke
sumber pendanaan internasional, seperti dari Bank Dunia
atau Asian Development Bank (ADB), di mana pemerintah
pusat menjadi penjamin atau penghubung.

. Bantuan Teknis

Pendampingan Teknis: Pemerintah pusat dapat
mengirim tim ahli untuk memberikan pendampingan teknis
dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan proyek
infrastruktur transportasi. Ini sangat penting mengingat kota
kecil sering kali memiliki keterbatasan tenaga ahli dalam
bidang transportasi atau teknik sipil.

Transfer Teknologi dan Pengetahuan: Dalam banyak
kasus, pemerintah pusat juga bertindak sebagai sumber
inovasi dan teknologi baru. Misalnya, dalam penerapan
teknologi transportasi pintar atau sistem manajemen lalu
lintas canggih, kota kecil bisa memanfaatkan dukungan dari
pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi
transportasi.

Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Pemerintah pusat
sering menyelenggarakan pelatthan dan program
peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah daerah di
kota kecil. Pelatthan ini bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan mereka dalam manajemen proyek, pengelolaan
keuangan, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi.
Kolaborasi dalam Perencanaan dan Pengawasan

Perencanaan Terpadu: Pemerintah pusat sering kali
memiliki rencana makro atau strategi jangka panjang yang
mencakup pembangunan infrastruktur transportasi di
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seluruh wilayah negara. Kota kecil dapat berkolaborasi untuk

menyelaraskan rencana mereka dengan strategi nasional

sehingga proyek lokal dapat berjalan dengan efisien dan
terkoordinasi.

Pengawasan dan Evaluasi Proyek: Kolaborasi juga bisa
terjadi dalam pengawasan proyek, di mana pemerintah pusat
dapat membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai
dengan standar nasional dan internasional serta sesuai jadwal
dan anggaran.

. Kemitraan Publik-Swasta (PPP)

Keterlibatan Pemerintah Pusat dalam PPP: Dalam
beberapa kasus, pemerintah pusat dapat bertindak sebagai
fasilitator dalam kemitraan publik-swasta (Public-Private
Partnership) untuk membantu kota kecil menarik investor
dalam proyek-proyek infrastruktur transportasi. Pemerintah
pusat bisa membantu merancang skema kerjasama yang
menarik bagi investor sambil menjaga kepentingan publik.
Pengembangan Infrastruktur Skala Regional

Pembangunan Infrastruktur Antar-Wilayah:
Pemerintah pusat juga dapat memfasilitasi pembangunan
infrastruktur transportasi yang melintasi beberapa kota kecil
atau antar wilayah. Ini termasuk pembangunan jalan raya
antarprovinsi, jalur kereta api lintas kota, atau bandara yang
melayani beberapa kota sekaligus. Kolaborasi semacam ini
memungkinkan efisiensi yang lebih besar dan meningkatkan
aksesibilitas bagi kota-kota kecil yang sebelumnya mungkin
terisolasi.

Manfaat kolaborasi dengan pemerintah pusat antara
lain (McCann & Michael, 2017):

a. Akses ke sumber daya yang lebih besar kolaborasi
memungkinkan kota kecil mendapatkan akses ke dana,
teknologi, dan sumber daya yang tidak tersedia di tingkat
lokal. Ini sangat penting untuk pembangunan
infrastruktur transportasi yang membutuhkan investasi
besar dan teknologi canggih.
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b. Penguatan kapasitas lokalmelalui pendampingan teknis
dan pelatihan, pemerintah pusat membantu memperkuat
kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan
menjalankan proyek infrastruktur transportasi.

c. Efisiensi dalam perencanaan dan Implementasi
Kolaborasi dalam perencanaan strategis membantu
menyelaraskan proyek lokal dengan prioritas nasional,
sehingga proyek infrastruktur di kota kecil menjadi
bagian dari jaringan transportasi yang lebih besar dan
terintegrasi.

d. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokaldengan adanya
infrastruktur transportasi yang baik, aksesibilitas ke dan
dari kota kecil meningkat. Ini memudahkan aliran barang
dan jasa, serta memperkuat daya tarik investasi dan
pariwisata, yang pada gilirannya ~mendorong
pertumbuhan ekonomi lokal.

Adapun tantangan dalam kolaborasi antara lain:

a. Birokrasi yang rumit terkadangproses pengajuan dana
atau bantuan teknis dari pemerintah pusat memerlukan
birokrasi yang panjang, yang bisa memperlambat
pelaksanaan proyek.

b. Keselarasan prioritastidak selalu mudah menyelaraskan
prioritas kota kecil dengan rencana pemerintah pusat.
Proyek yang diinginkan oleh pemerintah daerah
mungkin tidak selalu sejalan dengan prioritas nasional

c. Ketergantungan pada Bantuan Pusat Kota kecil yang
terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat
bisa menghadapi masalah jika pendanaan atau bantuan
teknis dari pusat terhenti.

2. Penerapan Teknologi Digital
Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi ride-sharing atau
transportasi on-demand dapat menjadi alternatif untuk
mengatasi minimnya transportasi umum.Penerapan teknologi
digital di kota kecil merupakan langkah strategis untuk
meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup
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masyarakat setempat (Ferrero & A.Vesco, 2018). Meskipun kota
kecil sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya,
teknologi digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai
tantangan infrastruktur dan layanan publik. Berikut adalah
beberapa bidang penerapan teknologi digital di kota kecil:
Penerapan Smart City dalam Skala Kecil
Transportasi dan Teknologi Digital
E-Government dan Layanan Publik Digital
Pengembangan Ekonomi Digital
Pendidikan dan Teknologi Digital
Teknologi Kesehatan (Telemedicine)
Pengelolaan Sumber Daya dan Infrastruktur
Pariwisata Digital
Pengembangan Transportasi Berkelanjutan
Pengembangan transportasi berkelanjutan di kota kecil
merupakan upaya untuk menciptakan sistem transportasi yang
ramah lingkungan, efisien, dan dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan
atau mengurangi kualitas hidup (Tumlin, 2012). Transportasi
berkelanjutan tidak hanya tentang mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan, tetapi juga tentang meningkatkan
aksesibilitas, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat
(Rodrigue, 2006). Adapun prinsip dasar transportasi
berkelanjutan antara lain (Black, 2012):
a. Ramah lingkungan:transportasi yang mengurangi emisi gas
rumah kaca, polusi udara, dan penggunaan bahan bakar fosil.
b. Efisiensi energi:menggunakan moda transportasi yang hemat
energi, seperti kendaraan listrik atau transportasi umum
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massal.

c. Inklusif:memastikan bahwa semua lapisan masyarakat,
termasuk orang dengan keterbatasan mobilitas, dapat
mengakses transportasi dengan mudah.

d. Penggunaan lahan yang efisien. Transportasi berkelanjutan
memaksimalkan penggunaan ruang kota dan mengurangi
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dampak pembangunan infrastruktur terhadap ekosistem
alami.

4.4.Penutup

Infrastruktur transportasi yang baik merupakan tulang
punggung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan
dalam pengembangan dan pemeliharaannya harus diatasi dengan
inovasi, perencanaan yang matang, dan kerjasama antara berbagai
pihak terkait.Pengembangan infrastruktur transportasi yang efektif
di kota kecil memerlukan pendekatan yang terencana, inklusif, dan
berkelanjutan. Dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat
lokal, mengelola anggaran secara efisien, dan berkolaborasi dengan
berbagai pihak, kota kecil dapat membangun sistem transportasi
yang mendukung mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas
hidup yang lebih baik. Kolaborasi dengan pemerintah pusat
memberikan peluang besar bagi kota kecil untuk mengembangkan
infrastruktur transportasi yang lebih baik, dengan memanfaatkan
sumber daya yang lebih besar dan pengetahuan yang lebih luas.
Penerapan teknologi digital di kota kecil memungkinkan mereka
untuk mengatasi tantangan yang ada dan berkembang lebih cepat
menuju masa depan  yang lebih efisien dan
berkelanjutan.Pengembangan transportasi berkelanjutan di kota
kecil memiliki potensi besar untuk meningkatkan mobilitas, kualitas
hidup, dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun ada tantangan
seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur, dengan
perencanaan yang tepat dan inovasi teknologi, kota kecil dapat
menciptakan sistem transportasi yang lebih baik, ramah lingkungan,
dan inklusif. Dengan pendekatan yang tepat, kota kecil dapat
mengatasi tantangan-tantangan ini dan menyediakan infrastruktur
transportasi yang lebih baik untuk warganya.
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BAB

Peran Transportasi dalam
Pengembangan Kota Kecil

5.1.Pendahuluan

Kegiatan pembangunan kota merupakan suatu rangkaian
yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan secara
keseluruhan dalam kerangka ruang dan waktu. Hal ini terjadi karena
adanya tuntutan kebutuhan yang selalu timbul berupa
perkembangan kota yang berhubungan dengan perkembangan
penduduk serta aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya.
Perkembangan teknologi modern memberikan dampak yang
signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor transportasi.
Teknologi semakin merambah tidak hanya kota-kota besar, namun
juga kota-kota kecil yang ingin meningkatkan = sistem
transportasinya.

Transportasi di kota-kota kecil pada umumnya mempunyai
karakteristik yang berbeda dengan di kota-kota besar, baik dari segi
infrastruktur, kebiasaan perjalanan, maupun pilihan pilihan
transportasi yang tersedia (Miro, 2012). Namun, seperti halnya kota
besar, kota kecil juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan
anggaran, minimnya integrasi antar moda transportasi, dan

51



tingginya ketergantungan terhadap mobil pribadi. Kota-kota kecil
seringkali menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas, mobilitas,
dan efisiensi transportasi, namun kota-kota kecil mempunyai potensi
besar untuk meningkatkan kualitas transportasi dengan
menggunakan teknologi modern. Teknologi memainkan peran
penting dalam hal ini, menawarkan solusi inovatif untuk
menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, terjangkau, dan
ramah lingkungan.

Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan transportasi di
kota-kota kecil mencakup banyak aspek, mulai dari penggunaan
aplikasi navigasi dan pemetaan yang lebih akurat, penggunaan
transportasi berbasis energi yang lebih bersih, hingga penerapan
sistem manajemen lalu lintas berbasis data tercakup. Selain itu,
teknologi ini juga akan memungkinkan pengembangan sistem ride-
sharing, mobil self-driving, dan sistem pembayaran digital yang lebih
efisien, yang pada akhirnya meningkatkan kenyamanan dan
kemudahan bagi pengguna jalan raya.

5.2.Kondisi Transportasi Kota Kecil di Indonesia

Kondisi transportasi di kota-kota kecil Indonesia meskipun
tidak seramai dan sepadat kota besar, sistem transportasi di kota-kota
kecil memiliki peranan vital dalam menunjang mobilitas penduduk
dan pertumbuhan ekonomi lokal. Transportasi yang ada di kota kecil
umumnya di dominasi oleh kendaraan Pribadi karena mayoritas
penduduk di kota-kota kecil masih mengandalkan kendaraan
pribadi, terutama sepeda motor, sebagai moda transportasi utama
karena lebih fleksibilitas dan efisiensi dalam menempubh jarak yang
relatif dekat (Adisasmita, 2011).

Layanan transportasi umum di kota kecil umumnya masih
sangat terbatas, baik dari segi jenis maupun jumlahnya. Angkutan
kota (angkot) dan ojek konvensional masih menjadi pilihan utama
bagi masyarakat dikota kecil karena mereka tidak memiliki
kendaraan pribadi (Tamim.O.Z, 2000), dibandingkan dengan kota
besar, jaringan jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat
lainnya dalam kota kecil cenderung lebih sederhana karena jaraknya
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berdekatan, dengan sedikit jalan arteri dan lebih banyak jalan lokal.
Hal ini tentu mencerminkan pola pertumbuhan kota yang lebih
organik dan skala yang lebih kecil dan sering berperan sebagai
interkoneksi ~ dengan  daerah-daerah  berdekatan  serta
menghubungkan desa-desa di sekitarnya dengan kota-kota yang
lebih besar, sehingga transportasi antar-kota menjadi komponen
penting.

5.3.Tantangan dan Permasalahan Transportasi

Infrastruktur transportasi merujuk pada sistem jaringan fisik
yang terdiri dari beberapa jenis sarana dan prasarana yang
digunakan untuk memfasilitasi setiap pergerakan orang dan barang
dari satu tempat ke tempat lain. Infrastruktur transportasi sangat
penting bagi perkembangan perekonomian, sosial, dan kultural
suatu wilayah atau negara, karena memungkinkan konektivitas dan
aksesibilitas jaringan transportasi yang lebih baik (Maghribi,2004).

Infrastruktur yang kurang memadai pada banyak kota kecil
dan masih menghadapi masalah infrastruktur dasar, seperti jalan
yang rusak, drainase yang buruk, atau tidak adanya trotoar pada sisi
jalan yang layak untuk digunakan oleh pejalan kaki. Adanya
keterbatasan anggaran di kota-kota kecil yang tidak memungkinkan
untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi
dan berimbas pada penghambatan dalam peningkatan kualitas
layanan.

Menurut Tamim O.Z (2000), kendala kemacetan di pusat kota
yang dapat terjadi meskipun tidak separah kota besar karena pada
beberapa kota kecil mulai mengalami kemacetan, terutama di area
pasar tradisional atau pusat kota lainnya terutama pada jam-jam
sibuk pagi dan sore hari. Kurangnya integrasi antar moda
menyebabkan sistem transportasi yang ada seringkali tidak saling
terhubung dengan baik, menyulitkan masyarakat untuk melakukan
perpindahan antar moda transportasi. Aspek keselamatan lalu lintas
di kota kecil perlu terus di upayakan karena tingkat kecelakaan lalu
lintas di kota-kota kecil masih cukup tinggi, terutama kecelakaan
yang melibatkan pengendara sepeda motor dan pejalan kaki.

53



5.4.Potensi Pengembangan Transportasi

Beberapa potensi pengembangan transportasi yang dapat
diimplementasikan pada kota-kota kecil di Indonesia dengan cara
mengembangkan sistem transportasi yang lebih efisien,
berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal daerahnya
dengan cara:

1. Pengembangan transportasi umum berbasis komunitas dan
teknologi dengan mengimplementasikan sistem angkutan umum
yang dikelola oleh komunitas lokal setempat dan pengembangan
rute-rute yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat serta pemanfaatan kendaraan yang lebih kecil dan
efisien, seperti minibus atau kendaraan listrik kecil. Dan
mengimplementasi sistem informasi transportasi real-time untuk
meningkatkan efisiensi layanan serta penggunaan teknologi
untuk manajemen lalu lintas yang lebih baik, seperti lampu lalu
lintas pintar.

2. Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dengan cara
pembangunan jalur sepeda yang aman dan terhubung ke
berbagai titik penting di kota, perbaikan dan perluasan trotoar
untuk mendorong mobilitas pejalan kaki serta penghijauan
koridor transportasi untuk meningkatkan kenyamanan dan
mengurangi polusi udara.

3. Perencanaan dan pengembangan tata ruang yang terintegrasi
dengan konsep kota kompak (compact city) yang dimungkinkan
untuk mengurangi kebutuhan perjalanan jarak jauh dan juga
perencanaan tata guna lahan yang memadukan area perumahan,
komersial, dan fasilitas publik serta pengimplementasian konsep
Transit-Oriented  Development (TOD) di sekitar titik-titik
transportasi utama dalam kota kecil tersebut. Dengan
pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan
daerah sekitar akan membentuk otoritas transportasi bersama
untuk mengelola transportasi antar-kota dan pada akhirnya
proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi
tersebut akan saling terhubung antar daerah.



4. Inovasi dalam pembiayaan dan promosi moda transportasi
alternatif di kota kecil dengan memanfaatkan skema kemitraan
pemerintah-swasta (Public-Private Partnership) untuk proyek
infrastruktur juga untuk pengembangan model bisnis inovatif
untuk layanan transportasi, seperti sistem berbagi kendaraan
(vehicle sharing), memberdayakan dan memanfaatkan dana desa
untuk pengembangan transportasi pedesaan yang terhubung
dengan kota kecil.

5. Peningkatan keselamatan transportasi dengan

mngimplementasikan zona lalu lintas rendah (low traffic

neighborhood) di area perumahan, pemasangan infrastruktur
keselamatan seperti penerangan jalan yang memadai dan
perlintasan pejalan kaki yang aman serta program edukasi
keselamatan berkendara yang disesuaikan dengan konteks lokal
serta implementasi sistem drainase yang lebih baik untuk
mencegah banjir di jalan-jalan utama dengan mendukung
penggunaan material ramah lingkungan dalam pembangunan
infrastruktur transportasi.
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(Ermelinda Bekata, RRI.com,2024)

Mengoptimalkan potensi-potensi tersebut maka kota-kota
kecil di Indonesia dapat mengembangkan sistem transportasi yang
tidak hanya efisien dan berkelanjutan, tetapi juga mencerminkan
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karakteristik unik dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat.
Implementasi yang tepat akan mendukung pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan kualitas hidup warga, dan menjadikan kota-kota kecil
lebih kompetitif dalam konteks pembangunan regional. Berbagai
tantangan akan di hadapi kota-kota kecil di Indonesia memiliki
potensi besar untuk mengembangkan sistem transportasi yang
efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal dengan
perencanaan yang tepat, investasi yang bijak, dan partisipasi
masyarakat, transportasi di kota-kota kecil dapat menjadi pendorong
utama dalam meningkatkan kualitas hidup warga dan mendukung
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

5.5.Aplikasi Teknologi dalam Sistem Transportasi Kota Kecil

Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia telah
mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Kemajuan teknologi global terutama dalam bidang informasi,
komunikasi,dan otomasi ikut berperan dalam mempengaruhi
perkembangan teknologi transportasi. Inovasi seperti sensor cerdas,
kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT) dan komputasi awan telah
membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
sistem transportasi. Dalam perkembangan teknologi transportasi
yang lebih efisien, kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang
perlunya perkembangan sistem transportasi telah meningkat.
Banyaknya kendaraan bermotor di Indonesia memiliki peran utama
dalam mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara.
Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perpindahan penduduk ke
perkotaan yang terus berlanjut telah mendorong permintaan akan
kendaraan, terutama sepeda motor dan mobil.

Peranan teknologi dalam sistem transportasi pada suatu kota
kecil akan menjadi pengembangan transportasi yang baik serta
memberikan dampak yang signifikan. Berikut adalah beberapa
aspek di mana teknologi dapat berperan penting :

1. Manajemen lalu lintas yang lebih efisien dengan sistem
manajemen lalu lintas cerdas dapat mengoptimalkan aliran
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kendaraan, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan
keselamatan jalan serta ketersediaan lampu lalu lintas pintar yang
dapat menyesuaikan waktu berdasarkan volume kendaraan real-
time. Aplikasi mobile yaitu sistem informasi transportasi publik
yang memberikan informasi real-time tentang jadwal, rute, dan
keterlambatan transportasi umum, demikian pulan dengan
sistem pemesanan tiket online untuk bus atau angkutan umum
lainnya. Aplikasi berbagi tumpangan dapat pula di pakai untuk
mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan menurunkan biaya
transportasi bagi pengguna dan sangat cocok untuk pergunakan.
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Gambar 5.2. Aplikasi Mobile Jadwal Keberangkatan Bus Lewat
Live Tracking di Google Maps (Amira Sofa, MEDIUM, 2024)

. Aspek sistem manajemen parkir pintar yang menunjukkan
ketersediaan tempat parkir secara real-time dengan cara
pembayaran parkir berbasis digital yang mengurangi kebutuhan
untuk mesin tiket fisik.

. Aspek keselamatan jalan dan integrasi moda transportasi meliputi
sistem peringatan dini untuk kondisi jalan yang berbahaya atau
kecelakaan, ketersediaan kamera pengawas lalu lintas untuk
penegakan hukum dan manajemen insiden sehingga
memungkinkan para pengguna moda transportasi dapat
merencanakan perjalanan dengan berbagai jenis moda
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transportasi (misalnya, kombinasi bus dan sepeda), serta
dukungan integrasi sistem pembayaran yang terpadu untuk
berbagai jenis transportasi umum.

4. Kendaraan ramah lingkungan dengan aksesibilitas yang baik
dengan menggunakan sepeda atau skuter listrik untuk perjalanan
jarak pendek dalam kota serta penggunaan aplikasi yang
menyediakan informasi tentang rute dan fasilitas yang ramah
disabilitas dan di dukung oleh sistem notifikasi audio untuk
penyandang tunanetra di persimpangan jalan. Penggunaan
aplikasi teknologi dalam sistem manajemen angkutan barang
dimungkinkan dengan di sediakannya sistem pelacakan untuk
optimalisasi rute pengiriman barang yang lebih efisien dalam kota
serta aplikasi yang menghubungkan pengirim barang dengan
pengemudi lokal.

5.6.Kebijakan dan Regulasi Peranan Transportasi

Kebijakan dan regulasi terhadap peranan transportasi untuk
pengembangan kota kecil harus dirancang secara komprehensif agar
dapat mengakomodasi  kebutuhan khusus kota  kecil,
mengintegrasikan  teknologi modern, dan memprioritaskan
keberlanjutan. ~ Kebijakan  perencanaan transportasi harus
mengadopsi prinsip keberlanjutan, memastikan bahwa transportasi
yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan mobilitas saat ini,
tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial
jangka panjang. Dengan regulasi yang akan di berikan berupa
insentif untuk penggunaan kendaraan listrik, transportasi publik
yang bersih, serta peraturan untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca.

Pengintegrasian teknologi transportasi dalam suatu kota kecil
dapat memanfaatkan teknologi cerdas untuk meningkatkan efisiensi
transportasi, seperti sistem manajemen lalu lintas berbasis data,
aplikasi berbagi kendaraan, serta teknologi transportasi berbasis
internet untuk perencanaan rute yang lebih efisien. Kebijakan harus
mendorong inovasi ini, tetapi juga mempertimbangkan aksesibilitas
dan kesiapan masyarakat setempat, sehingga regulasi yang
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diberikan nantinya berupa standar untuk penerapan sistem
transportasi cerdas (ITS), integrasi data lalu lintas, serta keamanan
privasi pengguna dalam teknologi transportasi.

Kebijakan transportasi kota kecil harus mendorong
pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik kota
dengan memprioritaskan pada infrastruktur yang mendukung
mobilitas lintas daerah, seperti jalan raya yang efisien, terminal
angkutan umum, dan jalur sepeda, akan menjadi aturan regulasi
yang memberikan standar pembangunan jalan, jaringan transportasi
antar wilayah, dan alokasi anggaran untuk infrastruktur transportasi
di kota kecil dan mengutamakan aksesibilitas bagi semua lapisan
masyarakat, termasuk masyarakat disabilitas dengan pemerataan
akses ke transportasi yang efisien dan terjangkau sangat penting
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Hal ini penting agar kebijakan transportasi lebih relevan
dengan kondisi lokal atau dearah setempat dan untuk regulasinya
pemerintah pusat menyediakan panduan umum, tetapi memberikan
panduan yang lebih fleksibilitas bagi daerah untuk mengembangkan
regulasi transportasi yang sesuai dengan daerahnya.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penegakan
aturan serta keselamatan transportasi dengan melibatkan partisipasi
publik dalam perencanaan transportasi sangat penting untuk
memastikan bahwa kebijakan dan infrastruktur yang dibangun
benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat kota kecil.

Kebijakan harus mengatur pengelolaan dan pemeliharaan
infrastruktur transportasi yang ada agar tetap berfungsi optimal,
terutama dalam menghadapi perubahan cuaca, pertumbuhan
penduduk, dan peningkatan mobilitas dengan Standar perawatan
infrastruktur transportasi, penjadwalan pemeliharaan rutin, serta
alokasi dana khusus untuk pemeliharaan., transportasi di kota kecil
dapat berkembang secara berkelanjutan, mendukung mobilitas
masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta
kualitas hidup yang lebih baik.
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5.7.Penutup

Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam
pengembangan transportasi di kota kecil. Penerapan teknologi
transportasi, seperti sistem manajemen lalu lintas cerdas, aplikasi
navigasi, moda transportasi berbagi, dan kendaraan ramah
lingkungan, telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi,
kenyamanan, dan aksesibilitas sistem transportasi. Teknologi juga
memungkinkan pengurangan ketergantungan pada kendaraan
pribadi dan membantu mengurangi kemacetan dan emisi karbon,
sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota kecil.

Penerapan teknologi di kota kecil akan menghadapi beberapa
tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, anggaran yang
terbatas, serta rendahnya adopsi teknologi oleh masyarakat
setempat. Untuk itu diperlukan wupaya kolaboratif antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendorong
implementasi teknologi secara berkelanjutan melalui penyediaan
infrastruktur teknologi yang memadai, peningkatan literasi digital,
serta kebijakan yang mendukung pengembangan transportasi
berbasis teknologi.

Pemanfaatan teknologi akan dapat menjadi solusi efektif
dalam mengatasi permasalahan transportasi yang sering dihadapi
kota kecil, seperti minimnya pilihan moda transportasi dan
kurangnya integrasi antar moda. Teknologi tidak hanya
meningkatkan efisiensi operasional sistem transportasi, tetapi juga
mampu menciptakan peluang ekonomi baru dan mendukung
pertumbuhan kota kecil secara berkelanjutan. Pada masa yang akan
datang pengembangan transportasi di kota kecil perlu diarahkan
pada pemanfaatan teknologi yang semakin inovatif, seperti
kendaraan, transportasi berbasis listrik, dan sistem transportasi
terintegrasi berbasis data. Langkah-langkah ini diharapkan mampu
membawa kota kecil menuju sistem transportasi yang lebih modern,
inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
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BAB

Peran Angkutan Umum
dalam Kota Kecil

6.1.Pendahuluan

Kota kecil sering kali memiliki karakteristik dan
tantangan yang berbeda dari kota besar dalam hal perencanaan
transportasi. Dalam konteks perkotaan yang lebih besar, sistem
transportasi publik biasanya lebih kompleks dan terdiri dari
berbagai moda, seperti bus, kereta, metro, dan taksi, yang
terintegrasi dengan baik. Namun, dalam kota kecil, transportasi
umum cenderung lebih sederhana dan kurang berkembang.
Meski demikian, peran angkutan umum di kota kecil tetaplah
penting dan tidak boleh diabaikan. Dengan populasi yang lebih
kecil, kebutuhan akan angkutan umum sering kali dipengaruhi
oleh pola kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi yang khas dari
masyarakat setempat.

Transportasi umum memainkan peran sentral dalam
memastikan mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan kerja,
pendidikan, maupun kebutuhan lainnya. Selain itu, angkutan
umum di kota kecil juga memiliki potensi besar untuk
mendukung  kelestarian lingkungan dan mengurangi
ketergantungan pada kendaraan pribadi, yang pada gilirannya
bisa mengurangi kemacetan dan emisi gas rumah kaca. Oleh
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karena itu, diskusi tentang peran angkutan umum dalam kota
kecil ini akan meliputi analisis menyeluruh tentang fungsi,
tantangan, dan peluang yang ada, serta berbagai strategi yang
dapat diterapkan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan
transportasi publik dalam skala perkotaan yang lebih kecil.

6.2.Peran Ekonomi Angkutan Umum dalam Kota Kecil

Angkutan umum berperan penting dalam mendukung
perekonomian kota kecil dengan menyediakan akses yang
mudah dan murah bagi penduduk untuk mencapai tempat kerja,
sekolah, pusat perbelanjaan, dan layanan publik lainnya. Di
banyak kota kecil, pilihan transportasi pribadi mungkin terbatas
karena faktor ekonomi, sehingga angkutan umum menjadi solusi
vital. Bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, angkutan
umum sering kali menjadi satu-satunya pilihan untuk bergerak
dalam kota dan mencapai tempat-tempat strategis tanpa harus
menanggung biaya yang tinggi (Litman, 2019).

Selain itu, dengan menyediakan transportasi yang andal
dan efisien, angkutan umum membantu mengurangi waktu yang
dihabiskan untuk perjalanan, yang dapat meningkatkan
produktivitas masyarakat. Semakin sedikit waktu yang
dihabiskan dalam perjalanan, semakin banyak waktu yang
tersedia untuk bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan
ekonomi lainnya. Dalam jangka panjang, ini berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi kota kecil karena masyarakat dapat lebih
mudah mengakses berbagai peluang ekonomi yang mungkin
sebelumnya sulit dijangkau.

Angkutan umum juga memfasilitasi pengembangan
ekonomi lokal dengan menarik pengunjung dari daerah
sekitarnya. Misalnya, jaringan angkutan umum yang baik dapat
mendukung pertumbuhan pariwisata dengan memudahkan
wisatawan mengakses atraksi lokal. Hal ini, pada gilirannya,
meningkatkan pengeluaran di sektor-sektor seperti perhotelan,
restoran, dan ritel, yang penting bagi perekonomian kota kecil.
Dengan demikian, angkutan umum dapat dilihat sebagai
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infrastruktur penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan (Pojani & Stead, 2015).

6.3.Peran Sosial dan Keterhubungan Angkutan Umum

Selain perannya dalam perekonomian, angkutan umum
di kota kecil juga berperan penting dalam memperkuat
keterhubungan sosial antarwarga. Dalam masyarakat perkotaan
yang lebih kecil, di mana kehidupan sosial lebih erat dan
komunitas lebih terpadu, angkutan umum sering menjadi tempat
interaksi sosial. Perjalanan dengan bus atau minibus lokal
memungkinkan warga untuk berinteraksi, memperkuat ikatan
sosial, dan membangun rasa kebersamaan. Hal ini berbeda
dengan kota besar, di mana sistem transportasi sering kali
bersifat impersonal dan anonim (Kaufmann, 2017).

Angkutan umum juga membantu mengatasi masalah
keterpencilan sosial, terutama bagi kelompok yang rentan seperti
orang lanjut usia, penyandang disabilitas, atau mereka yang
tidak memiliki akses ke kendaraan pribadi. Tanpa adanya
angkutan umum yang andal, kelompok-kelompok ini mungkin
mengalami isolasi sosial dan kesulitan dalam mengakses layanan
penting, seperti layanan kesehatan atau pusat-pusat komunitas.
Dalam konteks ini, angkutan umum tidak hanya berfungsi
sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai jembatan yang
menghubungkan individu dengan komunitas mereka dan
memungkinkan partisipasi sosial yang lebih inklusif (Currie,
2010).

Di kota kecil, di mana infrastruktur jalan cenderung lebih
terbatas dan kepadatan penduduk lebih rendah, angkutan umum
juga berperan penting dalam mengurangi ketergantungan pada
kendaraan pribadi. Dengan mendorong penggunaan angkutan
umum, kota kecil dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan
meningkatkan keselamatan di jalan raya. Ini menciptakan
lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna
jalan, termasuk pejalan kaki dan pesepeda, yang sering kali lebih
rentan terhadap kecelakaan lalu lintas.
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6.4.Dampak Lingkungan dari Penggunaan Angkutan Umum

Salah satu keuntungan utama dari penggunaan angkutan
umum di kota kecil adalah dampaknya terhadap lingkungan.
Dengan menurunkan jumlah kendaraan pribadi di jalan,
angkutan umum dapat berkontribusi signifikan dalam
mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Kota-kota
kecil sering kali memiliki kualitas udara yang lebih baik
dibandingkan kota besar, tetapi tanpa angkutan umum yang
memadai, peningkatan jumlah kendaraan pribadi dapat dengan
cepat memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, keberadaan
angkutan umum yang efektif menjadi penting dalam menjaga
kualitas lingkungan yang lebih baik (Buehler & Pucher, 2011).

Selain itu, kota kecil biasanya memiliki kapasitas
infrastruktur jalan yang lebih terbatas, sehingga angkutan umum
dapat berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi masalah
keterbatasan ruang jalan dan mengurangi tekanan pada
infrastruktur transportasi. Sebagai contoh, penggunaan bus atau
angkutan umum mini dapat lebih efisien dalam penggunaan
ruang jalan dibandingkan dengan mobil pribadi. Hal ini sangat
relevan bagi kota kecil dengan jalan-jalan sempit dan terbatasnya
ruang parkir, yang dapat menjadi masalah serius jika tidak
diimbangi dengan sistem angkutan umum yang memadai
(Litman, 2013).

Keberlanjutan lingkungan juga dapat ditingkatkan
melalui pengadopsian teknologi hijau dalam angkutan umum.
Beberapa kota kecil telah mulai memperkenalkan bus listrik atau
kendaraan berbasis bahan bakar alternatif untuk menggantikan
bus berbahan bakar fosil tradisional. Ini tidak hanya mengurangi
emisi gas berbahaya tetapi juga memberikan sinyal bahwa kota
tersebut berkomitmen terhadap masa depan yang lebih hijau dan
berkelanjutan. Implementasi strategi seperti ini dapat
meningkatkan citra kota kecil sebagai tempat yang ramah
lingkungan dan menarik bagi penduduk serta pengunjung
(Hickman et al., 2010).



6.5.Tantangan Implementasi Angkutan Umum dalam Kota
Kecil

Meski peran angkutan umum dalam kota kecil sangat
penting, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan.
Salah satu tantangan utama adalah masalah pendanaan. Kota
kecil sering kali memiliki anggaran terbatas dibandingkan
dengan kota besar, yang membuat investasi dalam infrastruktur
angkutan umum menjadi sulit. Pembangunan jaringan
transportasi yang efisien memerlukan investasi awal yang cukup
besar, baik dalam hal pembelian kendaraan, pembangunan halte,
maupun pemeliharaan jalan (Pojani & Stead, 2017).

Keterbatasan pendanaan ini sering kali diperparah
dengan rendahnya permintaan terhadap angkutan umum di kota
kecil. Dengan populasi yang lebih sedikit, banyak operator
angkutan umum yang kesulitan mencapai skala ekonomi yang
memadai untuk membuat operasional mereka menguntungkan.
Sebagai hasilnya, angkutan umum di kota kecil sering kali
kurang andal, dengan frekuensi yang rendah dan jangkauan rute
yang terbatas. Hal ini tentu membuat angkutan umum menjadi
kurang menarik bagi masyarakat yang pada akhirnya lebih
memilih menggunakan kendaraan pribadi (Currie, 2016).

Tantangan lainnya adalah persepsi masyarakat terhadap
angkutan umum. Di banyak kota kecil, penggunaan kendaraan
pribadi sering kali dianggap lebih prestisius atau nyaman
dibandingkan angkutan umum. Ada stigma bahwa angkutan
umum hanya digunakan oleh mereka yang tidak mampu
membeli kendaraan pribadi. Untuk mengatasi tantangan ini,
penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya
meningkatkan kualitas layanan angkutan umum tetapi juga
melakukan kampanye kesadaran untuk mengubah pandangan
masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi
publik demi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal
(Banister, 2008).
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6.6.Strategi Pengembangan Angkutan Umum di Kota Kecil

Untuk meningkatkan peran angkutan umum di kota kecil,
berbagai strategi dapat diadopsi. Salah satu strategi yang efektif
adalah dengan mengintegrasikan teknologi dalam sistem
angkutan umum. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile yang
memberikan informasi real-time tentang jadwal bus dan rute
perjalanan dapat meningkatkan kenyamanan dan keandalan
angkutan umum. Kota kecil dapat belajar dari praktik terbaik
yang diimplementasikan di kota besar dan menyesuaikannya
dengan kebutuhan lokal (Buehler & Pucher, 2012).

Strategi lainnya adalah dengan mengembangkan rute-
rute angkutan umum yang fleksibel dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat lokal. Misalnya, angkutan umum dapat
fokus pada area-area dengan permintaan tinggi, seperti pusat
kota, sekolah, dan fasilitas kesehatan, sementara rute ke daerah
pinggiran dapat disesuaikan dengan jadwal atau permintaan
masyarakat. Ini memungkinkan sistem transportasi menjadi
lebih efisien dan tepat sasaran, mengurangi biaya operasional
sekaligus meningkatkan kepuasan pengguna (Pojani & Stead,
2017).

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor
swasta bisa menjadi kunci dalam mengembangkan angkutan
umum yang berkelanjutan di kota kecil. Sektor swasta dapat
berperan dalam penyediaan layanan angkutan umum, baik
melalui investasi langsung atau melalui kemitraan publik-
swasta. Misalnya, pemerintah daerah dapat memberikan insentif
kepada perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam bus ramah
lingkungan atau angkutan umum berbasis teknologi yang lebih
canggih. Dengan adanya insentif tersebut, biaya yang harus
ditanggung oleh pemerintah daerah dapat ditekan, sementara
pelayanan kepada masyarakat tetap meningkat (Litman, 2020).

Pemerintah kota juga dapat mengadopsi kebijakan tarif
yang progresif dan terjangkau bagi masyarakat. Di banyak kota
kecil, salah satu hambatan utama dalam penggunaan angkutan
umum adalah biaya yang dianggap terlalu mahal, terutama bagi
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kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan
subsidi untuk angkutan umum dapat dipertimbangkan,
terutama bagi mereka yang membutuhkan, seperti pelajar, lansia,
atau penyandang disabilitas. Subsidi ini bisa disalurkan melalui
kartu khusus atau mekanisme tarif berbasis pendapatan, yang
dapat membantu mendorong lebih banyak orang untuk beralih
dari kendaraan pribadi ke angkutan umum (Pucher & Buehler,
2012).

6.7.Meningkatkan Aksesibilitas dan Inklusivitas Angkutan
Umum

Aksesibilitas dan inklusivitas angkutan umum adalah
faktor penting dalam keberhasilan sistem transportasi di kota
kecil. Kota-kota kecil sering kali tidak memiliki infrastruktur
yang mendukung kebutuhan kelompok rentan, seperti
penyandang disabilitas atau lansia. Oleh karena itu, penting
untuk memastikan bahwa semua elemen angkutan umum, mulai
dari  halte  hingga  kendaraan, dirancang dengan
mempertimbangkan aksesibilitas universal. Hal ini mencakup
penyediaan jalan landai, ruang untuk kursi roda, dan informasi
yang mudah diakses, baik secara visual maupun auditori (Currie,
2016).

Pengembangan infrastruktur angkutan umum yang
inklusif juga berarti mempertimbangkan kebutuhan semua
kelompok usia. Misalnya, anak-anak sekolah sering kali menjadi
pengguna utama angkutan umum di kota kecil, terutama ketika
jarak ke sekolah cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan
kaki. Oleh karena itu, angkutan umum harus aman dan nyaman
bagi anak-anak, termasuk memiliki jadwal yang sinkron dengan
jam sekolah dan menyediakan rute yang melintasi area-area
perumahan. Demikian pula, angkutan umum harus
memperhitungkan kebutuhan pekerja dengan menyediakan
layanan pada waktu-waktu tertentu, seperti pagi dan sore hari,
yang sesuai dengan jam kerja (Hensher, 2008).
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Selain itu, inklusivitas juga dapat dicapai melalui
partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan angkutan
umum. Penduduk kota kecil cenderung memiliki keterikatan
yang lebih besar dengan komunitas mereka, sehingga
mendengarkan suara dan masukan dari warga dapat membantu
merancang sistem angkutan umum yang lebih sesuai dengan
kebutuhan lokal. Pemerintah daerah dapat mengadakan forum
publik atau survei untuk mengumpulkan ide-ide dari
masyarakat tentang rute, jadwal, dan prioritas lainnya dalam
pengembangan transportasi. Dengan melibatkan masyarakat,
akan tercipta rasa memiliki terhadap sistem angkutan umum,
yang pada gilirannya dapat meningkatkan penggunaan dan
dukungan terhadap layanan tersebut (Banister, 2008).

6.8.Peran Pemerintah dalam Mendorong Penggunaan
Angkutan Umum

Peran pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan
angkutan umum di kota kecil tidak bisa diabaikan. Pemerintah
daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan
layanan angkutan umum yang memadai dan berkelanjutan.
Salah satu peran kunci pemerintah adalah menetapkan kebijakan
dan regulasi yang mendukung pengembangan angkutan umum.
Ini termasuk kebijakan zonasi yang memastikan angkutan umum
dapat dengan mudah diakses dari berbagai area perumahan,
komersial, dan industri. Kebijakan ini juga harus mendukung
integrasi angkutan umum dengan mode transportasi lainnya,
seperti sepeda atau layanan ride-sharing, untuk menciptakan
sistem transportasi yang lebih komprehensif dan mudah diakses
(Litman, 2019).

Pemerintah juga berperan dalam memastikan adanya
pendanaan yang memadai untuk mendukung operasional
angkutan umum. Di kota kecil, di mana anggaran sering kali
terbatas, penting bagi pemerintah daerah untuk mengeksplorasi
berbagai sumber pendanaan alternatif. Misalnya, pendanaan
dapat diperoleh melalui pajak lokal, subsidi dari pemerintah
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pusat, atau kerjasama dengan sektor swasta. Selain itu,
pemerintah daerah juga dapat mengajukan proposal untuk
mendapatkan hibah atau bantuan internasional yang
mendukung  pembangunan  infrastruktur  transportasi
berkelanjutan (Hensher & Mulley, 2015).

Promosi penggunaan angkutan umum juga merupakan
aspek penting dari peran pemerintah. Kampanye kesadaran yang
dirancang dengan baik dapat membantu mengubah sikap
masyarakat terhadap angkutan umum dan mendorong lebih
banyak orang untuk beralih dari kendaraan pribadi. Kampanye
ini dapat berfokus pada manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan
dari penggunaan angkutan umum. Selain itu, pemerintah dapat
menawarkan insentif seperti diskon tarif atau layanan gratis
pada hari-hari tertentu untuk menarik perhatian dan mendorong
orang mencoba layanan angkutan umum (Banister, 2008).

6.9.Pengaruh Teknologi terhadap Masa Depan Angkutan
Umum

Teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam
berbagai aspek kehidupan, termasuk transportasi. Di masa
depan, teknologi diperkirakan akan semakin berperan dalam
memajukan sistem angkutan umum di kota kecil. Salah satu
inovasi teknologi yang sedang berkembang adalah penggunaan
kendaraan otonom. Kendaraan otonom, atau mobil tanpa
pengemudi, berpotensi mengubah cara angkutan umum
beroperasi dengan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja
manusia sekaligus meningkatkan efisiensi dan keselamatan
(Litman, 2020).

Selain kendaraan otonom, pengembangan aplikasi mobile
dan sistem manajemen berbasis data juga memungkinkan
peningkatan layanan angkutan umum di kota kecil. Dengan
menggunakan teknologi ini, penumpang dapat dengan mudah
melacak lokasi bus, memeriksa jadwal, dan bahkan memesan
tiket secara online. Integrasi teknologi semacam ini membuat
angkutan umum menjadi lebih nyaman dan menarik bagi
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masyarakat, terutama generasi muda yang terbiasa dengan
teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari (Pucher &
Buehler, 2012).

Namun, meskipun teknologi menawarkan banyak
manfaat, ada tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal
infrastruktur dan adopsi teknologi oleh masyarakat luas. Kota
kecil mungkin tidak memiliki infrastruktur teknologi yang sama
canggihnya dengan kota besar, sehingga penerapan inovasi ini
mungkin memerlukan investasi yang signifikan. Selain itu, tidak
semua penduduk kota kecil mungkin familiar dengan teknologi
digital, sehingga perlu ada upaya edukasi untuk memastikan
bahwa teknologi baru dapat diakses dan dimanfaatkan oleh
semua kalangan (Hickman et al., 2010).

6.10. Kota-Kota Kecil yang Berhasil Mengembangkan
Angkutan Umum

Beberapa kota kecil di dunia telah berhasil
mengembangkan sistem angkutan umum yang efektif dan
berkelanjutan, yang dapat dijadikan contoh bagi kota-kota
lainnya. Misalnya, kota kecil di Skandinavia, seperti Lund di
Swedia, telah menerapkan berbagai kebijakan ramah lingkungan
dan sistem transportasi umum yang efisien. Kota ini
menggunakan bus listrik dan sepeda sebagai mode transportasi
utama untuk mengurangi emisi karbon dan menciptakan
lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warganya (Pojani &
Stead, 2015).

Lund juga berhasil menciptakan integrasi yang kuat
antara angkutan umum dan infrastruktur lainnya, seperti jalur
sepeda dan pejalan kaki, sehingga masyarakat memiliki pilihan
transportasi yang beragam. Selain itu, pemerintah kota secara
aktif mendorong penggunaan angkutan umum dengan
menawarkan tarif yang terjangkau dan melakukan kampanye
promosi  yang  efektif. @ Keberhasilan = Lund  dalam
mengembangkan sistem transportasi yang berkelanjutan
menunjukkan bahwa kota kecil juga bisa berperan dalam

70



mencapai tujuan lingkungan global, seperti pengurangan emisi
karbon dan pelestarian sumber daya alam (Buehler & Pucher,
2011).

Contoh lain datang dari Boulder, Colorado, Amerika
Serikat, yang telah lama dikenal sebagai salah satu kota kecil
dengan sistem transportasi publik yang maju. Boulder telah
menerapkan sistem bus rapid transit (BRT) yang efisien, dengan
rute-rute yang menghubungkan pusat kota dengan area
pinggiran dan kampus-kampus universitas. Sistem ini
dilengkapi dengan jalur khusus bus, yang memungkinkan
transportasi menjadi lebih cepat dan andal dibandingkan
menggunakan kendaraan pribadi di jam-jam sibuk. Selain itu,
Boulder juga mendukung penggunaan sepeda sebagai moda
transportasi alternatif, dengan menyediakan jalur sepeda yang
aman dan terintegrasi dengan sistem angkutan umum (Pucher et
al., 2010).

Dari kedua contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa
pengembangan angkutan umum di kota kecil bukanlah hal yang
mustahil. Dengan perencanaan yang baik, komitmen dari
pemerintah, dan dukungan dari masyarakat, kota-kota kecil
dapat membangun sistem transportasi yang efisien,
berkelanjutan, dan ramah lingkungan, yang tidak hanya
meningkatkan kualitas hidup warganya tetapi juga berkontribusi
pada tujuan lingkungan dan sosial yang lebih luas.

6.11. Penutup

Secara keseluruhan, angkutan umum di kota kecil memiliki
peran yang signifikan dalam mendukung mobilitas, keberlanjutan
lingkungan, serta kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.
Meskipun tantangan seperti keterbatasan dana dan infrastruktur
sering kali menjadi penghalang, strategi yang tepat seperti integrasi
teknologi, kolaborasi publik-swasta, dan kebijakan yang inklusif
dapat membantu menciptakan sistem transportasi yang efisien dan
ramah lingkungan. Keberhasilan pengembangan angkutan umum di
kota-kota kecil yang ada menunjukkan bahwa dengan komitmen
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yang kuat, peningkatan aksesibilitas dan kualitas hidup melalui
transportasi publik yang lebih baik dapat tercapai.

Penguatan angkutan umum di kota kecil bukan hanya soal
penyediaan layanan transportasi, melainkan juga bagian dari upaya
yang lebih besar untuk menciptakan kota yang inklusif, ramah
lingkungan, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, bersama dengan
masyarakat dan sektor swasta, memiliki peran penting dalam
memastikan bahwa angkutan umum dapat memenuhi kebutuhan
semua lapisan masyarakat. Dengan perencanaan yang tepat,
angkutan umum tidak hanya menjadi solusi mobilitas tetapi juga
pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan
untuk generasi yang akan datang.
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BAB

Infrastruktur Jalan dan
Jembatan untuk
Konektivitas Kota Kecil

7.1.Peran Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Mendorong
Konektivitas Ekonomi

Infrastruktur jalan dan jembatan memainkan peran krusial
dalam mendorong konektivitas ekonomi dengan menghubungkan
berbagai wilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta
memudahkan mobilitas penduduk. Jalan dan jembatan yang baik
memungkinkan distribusi barang lebih efisien, baik dari daerah
produksi ke pasar, maupun antara pusat ekonomi yang berbeda. Ini
mengurangi biaya logistik dan mempercepat waktu pengiriman,
sehingga meningkatkan daya saing perusahaan dan mendukung
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai
membuka akses bagi masyarakat ke layanan penting seperti
pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Dengan koneksi yang
lebih baik, penduduk di daerah terpencil dapat menjangkau pusat-
pusat ekonomi atau kota besar, yang pada gilirannya mendorong
aktivitas perdagangan, investasi, dan pembangunan wilayah.
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Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ini juga
menciptakan lapangan pekerjaan, mulai dari tahap konstruksi
hingga operasionalnya. Dalam jangka panjang, infrastruktur yang
baik  berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang
berkelanjutan, karena menciptakan fondasi untuk ekspansi bisnis
dan investasi yang lebih luas. Dengan demikian, jalan dan jembatan
bukan hanya sekadar sarana transportasi, tetapi juga penggerak
utama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih
terintegrasi dan dinamis.

7.2.Tantangan Geografis dan Solusi Rekayasa untuk
Pembangunan Infrastruktur

Tantangan geografis sering kali menjadi hambatan besar
dalam pembangunan infrastruktur, terutama di negara-negara
dengan kondisi alam yang beragam seperti Indonesia. Tantangan ini
dapat mencakup topografi yang sulit, seperti pegunungan, lembah
yang curam, hutan lebat, daerah rawa, atau wilayah yang rentan
terhadap gempa bumi dan banjir. Masing-masing dari kondisi
geografis ini menuntut pendekatan yang berbeda dalam
merencanakan dan membangun infrastruktur seperti jalan,
jembatan, terowongan, atau rel kereta api.

Di daerah pegunungan, misalnya, pembangunan jalan sering
kali terhambat oleh lereng yang curam dan potensi longsor. Untuk
mengatasi tantangan ini, solusi rekayasa yang umum diterapkan
adalah pembangunan terowongan atau jalan berkelok yang
dipotong di lereng gunung, serta pemasangan tembok penahan
tanah guna mencegah longsor. Rekayasa geoteknik juga digunakan
untuk memastikan stabilitas tanah di area yang rentan (Geerlings,
2012).

Untuk wilayah rawa atau daerah yang sering banjir, solusi
rekayasa melibatkan pembangunan jembatan panjang atau tiang
pancang untuk menjaga infrastruktur tetap kokoh dan stabil meski
berada di atas permukaan yang tidak padat. Teknik lain seperti
pengurukan dan stabilisasi tanah juga bisa dilakukan untuk
memperkuat fondasi infrastruktur di area tersebut. Di beberapa
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wilayah pantai atau dataran rendah, penggunaan sistem drainase
dan pengendalian banjir juga sangat penting guna melindungi
infrastruktur dari ancaman air.

Di kawasan yang rentan terhadap gempa bumi, seperti
banyak daerah di Indonesia, teknologi tahan gempa sangat penting.
Penggunaan material konstruksi yang fleksibel dan desain struktur
yang dapat menyerap getaran gempa telah diterapkan untuk
meminimalkan kerusakan. Struktur infrastruktur seperti jembatan
juga dirancang dengan bantalan isolasi seismik yang memungkinkan
mereka bergerak mengikuti guncangan gempa tanpa runtuh.

Tantangan lainnya, seperti keberadaan hutan lebat atau area
konservasi, menuntut pendekatan yang lebih hati-hati. Penggunaan
teknologi pembangunan berkelanjutan, seperti pengurangan
pembukaan lahan dan teknik konstruksi ramah lingkungan, dapat
membantu mengurangi dampak lingkungan sekaligus menjaga
keberlanjutan ekosistem.

Secara keseluruhan, setiap tantangan geografis memerlukan
solusi rekayasa yang spesifik dan inovatif. Pendekatan rekayasa yang
baik tidak hanya memastikan infrastruktur dapat dibangun di
wilayah yang sulit, tetapi juga bahwa infrastruktur tersebut akan
tahan lama, aman, dan berfungsi optimal untuk jangka panjang.

7.3.Perawatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan
Jembatan
Perawatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan
jembatan sangat penting untuk memastikan keselamatan, keandalan,
dan daya tahan fasilitas ini. Pemeliharaan yang baik mencegah
kerusakan lebih lanjut dan memperpanjang umur pakai
infrastruktur (Hull, 2010). Terdapat beberapa teknik perawatan dan
pemeliharaan yang umum diterapkan untuk jalan dan jembatan.

Pada infrastruktur jalan, pemeliharaan meliputi:

1. Pemeliharaan Rutin: Ini melibatkan kegiatan seperti
membersihkan saluran air, merapikan bahu jalan, memperbaiki
tanda-tanda jalan, dan memperbarui marka jalan. Selain itu,
pembersihan sampah atau material yang menutupi permukaan
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jalan juga dilakukan untuk menjaga kebersihan dan menghindari
penyumbatan drainase yang dapat menyebabkan genangan air
atau kerusakan jalan.

2. Pemeliharaan Berkala: Pemeliharaan ini mencakup perbaikan
permukaan jalan secara berkala seperti pengaspalan ulang atau
penambalan jalan yang berlubang. Jalan aspal atau beton
mengalami kerusakan akibat faktor cuaca, beban kendaraan, dan
usia, sehingga diperlukan tindakan berkala untuk mengganti
lapisan permukaan yang rusak atau memperbaiki retakan agar
tidak bertambah parah.

3. Perbaikan Struktural: Ketika kerusakan jalan lebih signifikan,
seperti adanya deformasi jalan atau retakan besar, maka
dilakukan perbaikan struktural. Ini bisa melibatkan penggantian
lapisan jalan secara menyeluruh atau memperkuat fondasi jalan
untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

4. Pengelolaan Drainase Jalan: Salah satu faktor penting dalam
pemeliharaan jalan adalah memastikan sistem drainase berfungsi
dengan baik. Air yang tergenang dapat menyebabkan erosi pada
permukaan jalan, serta mempercepat kerusakan aspal atau beton.
Pemeliharaan saluran air, gorong-gorong, dan selokan secara
teratur sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran aliran air.

Untuk jembatan, pemeliharaan juga sangat penting karena
strukturnya yang lebih kompleks. Teknik-teknik pemeliharaan
jembatan meliputi:

1. Inspeksi Visual Berkala: Inspeksi dilakukan untuk memeriksa
kondisi fisik jembatan, seperti melihat adanya retakan, korosi
pada bagian logam, atau deformasi pada struktur utama.
Pemeriksaan ini membantu mendeteksi masalah pada tahap
awal sebelum kerusakan menjadi lebih serius.

2. Pembersihan dan Pelapisan Ulang: Bagian-bagian jembatan yang
terbuat dari logam, seperti kabel atau rangka baja, sering kali
terkena dampak korosi akibat paparan cuaca. Oleh karena itu,
pelapisan ulang dengan cat antikorosi atau bahan pelindung
lainnya diperlukan secara berkala untuk mencegah karat yang
dapat merusak kekuatan struktur.
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3. Pemeliharaan Bantalan dan Sambungan Jembatan: Bantalan
jembatan yang berfungsi menyerap beban dinamis dari
kendaraan dan pergerakan jembatan perlu diperiksa secara
berkala. Jika bantalan rusak atau aus, harus segera diganti untuk
menjaga stabilitas dan fleksibilitas jembatan. Sambungan
ekspansi jembatan yang memungkinkan pergerakan akibat
perubahan suhu juga harus dijaga agar tidak rusak.

4. Pemeliharaan Fondasi Jembatan: Fondasi jembatan, terutama
yang berada di dalam air, memerlukan perhatian khusus. Erosi
di sekitar fondasi dapat melemahkan struktur jembatan. Untuk
mencegah erosi ini, sering kali digunakan penguatan fondasi
dengan teknik seperti pengurukan batu atau pemasangan beton
di sekitar pilar.

5. Rehabilitasi Struktural: Jika terdapat kerusakan signifikan pada
jembatan, seperti keretakan besar atau penurunan kekuatan
struktur, diperlukan rehabilitasi struktural. Ini bisa melibatkan
penggantian bagian jembatan yang rusak, penguatan pilar atau
kabel, atau bahkan rekonstruksi sebagian.

Dengan penerapan teknik perawatan dan pemeliharaan yang
tepat, baik untuk jalan maupun jembatan, infrastruktur ini dapat
tetap aman digunakan, mengurangi risiko kecelakaan, dan
meminimalkan biaya perbaikan jangka panjang. Pemeliharaan juga
membantu memastikan bahwa infrastruktur ini mampu
menghadapi beban lalu lintas yang semakin meningkat dan
perubahan kondisi lingkungan.

7.4.Manfaat Ekonomi Jangka Panjang

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kota kecil
memiliki manfaat ekonomi jangka panjang yang sangat signifikan.
Dengan adanya jalan yang baik dan jembatan yang kokoh, mobilitas
penduduk serta arus barang menjadi jauh lebih efisien. Ini
membantu mengurangi biaya transportasi dan mempersingkat
waktu tempuh, sehingga aktivitas ekonomi di kota kecil dapat
berkembang lebih cepat. Usaha kecil dan menengah, yang mungkin
sebelumnya terisolasi atau sulit diakses, kini dapat terhubung ke
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pasar yang lebih besar. Hal ini membuka peluang perdagangan dan
distribusi produk lokal ke wilayah yang lebih luas, baik di dalam
negeri maupun lintas daerah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur ini menarik investasi
baru. Infrastruktur yang memadai menjadi daya tarik bagi para
investor yang melihat potensi pengembangan industri, pariwisata,
atau properti di kota tersebut. Kehadiran jalan dan jembatan yang
baik meningkatkan akses ke lahan-lahan yang mungkin sebelumnya
sulit dijangkau, memungkinkan pembangunan kawasan industri
atau kawasan pemukiman baru. Ini mendorong terciptanya
lapangan kerja, baik dalam sektor konstruksi maupun sektor lain
yang mendukung ekonomi kota kecil, seperti jasa dan perdagangan.
Sektor pariwisata juga dapat berkembang pesat dengan adanya
infrastruktur jalan dan jembatan yang baik. Kota kecil yang mungkin
memiliki daya tarik wisata alam, budaya, atau sejarah dapat lebih
mudah diakses oleh wisatawan, sehingga meningkatkan jumlah
pengunjung dan pendapatan dari sektor pariwisata. Wisatawan
yang datang akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal melalui
konsumsi, seperti belanja di pasar lokal, penggunaan jasa akomodasi,
dan transportasi.

Dalam jangka panjang, infrastruktur yang baik juga
berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat kota
kecil. Dengan akses yang lebih mudah ke pusat-pusat pendidikan,
kesehatan, dan layanan sosial di kota-kota besar atau daerah
sekitarnya, penduduk mendapatkan peluang lebih baik untuk
meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, dengan infrastruktur
transportasi yang andal, distribusi barang-barang kebutuhan pokok
menjadi lebih lancar, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga
barang dan memperkuat ekonomi local (Riggs, 2019).

Secara keseluruhan, pembangunan jalan dan jembatan tidak
hanya memperbaiki konektivitas fisik sebuah kota kecil, tetapi juga
membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Infrastruktur ini menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi
yang lebih luas, membawa kota kecil keluar dari keterpencilan dan
menuju kesejahteraan yang lebih besar dalam jangka panjang.
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7.5.Peran Pemerintah dalam Perencanaan dan Pembiayaan
Infrastruktur

Peran pemerintah dalam perencanaan dan pembiayaan
infrastruktur jalan dan jembatan di kota kecil sangat penting dan
beragam. Dalam perencanaan, pemerintah bertindak sebagai
pengarah dan pengelola utama, menetapkan kebijakan dan strategi
yang memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai
dengan kebutuhan daerah dan visi pembangunan nasional. Proses
perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan infrastruktur di
kota kecil, yang mencakup analisis kondisi jalan dan jembatan yang
ada, serta potensi pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah
tersebut. Pemerintah, melalui lembaga terkait seperti Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Indonesia,
sering kali melakukan studi kelayakan yang melibatkan survei
lapangan, kajian teknis, dan konsultasi dengan pemangku
kepentingan lokal.

Selain itu, pemerintah daerah berperan dalam merumuskan
prioritas pembangunan berdasarkan situasi setempat. Mereka
berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa
rencana infrastruktur sejalan dengan program pembangunan
nasional. Perencanaan ini juga mencakup penyusunan rancangan
teknis, anggaran, serta jadwal pelaksanaan yang realistis. Salah satu
fokus utama pemerintah adalah memastikan bahwa infrastruktur
yang dibangun tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat
di kota kecil.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah memiliki beberapa
mekanisme untuk mendanai pembangunan jalan dan jembatan.
Sumber utama pembiayaan infrastruktur biasanya berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam beberapa kasus,
pemerintah pusat memberikan alokasi dana khusus untuk
pembangunan infrastruktur di daerah, seperti melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) yang ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur
vital di kota-kota kecil. Pemerintah daerah, pada gilirannya,
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mengelola dana ini dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai
rencana.

Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan skema
pembiayaan lain, seperti kemitraan publik-swasta (Public-Private
Partnership/PPP), di mana pihak swasta turut berinvestasi dalam
proyek infrastruktur. Skema ini membantu mengurangi beban
pembiayaan pemerintah dan memungkinkan pembangunan
berjalan lebih cepat. Pemerintah bertindak sebagai pengawas dalam
skema ini, memastikan bahwa proyek dilaksanakan dengan standar
yang telah ditentukan dan bermanfaat bagi Masyarakat (Hickman,
2014).

Pemerintah juga dapat memanfaatkan pinjaman dari
lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia atau Asian
Development Bank (ADB), untuk mendanai pembangunan
infrastruktur di kota-kota kecil. Pinjaman ini biasanya diberikan
dengan syarat-syarat tertentu, seperti pengelolaan yang transparan
dan berkelanjutan, serta harus memenuhi target-target
pembangunan yang telah disepakati.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga bertanggung jawab
dalam memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat
dipelihara dan diperbaiki sesuai kebutuhan. Pemerintah harus
merencanakan dana pemeliharaan agar jalan dan jembatan yang
sudah dibangun tidak cepat rusak dan tetap dapat digunakan secara
optimal. Dengan demikian, peran pemerintah tidak hanya terbatas
pada tahap perencanaan dan pembangunan, tetapi juga meliputi
pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut agar manfaat
ekonominya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

7.6.Dampak Sosial dari Peningkatan Konektivitas

Peningkatan =~ konektivitas ~ melalui =~ pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan di kota kecil membawa dampak
sosial yang sangat luas dan beragam. Salah satu dampak paling
langsung adalah meningkatnya mobilitas masyarakat. Dengan akses
jalan yang lebih baik, penduduk dapat lebih mudah bepergian, baik
untuk keperluan ekonomi seperti berdagang atau bekerja, maupun
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untuk kebutuhan sosial seperti mengunjungi keluarga, menghadiri
acara keagamaan, atau menikmati fasilitas hiburan dan rekreasi.
Mobilitas yang meningkat ini mengurangi isolasi sosial yang sering
dialami oleh penduduk kota kecil atau daerah terpencil, serta
membuka akses terhadap lebih banyak peluang kehidupan.

Selain itu, peningkatan konektivitas juga memperbaiki akses
masyarakat ke layanan dasar seperti pendidikan dan Kesehatan
(Black, 2010). Sekolah-sekolah yang dulunya sulit dijangkau kini
lebih mudah diakses oleh siswa, sehingga dapat meningkatkan
angka partisipasi pendidikan. Layanan kesehatan, seperti rumah
sakit dan puskesmas, juga menjadi lebih mudah dijangkau,
memungkinkan masyarakat mendapatkan perawatan medis dengan
lebih cepat dan efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kota kecil, serta
berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan dalam jangka panjang.

Dampak sosial lainnya adalah munculnya perubahan gaya
hidup dan interaksi sosial. Peningkatan akses jalan memungkinkan
penduduk kota kecil lebih terhubung dengan budaya dan informasi
dari luar, baik melalui interaksi langsung dengan pendatang atau
melalui arus informasi yang lebih cepat. Ini bisa memicu perubahan
cara berpikir dan pola hidup masyarakat, yang bisa lebih terbuka
terhadap inovasi dan teknologi. Di sisi lain, keterbukaan ini juga bisa
memicu tantangan sosial, seperti konflik budaya antara nilai-nilai
tradisional dan modernisasi.

Peningkatan konektivitas juga mendorong urbanisasi, di
mana orang-orang dari daerah yang lebih terpencil mulai bermigrasi
ke kota kecil untuk mencari peluang kerja atau kehidupan yang lebih
baik. Hal ini bisa memberikan dampak positif berupa pertumbuhan
populasi dan tenaga kerja, namun juga bisa memunculkan tekanan
pada infrastruktur sosial yang ada, seperti perumahan, air bersih,
dan layanan publik lainnya.

Dari segi ekonomi sosial, pembangunan infrastruktur ini
menciptakan lapangan kerja baru, baik selama proses konstruksi
maupun dalam jangka panjang ketika aktivitas ekonomi meningkat
di kota kecil. Para pekerja lokal mendapatkan kesempatan untuk

81



terlibat dalam proyek-proyek pembangunan, dan bisnis kecil serta
usaha rumahan dapat berkembang karena akses yang lebih baik ke
pasar dan pelanggan. Ketika ekonomi lokal tumbuh, pendapatan
masyarakat juga meningkat, yang pada akhirnya mengurangi
ketimpangan sosial dan ekonomi.

Namun, dampak sosial peningkatan konektivitas juga bisa
membawa tantangan. Misalnya, masuknya arus barang dan orang
dari luar dapat mengubah struktur sosial kota kecil, terutama jika
tidak diiringi dengan perencanaan yang matang. Perubahan ini bisa
menciptakan ketimpangan sosial baru atau meningkatkan potensi
konflik sosial jika masyarakat setempat merasa terganggu oleh
perubahan yang terlalu cepat.

Secara keseluruhan, peningkatan konektivitas membawa
banyak manfaat sosial, namun juga memerlukan perhatian terhadap
dampak negatif yang mungkin timbul. Dengan perencanaan yang
tepat, konektivitas ini dapat meningkatkan kualitas hidup
masyarakat kota kecil tanpa mengorbankan aspek-aspek sosial dan
budaya yang penting bagi kesejahteraan komunitas tersebut.

7.7.Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Rencana ideal pembangunan berkelanjutan untuk
infrastruktur jalan dan jembatan di kota kecil harus
mempertimbangkan tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan
lingkungan, sambil memastikan bahwa pembangunan tersebut
dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan
kebutuhan generasi mendatang. Untuk mencapai keberlanjutan,
pendekatan yang holistik dan terpadu sangat penting.

Dimulai dari aspek perencanaan, idealnya pembangunan
jalan dan jembatan di kota kecil didasarkan pada studi kelayakan
yang komprehensif. Studi ini tidak hanya mempertimbangkan
kebutuhan fisik akan infrastruktur, tetapi juga dampak jangka
panjangnya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Keterlibatan
masyarakat dalam perencanaan awal sangat penting, sehingga
mereka dapat memberikan masukan terkait kebutuhan riil dan
potensi masalah yang mungkin muncul. Pemerintah daerah,
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bersama dengan ahli teknik dan lingkungan, perlu merumuskan
solusi yang mempertimbangkan pertumbuhan populasi, urbanisasi,
serta potensi ekonomi lokal.

Desain infrastruktur yang ramah lingkungan adalah
komponen kunci dari pembangunan berkelanjutan. Jalan dan
jembatan harus dirancang untuk mengurangi dampak negatif
terhadap ekosistem sekitar. Misalnya, jalan yang dibangun di daerah
hutan atau lahan basah  harus dirancang dengan
mempertimbangkan koridor satwa liar, drainase yang baik, dan
meminimalkan deforestasi. Bahan-bahan yang digunakan dalam
pembangunan sebaiknya bersumber dari material yang ramah
lingkungan, seperti beton dengan emisi karbon rendah, aspal daur
ulang, atau baja tahan karat. Ini membantu mengurangi jejak karbon
dari proyek infrastruktur dan mendukung transisi ke ekonomi
rendah karbon (Banister, 1988).

Pengelolaan air juga penting dalam rencana pembangunan
berkelanjutan, terutama di kota kecil yang sering menghadapi
tantangan drainase dan banjir. Jalan dan jembatan harus dilengkapi
dengan sistem drainase yang efektif, untuk mencegah genangan air
yang dapat merusak struktur dan mengganggu mobilitas. Solusi
rekayasa seperti bioretensi atau drainase alami dapat digunakan
untuk menangkap dan menyerap limpasan air hujan, membantu
menjaga keseimbangan ekosistem lokal.

Dalam hal pembiayaan, skema pembiayaan berkelanjutan
harus dipertimbangkan. Ini dapat melibatkan kombinasi antara dana
pemerintah, kemitraan publik-swasta (PPP), dan mungkin
dukungan dari lembaga internasional atau kredit hijau, yang
ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur ramah lingkungan.
Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya
bergantung pada anggaran pemerintah yang terbatas, tetapi juga
melibatkan investasi dari pihak swasta yang tertarik pada inisiatif
berkelanjutan. Pembiayaan yang berkelanjutan juga harus mencakup
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perencanaan untuk pemeliharaan jangka panjang, agar jalan dan
jembatan tetap dalam kondisi baik dan dapat bertahan lebih lama.

Dari sisi manfaat sosial, pembangunan berkelanjutan harus
memprioritaskan inklusivitas. Infrastruktur yang dibangun harus
dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok
rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Hal ini
bisa diwujudkan dengan desain infrastruktur yang responsif
terhadap kebutuhan semua pengguna, misalnya dengan
membangun trotoar, jalur sepeda, atau jembatan yang dilengkapi
dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Penting juga untuk memperhatikan pengelolaan dampak
sosial dari pembangunan ini. Kota kecil sering kali memiliki ikatan
sosial yang kuat dan tradisi lokal yang penting. Oleh karena itu,
pembangunan infrastruktur sebaiknya tidak merusak jaringan sosial
atau menyebabkan perpecahan komunitas. Program pelatihan dan
keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan bisa
membantu penduduk setempat mendapatkan manfaat langsung
dari proyek ini, seperti melalui penciptaan lapangan kerja lokal
selama fase konstruksi.

Pemeliharaan berkelanjutan adalah elemen yang tak kalah
penting. Infrastruktur yang dibangun harus dirancang agar mudah
dipelihara, dengan menggunakan material yang tahan lama dan
teknologi yang memungkinkan pengawasan berkala tanpa biaya
tinggi. Pemerintah kota kecil sering kali memiliki anggaran terbatas,
sehingga penting untuk merencanakan sistem pemeliharaan yang
hemat biaya, misalnya melalui penggunaan teknologi sensor yang
memonitor kondisi jalan dan jembatan secara otomatis, atau skema
swadaya masyarakat untuk pemeliharaan jalan lokal.

Terakhir, mitigasi perubahan iklim harus menjadi bagian integral
dari rencana pembangunan. Di era perubahan iklim yang semakin
ekstrem, infrastruktur jalan dan jembatan di kota kecil harus
dirancang untuk tahan terhadap kondisi cuaca yang ekstrim, seperti
banjir, hujan lebat, atau tanah longsor. Ini dapat dilakukan melalui
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penguatan fondasi, penggunaan material yang tahan terhadap
perubahan cuaca, dan desain jembatan yang mampu menahan beban
air sungai yang meningkat.

Dengan  mengintegrasikan  aspek-aspek  tersebut,
pembangunan jalan dan jembatan di kota kecil dapat menjadi
katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial yang
berkelanjutan, sambil tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
Pembangunan berkelanjutan ini memastikan bahwa manfaat yang
dihasilkan tidak hanya dapat dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi
juga oleh generasi mendatang.
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BAB

Transportasi Perintis untuk
Kota-Kota Kecil Terpencil

8.1.Definisi dan Konsep Transportasi Perintis
Transportasi perintis memainkan peran kunci dalam
membuka aksesibilitas wilayah yang terisolasi dan terpencil.
Konsep ini merujuk pada infrastruktur dan layanan transportasi
yang dirancang untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang
tidak terjangkau oleh jaringan transportasi konvensional,
terutama di kota-kota kecil dan terpencil. Melalui transportasi
perintis, pemerintah dan pihak swasta berusaha meningkatkan
konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di
wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi dari pusat-pusat
ekonomi dan sosial. Sebagai upaya strategis, transportasi perintis
memberikan akses terhadap barang dan jasa, serta meningkatkan
mobilitas manusia, yang pada gilirannya mendukung
pembangunan berkelanjutan.
1. Pengertian Transportasi Perintis
Transportasi perintis didefinisikan sebagai "jaringan dan

layanan transportasi yang disediakan untuk daerah-daerah

yang belum dilayani oleh jalur transportasi utama"

(Kementerian Perhubungan, 2020). Jenis transportasi ini

berfungsi sebagai perintis dalam menghubungkan wilayah

yang secara geografis sulit dijangkau, seperti daerah

pegunungan, kepulauan, atau daerah dengan infrastruktur
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yang belum memadai. Fungsi transportasi perintis ini
mencakup tidak hanya pergerakan penumpang tetapi juga
distribusi barang-barang penting, termasuk bahan pangan,
obat-obatan, dan bahan bangunan, yang sangat diperlukan
oleh masyarakat di wilayah terpencil.

Menurut Setiawan (2019), transportasi perintis berperan
sebagai katalisator yang mampu meningkatkan aksesibilitas
wilayah yang terisolasi, sekaligus menjadi landasan bagi
pembangunan sektor lain seperti pariwisata dan industri
lokal. Ini karena infrastruktur transportasi yang baik
memungkinkan distribusi sumber daya dan manusia secara
lebih efisien, sehingga meningkatkan kualitas hidup
masyarakat setempat.

2. Peran Transportasi Perintis dalam Konektivitas Wilayah
Terpencil

Peran utama transportasi perintis adalah meningkatkan
konektivitas wilayah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi
dan sosial yang lebih besar. Melalui penyediaan jalur
transportasi yang memadai, daerah-daerah terpencil yang
sebelumnya sulit diakses dapat terhubung dengan lebih baik
ke jaringan transportasi utama, baik melalui darat, laut,
maupun udara. Hal ini berkontribusi pada pengurangan
kesenjangan antar wilayah dan mendukung pembangunan
ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah negara.

Seperti yang dijelaskan oleh Darmawan (2021),
konektivitas transportasi memainkan peran penting dalam
meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan,
pendidikan, serta peluang ekonomi bagi penduduk di daerah
terpencil. Transportasi perintis juga membantu mengurangi
waktu tempuh dan biaya transportasi, sehingga memperbaiki
efisiensi dalam distribusi barang dan jasa. Ini menjadi faktor
penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di
wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal dari arus
modernisasi.

3. Sejarah Pengembangan Transportasi Perintis di Indonesia
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Pengembangan transportasi perintis di Indonesia dimulai
sejak era Orde Baru, ketika pemerintah mulai
mengidentifikasi pentingnya konektivitas bagi daerah-
daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Pada awalnya,
fokus utama adalah pengembangan transportasi darat,
terutama pembangunan jalan dan jembatan di wilayah
pegunungan dan pedalaman. Namun, seiring dengan
perkembangan zaman, transportasi laut dan udara juga
mendapat perhatian, khususnya untuk wilayah kepulauan
seperti Maluku dan Papua yang memiliki tantangan geografis
yang lebih besar.

Pada tahun 2000-an, pemerintah melalui Kementerian

Perhubungan memperkenalkan kebijakan transportasi
perintis yang lebih terfokus, dengan tujuan untuk membuka
jalur-jalur baru yang dapat menghubungkan wilayah-
wilayah terpencil dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan
sosial (Kementerian Perhubungan, 2018). Salah satu contoh
sukses dari kebijakan ini adalah pembukaan rute perintis
udara di Papua, yang secara signifikan mengurangi isolasi
geografis di wilayah tersebut dan memfasilitasi pertumbuhan
ekonomi setempat (Purnomo, 2018).
Dalam perkembangannya, pengembangan transportasi
perintis telah melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan sektor swasta. Melalui skema
kemitraan, berbagai proyek transportasi perintis telah
berhasil dilaksanakan, termasuk pembangunan pelabuhan
kecil, peningkatan kualitas jalan perintis, dan pengoperasian
jalur udara perintis untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau
melalui darat.

8.2.Karakteristik Kota Kecil Terpencil

Kota kecil terpencil memiliki karakteristik yang berbeda

dengan kota besar pada umumnya, terutama dalam hal
aksesibilitas, infrastruktur, dan dinamika sosial-ekonomi.

Kondisi geografis, topografi, serta keterbatasan sumber daya di

89



wilayah ini memberikan tantangan tersendiri dalam

perencanaan dan pengembangan transportasi. Pemahaman

mendalam tentang karakteristik tersebut sangat penting untuk

merancang solusi transportasi yang efektif dan berkelanjutan,

khususnya dalam konteks transportasi perintis.

1. Faktor Geografis dan Topografi yang Mempengaruhi
Transportasi

Salah satu karakteristik utama kota kecil terpencil adalah
faktor geografis dan topografi yang cenderung menantang.
Kota-kota kecil ini sering kali terletak di daerah yang sulit
dijangkau, seperti wilayah pegunungan, lembah, atau
kepulauan. Kondisi ini mempengaruhi desain dan
pengoperasian infrastruktur transportasi, di mana jaringan
jalan, pelabuhan, atau bandara harus disesuaikan dengan
kondisi medan yang ekstrim.

Sebagai contoh, di wilayah pegunungan seperti Papua,
pembangunan jalan raya membutuhkan teknik konstruksi
yang lebih kompleks karena kondisi topografi yang curam
dan tidak rata. Menurut Hutabarat (2020), infrastruktur
transportasi di wilayah pegunungan harus
mempertimbangkan risiko tanah longsor, erosi, dan
kestabilan tanah. Sementara itu, di wilayah kepulauan,
tantangan utamanya adalah keterbatasan akses laut dan
kebutuhan akan infrastruktur pelabuhan yang dapat
menahan kondisi cuaca ekstrem, seperti yang terjadi di
wilayah kepulauan Maluku (Wahyudi, 2019).

Topografi yang menantang sering kali menghambat
pengembangan jalur transportasi konvensional, sehingga
transportasi perintis seperti kapal kecil, pesawat perintis, atau
bahkan jalan-jalan setapak menjadi alternatif yang lebih
praktis untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil
ini.

2. Profil Sosial-Ekonomi Wilayah Terpencil

Profil sosial-ekonomi wilayah terpencil juga menjadi

faktor penting yang mempengaruhi pengembangan

90



transportasi. Kota kecil terpencil biasanya memiliki jumlah
penduduk yang lebih sedikit dengan tingkat kepadatan yang
rendah. Selain itu, pendapatan masyarakat di wilayah ini
cenderung lebih rendah, dan akses terhadap layanan dasar
seperti kesehatan, pendidikan, dan pasar terbatas.

Di banyak wilayah terpencil di Indonesia, sektor ekonomi
utama yang mendukung kehidupan masyarakat adalah
pertanian, perikanan, dan sektor informal lainnya. Hal ini
berbeda dengan kota-kota besar yang memiliki diversifikasi
ekonomi yang lebih luas. Menurut penelitian oleh Gunawan
(2018), tingkat ketergantungan masyarakat terhadap
transportasi sangat tinggi, karena transportasi perintis
menjadi satu-satunya cara bagi mereka untuk mengakses
pasar, mengirim hasil pertanian, atau mendapatkan barang-
barang kebutuhan pokok yang tidak tersedia di wilayah
mereka.

Keterbatasan ekonomi ini juga berpengaruh pada
kemampuan masyarakat untuk membiayai layanan
transportasi. Oleh karena itu, transportasi perintis sering kali
disubsidi oleh pemerintah agar dapat diakses oleh penduduk
lokal yang umumnya memiliki daya beli rendah (Saputra,
2020).

. Kebutuhan Khusus Transportasi di Wilayah Terpencil

Kebutuhan transportasi di kota kecil terpencil berbeda
dengan wilayah yang lebih maju. Karena akses yang terbatas,
masyarakat di wilayah terpencil sangat membutuhkan
transportasi yang tidak hanya menghubungkan mereka
dengan wilayah lain tetapi juga dapat diandalkan sepanjang
tahun, terutama dalam kondisi cuaca buruk yang sering
terjadi di beberapa daerah.

Transportasi di ~ wilayah ini  harus mampu
mengakomodasi pergerakan barang dan orang secara efisien,
baik untuk kebutuhan ekonomi maupun sosial. Sebagai
contoh, transportasi perintis di wilayah perbukitan
membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi yang mampu
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menghadapi medan terjal, sedangkan di wilayah kepulauan
diperlukan kapal yang dapat beroperasi dalam kondisi laut
yang tidak selalu tenang (Nugroho, 2021). Selain itu, jadwal
transportasi yang konsisten dan tepat waktu juga menjadi
kebutuhan yang mendesak, mengingat keterbatasan pilihan
transportasi di daerah terpencil.

Transportasi yang efektif di wilayah terpencil juga harus
mempertimbangkan aksesibilitas bagi kelompok-kelompok
rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia, yang
sering kali lebih bergantung pada layanan transportasi untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari (Hasan, 2020). Hal ini
menekankan pentingnya perencanaan transportasi yang
inklusif dan berkelanjutan.

8.3.Jenis-jenis Transportasi Perintis
Transportasi perintis di wilayah terpencil mencakup
berbagai jenis moda transportasi, mulai dari transportasi darat,
laut, hingga udara. Setiap jenis transportasi memiliki peran
penting dalam menghubungkan wilayah terpencil dengan pusat
ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pengembangan
transportasi perintis tidak hanya membantu meningkatkan
konektivitas, tetapi juga mempercepat pertumbuhan sosial-
ekonomi di wilayah yang sebelumnya terisolasi. Dengan adanya
transportasi yang lebih baik, masyarakat di wilayah terpencil
dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan penting.
1. Transportasi Darat: Jalan Raya dan Infrastruktur Perintis
Transportasi darat merupakan salah satu moda
transportasi yang penting untuk menghubungkan kota kecil
terpencil dengan wilayah yang lebih berkembang. Di banyak
daerah terpencil, pembangunan jalan raya sering kali menjadi
proyek infrastruktur perintis pertama yang diinisiasi oleh
pemerintah. Jalan-jalan perintis ini berfungsi untuk
menghubungkan desa-desa atau kota-kota kecil dengan jalur
transportasi utama, seperti jalan nasional atau jalan provinsi.
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Menurut Siregar (2018), salah satu tantangan terbesar
dalam pembangunan jalan di wilayah terpencil adalah
kondisi geografis yang sulit, seperti di daerah pegunungan
dan hutan. Pembangunan jalan perintis sering kali
memerlukan investasi besar dan teknologi khusus untuk
mengatasi medan yang ekstrim. Selain itu, infrastruktur jalan
ini juga harus didukung dengan perawatan yang baik agar
dapat digunakan dalam jangka panjang, terutama mengingat
kondisi cuaca di beberapa wilayah terpencil yang sering kali
tidak menentu (Harahap, 2020).

Jalan raya perintis memiliki peran vital dalam
memfasilitasi distribusi barang dan mobilitas penduduk. Di
wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh transportasi laut
atau udara, jalan raya menjadi satu-satunya moda
transportasi yang menghubungkan penduduk dengan pasar
dan pusat layanan lainnya.

. Transportasi Laut: Pelabuhan dan Kapal Perintis

Di banyak wilayah kepulauan, transportasi laut menjadi
moda transportasi utama untuk menghubungkan daerah-
daerah terpencil. Pelabuhan perintis dan kapal-kapal kecil
memainkan peran penting dalam menyediakan jalur
transportasi yang andal bagi masyarakat di pulau-pulau
kecil. Menurut Hasibuan (2019), pembangunan pelabuhan
perintis di kepulauan terpencil sangat penting untuk
memastikan konektivitas laut yang berkelanjutan, terutama
untuk keperluan pengiriman barang dan layanan dasar.

Kapal-kapal perintis, yang sering kali merupakan kapal
kecil atau kapal cepat, memungkinkan distribusi logistik ke
pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau oleh kapal besar.
Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengoperasian
transportasi laut di wilayah terpencil antara lain adalah
kondisi cuaca yang tidak menentu, anggaran operasional
yang tinggi, dan keterbatasan infrastruktur pelabuhan yang
memadai (Pratama, 2021). Subsidi pemerintah sering kali

93



dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan transportasi
laut di daerah-daerah ini.
. Transportasi Udara: Bandara Kecil dan Pesawat Perintis

Transportasi udara juga menjadi solusi penting bagi
wilayah terpencil, terutama di daerah yang sulit diakses
melalui jalur darat dan laut. Pesawat perintis dan bandara
kecil berperan signifikan dalam menghubungkan wilayah-
wilayah yang memiliki topografi ekstrem atau yang terisolasi
karena faktor geografis. Menurut Setiawan (2020),
transportasi udara memberikan kecepatan dan akses yang
lebih baik ke wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau
oleh moda transportasi lain.

Bandara-bandara kecil yang dibangun di daerah terpencil
biasanya melayani penerbangan dengan pesawat
berkapasitas kecil, seperti pesawat jenis Twin Otter atau
Cessna. Bandara perintis ini juga sering kali menjadi titik
koneksi utama bagi distribusi barang-barang penting seperti
obat-obatan, makanan, dan bahan bakar ke wilayah terpencil.
Kendati demikian, transportasi udara di daerah terpencil
memiliki tantangan tersendiri, seperti biaya operasional yang
tinggi dan keterbatasan jumlah penerbangan yang dapat
dilayani (Syahputra, 2021).

. Transportasi Multimoda untuk Wilayah Terpencil

Salah satu pendekatan paling efektif untuk meningkatkan
konektivitas di wilayah terpencil adalah dengan
mengembangkan sistem transportasi multimoda, yaitu
kombinasi antara transportasi darat, laut, dan udara. Sistem
transportasi multimoda memungkinkan koordinasi yang
lebih baik antar berbagai jenis transportasi, sehingga
pergerakan barang dan orang dapat dilakukan dengan lebih
efisien.

Di wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan
integrasi antara moda transportasi laut dan darat, pelabuhan
kecil sering kali dihubungkan dengan jalan raya perintis yang
memungkinkan barang-barang yang tiba melalui laut dapat
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didistribusikan lebih jauh ke wilayah pedalaman. Menurut
Susanto (2018), integrasi multimoda memberikan solusi
transportasi yang lebih fleksibel dan dapat mengurangi
ketergantungan pada satu moda transportasi saja. Selain itu,
transportasi multimoda dapat membantu mengatasi
tantangan logistik yang ada di wilayah-wilayah terpencil
yang memiliki aksesibilitas terbatas.

Pengembangan transportasi multimoda di daerah
terpencil juga mendukung keberlanjutan ekonomi lokal,
dengan memungkinkan akses yang lebih baik ke pasar dan
sumber daya luar. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor
swasta sangat penting dalam menciptakan jaringan
transportasi multimoda yang efisien dan berkelanjutan di
wilayah-wilayah yang membutuhkan.

8.4.Strategi Pengembangan Transportasi Perintis
Pengembangan transportasi perintis di wilayah kota kecil
dan terpencil memerlukan pendekatan yang terencana dan
berkelanjutan. Strategi ini harus mempertimbangkan kondisi
geografis, kebutuhan sosial-ekonomi, serta kemampuan
pendanaan dan teknologi. Dalam hal ini, kolaborasi antara
berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun
swasta, menjadi faktor kunci. Selain itu, inovasi teknologi juga
diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam infrastruktur dan
operasional transportasi di daerah-daerah terpencil.
1. Pendekatan Perencanaan dan Desain Infrastruktur
Transportasi
Perencanaan dan desain infrastruktur transportasi
perintis harus memperhitungkan karakteristik wilayah
terpencil yang sering kali memiliki medan sulit dan kondisi
alam yang ekstrem. Menurut Sukamto (2020), pendekatan
berbasis kebutuhan lokal harus diutamakan, dengan
memperhatikan aksesibilitas, biaya, dan keberlanjutan jangka
panjang. Desain infrastruktur juga perlu disesuaikan dengan
kondisi topografi dan iklim di wilayah tersebut, agar
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infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi secara optimal
dan tahan lama.

Infrastruktur transportasi perintis biasanya terdiri dari
jalan perintis, pelabuhan kecil, dan bandara sederhana. Setiap
jenis infrastruktur ini membutuhkan pendekatan desain yang
spesifik. Misalnya, pembangunan jalan di daerah
pegunungan memerlukan teknik konstruksi yang berbeda
dengan jalan di dataran rendah karena adanya risiko longsor
dan kondisi tanah yang tidak stabil (Ramli, 2019). Selain itu,
fasilitas pelabuhan perintis di wilayah kepulauan harus
mampu menahan kondisi gelombang tinggi dan korosi laut.
Skema Pembiayaan Transportasi Perintis: Pemerintah,
Swasta, dan Kemitraan

Pembiayaan transportasi perintis sering kali menjadi
tantangan besar karena biaya yang tinggi dan keterbatasan
anggaran pemerintah. Oleh karena itu, berbagai skema
pembiayaan telah diterapkan untuk mengembangkan
infrastruktur di wilayah terpencil. Salah satu pendekatan
yang sering digunakan adalah Public-Private Partnership
(PPP), di mana sektor swasta dan pemerintah bekerja sama
untuk membiayai dan mengelola proyek transportasi.

Siregar (2021) menyoroti bahwa skema PPP dapat
membantu mengurangi beban fiskal pemerintah sambil
memastikan bahwa infrastruktur transportasi dapat
dibangun dan dioperasikan dengan standar yang baik. Di
banyak kasus, pemerintah memberikan insentif atau subsidi
untuk menarik investasi swasta dalam proyek transportasi
perintis. Selain PPP, ada juga mekanisme pembiayaan
melalui hibah internasional, terutama untuk wilayah yang
dianggap strategis secara ekonomi dan politik.

Pemerintah juga sering kali menyediakan skema
pendanaan khusus untuk transportasi perintis melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Dana
Desa, khususnya untuk pembangunan jalan dan jembatan di
daerah terpencil. Namun, pengawasan yang ketat diperlukan
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untuk memastikan bahwa dana ini digunakan secara efektif
dan tepat sasaran (Wijaya, 2020).
Tantangan dalam Implementasi Transportasi Perintis

Meskipun pengembangan transportasi perintis sangat
penting, implementasinya sering kali dihadapkan pada
berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah
medan yang sulit dan cuaca ekstrem, terutama di wilayah
pegunungan dan kepulauan terpencil. Selain itu, kurangnya
kapasitas teknis dan keterbatasan sumber daya manusia di
daerah terpencil dapat memperlambat proses pembangunan
infrastruktur (Nasution, 2019).

Tantangan lain adalah masalah logistik dan distribusi
material konstruksi. Wilayah terpencil yang sulit dijangkau
oleh transportasi darat sering kali menghadapi kesulitan
dalam mendatangkan bahan-bahan bangunan, yang dapat
menyebabkan keterlambatan proyek. Selain itu, biaya
operasional transportasi di daerah terpencil jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan wilayah perkotaan atau dataran
rendah, yang memerlukan perencanaan dan anggaran yang
lebih matang (Suwandi, 2021).

Tantangan regulasi juga dapat menjadi hambatan,
terutama terkait perizinan dan prosedur birokrasi yang
lambat. Proyek-proyek transportasi perintis sering kali
memerlukan koordinasi lintas kementerian dan instansi
pemerintah, yang jika tidak dilakukan dengan baik dapat
menimbulkan hambatan dalam implementasi.

Inovasi Teknologi dalam Transportasi Perintis

Inovasi teknologi merupakan salah satu cara untuk
mengatasi tantangan dalam pengembangan transportasi
perintis di wilayah terpencil. Teknologi modern dapat
membantu meningkatkan efisiensi pembangunan dan
operasional infrastruktur transportasi. Misalnya,
penggunaan material bangunan yang lebih ringan dan tahan
lama, seperti beton berteknologi tinggi atau bahan komposit,
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dapat mengurangi biaya transportasi dan mempercepat
proses konstruksi di medan yang sulit (Sugiyono, 2020).

Dalam hal transportasi laut dan udara, penggunaan
teknologi navigasi modern dapat membantu meningkatkan
keselamatan dan efisiensi operasi transportasi di wilayah
yang sulit dijangkau. Sistem pemantauan cuaca real-time dan
navigasi berbasis satelit dapat meminimalisir risiko
keterlambatan dan kecelakaan (Aditya, 2019). Selain itu,
pengembangan pesawat perintis berukuran kecil dan hemat
bahan bakar juga berkontribusi dalam mendukung
transportasi udara di daerah-daerah terpencil.

Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan logistik
juga semakin meningkat, seperti implementasi sistem
manajemen transportasi (Transportation Management
Systems) yang memungkinkan pengawasan dan koordinasi
yang lebih baik dalam distribusi barang dan pengelolaan
transportasi di wilayah terpencil (Firmansyah, 2021).

8.5.Dampak Transportasi Perintis terhadap Pembangunan
Wilayah Terpencil
Transportasi perintis memiliki dampak yang signifikan
terhadap pembangunan wilayah terpencil. Melalui peningkatan
konektivitas dan aksesibilitas, transportasi perintis mendorong
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses terhadap layanan
publik, serta memperhatikan dampak lingkungan. Oleh karena
itu, memahami dampak-dampak ini sangat penting untuk
merumuskan  kebijakan = yang  berkelanjutan = dalam
pengembangan wilayah terpencil.
1. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah
Terpencil
Salah satu dampak paling langsung dari pembangunan
transportasi perintis adalah peningkatan konektivitas dan
aksesibilitas wilayah terpencil. Dengan adanya infrastruktur
transportasi yang memadai, masyarakat di daerah terpencil
dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan dan sumber
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daya. Menurut Salim (2020), peningkatan aksesibilitas ini
tidak hanya mempercepat mobilitas penduduk, tetapi juga
meningkatkan interaksi sosial dan ekonomi antara daerah
terpencil dan pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya.

Konektivitas yang lebih baik juga membuka peluang bagi
pengembangan  infrastruktur  lain, seperti listrik,
telekomunikasi, dan layanan kesehatan. Misalnya,
pembangunan jalan perintis sering kali diikuti oleh
peningkatan akses terhadap jaringan listrik dan internet,
yang secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di daerah tersebut (Dewi, 2019).

. Dampak Ekonomi: Pengembangan Pasar dan Mobilitas

Transportasi perintis secara signifikan memengaruhi
ekonomi wilayah terpencil. Dengan adanya infrastruktur
transportasi yang baik, pelaku usaha di daerah tersebut dapat
memperluas pasar mereka, menjangkau konsumen baru, dan
meningkatkan volume perdagangan. Hal ini berkontribusi
pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat.

Tito (2021) mencatat bahwa akses yang lebih baik
terhadap pasar dapat mendorong perkembangan sektor
ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan
tangan. Masyarakat di  wilayah terpencil dapat
memanfaatkan hasil pertanian mereka dengan lebih efektif
dan efisien, serta mengekspor produk mereka ke pasar yang
lebih luas. Selain itu, transportasi yang baik juga
meningkatkan mobilitas tenaga kerja, memudahkan
masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar daerah mereka.
. Dampak Sosial: Akses terhadap Layanan Publik, Kesehatan,
dan Pendidikan

Dampak sosial dari transportasi perintis sangat penting,
terutama dalam hal akses terhadap layanan publik,
kesehatan, dan pendidikan. Transportasi yang baik
memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas
kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya yang
biasanya terletak di pusat-pusat urban. Menurut Nurhayati
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(2020), peningkatan akses ini berkontribusi pada perbaikan
kualitas kesehatan masyarakat, dengan lebih banyak individu
yang dapat memperoleh layanan medis tepat waktu.

Di bidang pendidikan, anak-anak di wilayah terpencil
dapat lebih mudah pergi ke sekolah. Transportasi yang baik
memastikan bahwa mereka tidak hanya memiliki akses ke
pendidikan formal, tetapi juga ke program-program
pelatihan dan pengembangan keterampilan. Hal ini penting
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di
daerah terpencil, yang pada gilirannya akan mendukung
pembangunan ekonomi daerah tersebut (Sari, 2021).

. Dampak Lingkungan: Keberlanjutan dan Pengelolaan Risiko

Meskipun transportasi perintis membawa banyak
manfaat, ada juga dampak lingkungan yang perlu
diperhatikan. Pembangunan infrastruktur transportasi dapat
mengubah pola penggunaan lahan, yang dapat berkontribusi
pada deforestasi, pencemaran, dan penurunan kualitas
lingkungan hidup. Oleh karena itu, penting untuk
mengembangkan strategi yang berkelanjutan dalam
pembangunan transportasi perintis.

Fauzi (2022) menekankan perlunya melakukan analisis

dampak lingkungan sebelum memulai proyek transportasi,
agar potensi risiko dapat diidentifikasi dan dikelola dengan
baik. Misalnya, penerapan teknologi ramah lingkungan
dalam konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan
bahan bangunan yang berkelanjutan, dapat mengurangi
dampak negatif terhadap lingkungan.
Selain itu, pengelolaan risiko bencana juga menjadi penting
dalam konteks transportasi perintis, terutama di daerah
rawan bencana seperti tanah longsor dan banjir. Dengan
infrastruktur yang dirancang untuk tahan terhadap bencana,
masyarakat di wilayah terpencil dapat lebih siap menghadapi
risiko yang ada (Yusuf, 2020).

100



8.6.Studi Kasus: Implementasi Transportasi Perintis di Kota
Kecil Terpencil
Implementasi transportasi perintis di kota kecil terpencil
di Indonesia memberikan wawasan yang berharga tentang
tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam meningkatkan
aksesibilitas dan konektivitas. Dalam sub-bab ini, akan dibahas
beberapa studi kasus yang mencakup berbagai mode
transportasi, yaitu transportasi darat, laut, dan udara.
1. Studi Kasus Transportasi Darat di Wilayah Pegunungan
Di wilayah pegunungan, pembangunan jalan perintis
sering kali menjadi tantangan yang kompleks karena kondisi
geografis yang sulit. Misalnya, di daerah Pegunungan
Jayawijaya, Papua, program pembangunan jalan perintis
berhasil meningkatkan konektivitas antar desa yang
sebelumnya terisolasi. Akses jalan yang dibangun tidak
hanya mempermudah transportasi barang dan orang, tetapi
juga memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan
pendidikan yang lebih baik (Hasan, 2021).
2. Studi Kasus Transportasi Laut di Kepulauan Terpencil
Transportasi laut memainkan peran krusial dalam
menghubungkan pulau-pulau kecil di Indonesia. Di
Kepulauan Seribu, Jakarta, pengembangan pelabuhan kecil
dan penggunaan kapal perintis telah meningkatkan akses
masyarakat terhadap barang dan jasa. Keberadaan kapal
perintis memungkinkan distribusi hasil laut dan produk lokal
ke pasar yang lebih besar, sehingga meningkatkan
perekonomian  lokal.  Namun, tantangan  dalam
operasionalisasi transportasi laut tetap ada, termasuk
masalah keterjangkauan dan frekuensi pelayanan (Rizal,
2020).
3. Studi Kasus Transportasi Udara di Wilayah Terisolasi
Transportasi udara sering kali menjadi satu-satunya cara
untuk mengakses wilayah yang sangat terisolasi, seperti di
Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan bandara
kecil di wilayah ini telah memberikan dampak yang
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signifikan dalam meningkatkan mobilitas penduduk dan
akses terhadap layanan penting. Penerbangan perintis yang
dilayani oleh maskapai lokal memungkinkan masyarakat
untuk melakukan perjalanan ke kota besar untuk pendidikan
dan layanan kesehatan. Namun, tantangan biaya operasional
dan keberlanjutan rute penerbangan menjadi perhatian
utama (Fadilah, 2021).
4. Pelajaran dari Implementasi Transportasi Perintis

Dari berbagai studi kasus di atas, dapat disimpulkan
bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek
transportasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas
dan keberlanjutan infrastruktur yang dibangun. Selain itu,
evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap proyek
yang telah dilaksanakan perlu dilakukan untuk memastikan
bahwa infrastruktur transportasi dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat dan beradaptasi dengan perubahan
kondisi.

8.7.Rekomendasi untuk Pengembangan Transportasi Perintis
di Masa Depan
Pengembangan transportasi perintis di kota kecil terpencil
memerlukan perhatian serius dan strategi yang berkelanjutan
untuk memastikan keberlanjutan serta efektivitas infrastruktur
yang ada. Dalam sub-bab ini, akan dijelaskan beberapa
rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem
transportasi perintis di masa depan.
1. Optimalisasi Infrastruktur dan Teknologi Transportasi
Optimalisasi infrastruktur transportasi sangat penting
untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Salah satu
langkah yang direkomendasikan adalah penerapan teknologi
canggih dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur.
Penggunaan data geospasial dan sistem informasi geografis
(SIG) dapat membantu dalam pemetaan dan analisis
kebutuhan transportasi di wilayah terpencil (Utomo, 2020).
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Selain itu, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam
pembangunan infrastruktur, seperti penggunaan material
daur ulang, juga perlu dipertimbangkan untuk
meningkatkan keberlanjutan proyek transportasi.
Peningkatan Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan sektor
swasta sangat penting dalam pengembangan transportasi
perintis. Melalui skema kemitraan publik-swasta (KPS),
proyek-proyek transportasi dapat memperoleh pendanaan
dan dukungan teknis yang lebih baik. Kolaborasi ini juga
memungkinkan inovasi dalam pengelolaan dan operasional
transportasi, yang dapat mempercepat pembangunan
infrastruktur (Sari, 2021). Pemerintah perlu menciptakan
iklim yang kondusif bagi investasi swasta dengan
memberikan insentif dan kemudahan perizinan.
Kebijakan yang Mendukung Keberlanjutan Transportasi
Perintis

Kebijakan yang mendukung keberlanjutan transportasi
perintis harus menjadi prioritas dalam pengembangan
infrastruktur. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang
mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan
serta mengintegrasikan transportasi perintis dalam rencana
tata ruang dan pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan
insentif bagi masyarakat yang menggunakan transportasi
umum juga perlu diterapkan untuk mengurangi
ketergantungan pada kendaraan pribadi (Pramudito, 2022).
Arah Pengembangan Transportasi Perintis untuk Wilayah
Terpencil di Masa Depan

Arah pengembangan transportasi perintis ke depan harus
berfokus pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas
bagi masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan sistem
transportasi multimoda yang mengintegrasikan berbagai
jenis transportasi (darat, laut, dan udara) dalam satu jaringan
yang efisien. Penelitian lebih lanjut tentang karakteristik
kebutuhan transportasi di wilayah terpencil juga diperlukan
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untuk merancang solusi yang tepat dan berkelanjutan
(Indrawati, 2021). Selain itu, pelibatan masyarakat dalam
perencanaan dan pengelolaan transportasi akan memperkuat
keberhasilan proyek dan memastikan bahwa kebutuhan lokal
terpenuhi.
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BAB

Pembangunan Terminal
dan Fasilitas Pendukung
Transportasi

9.1.Pendahuluan

Pembangunan terminal dan fasilitas pendukung transportasi
merupakan bagian penting dari infrastruktur yang menunjang
mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Terminal
berfungsi sebagai simpul transportasi yang mengintegrasikan
berbagai moda angkutan, seperti bus, kereta api, dan pesawat,
sehingga mempermudah perpindahan penumpang maupun barang.
Oleh karena itu, perencanaan dan pengembangan terminal yang
modern, aman, dan efisien menjadi krusial untuk mengoptimalkan
fungsi transportasi publik dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Fasilitas pendukung transportasi, seperti area parkir, tempat
istirahat, serta sistem informasi dan tiket otomatis, sangat berperan
dalam meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi pengguna.
Selain mendukung kelancaran operasional terminal, fasilitas ini juga
diharapkan mampu mengurangi waktu tunggu dan mempercepat
alur pergerakan penumpang. Dalam konteks urbanisasi yang
semakin pesat, adanya terminal yang terhubung dengan baik ke
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jaringan transportasi lainnya akan mengurangi kemacetan dan
polusi.

Pembangunan terminal tidak hanya tentang menyediakan
fasilitas fisik, tetapi juga mencakup pengelolaan yang tepat dan
berkelanjutan. Penggunaan teknologi modern seperti sistem
manajemen lalu lintas dan energi terbarukan diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak
lingkungan. Keberhasilan pembangunan terminal yang terintegrasi
dengan baik akan mendorong terciptanya konektivitas yang lebih
baik antara wilayah-wilayah, sekaligus mendukung pertumbuhan
sosial dan ekonomi yang inklusif.

9.2.Gambaran Umum Mengenai Pentingnya Terminal dalam
Sistem Transportasi Perkotaan
Terminal merupakan elemen krusial dalam sistem transportasi
perkotaan, terutama di kota-kota kecil yang seringkali menghadapi
keterbatasan infrastruktur dan layanan transportasi. Keberadaan
terminal tidak hanya berfungsi sebagai titik perhentian, tetapi juga
sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi. Terminal berperan
sebagai simpul utama yang menghubungkan berbagai moda
transportasi, seperti bus, taksi, dan angkutan kota, sehingga
memudahkan pergerakan masyarakat. Menurut Arifin (2021),
terminal yang baik mampu meningkatkan efisiensi mobilitas dan
mengurangi waktu perjalanan, yang sangat penting dalam
mendukung aktivitas ekonomi lokal dan kualitas hidup masyarakat.
1. Fungsi Utama Terminal dalam Menghubungkan Moda
Transportasi di Kota Kecil
Di kota kecil, terminal memainkan fungsi yang lebih signifikan
dibandingkan dengan kota besar. Terminal bukan hanya
berfungsi sebagai tempat berkumpulnya penumpang, tetapi juga
sebagai jembatan penghubung antara berbagai jenis transportasi.
Misalnya, terminal bus di kota kecil seringkali menjadi satu-
satunya akses bagi warga untuk menjangkau kota-kota lain, pusat
perbelanjaan, atau fasilitas publik lainnya. Sebagaimana
dijelaskan dalam penelitian oleh Sari dan Rahman (2022), terminal
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berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas, terutama bagi
masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Dalam banyak
kasus, terminal juga menyediakan fasilitas penunjang seperti
tempat parkir, area tunggu, dan pusat informasi, yang sangat
penting bagi pengguna transportasi umum.
Perbedaan Terminal di Kota Besar dan Kota Kecil, serta
Tantangan Khusus di Kota Kecil

Meskipun fungsi terminal secara umum serupa, terdapat
perbedaan yang signifikan antara terminal di kota besar dan
kota kecil. Terminal di kota besar biasanya lebih besar, lebih
kompleks, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang lebih
lengkap. Misalnya, terminal-terminal di Jakarta seperti
Terminal Pulo Gebang tidak hanya melayani bus
antarprovinsi, tetapi juga terintegrasi dengan moda
transportasi lain seperti KRL dan MRT. Sebaliknya, terminal
di kota kecil seringkali memiliki ukuran yang lebih kecil dan
fasilitas yang terbatas, dengan fokus pada pelayanan dasar.

Tantangan yang dihadapi terminal di kota kecil cukup
beragam. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan
anggaran dari pemerintah daerah untuk pemeliharaan dan
pengembangan infrastruktur. Banyak terminal di kota kecil
yang mengalami penurunan kualitas fasilitas dan layanan
akibat kurangnya dana. Hal ini dapat berdampak negatif pada
kenyamanan pengguna dan pada akhirnya mengurangi
jumlah penumpang yang menggunakan transportasi umum.
Penelitian oleh Putra (2023) menunjukkan bahwa kurangnya
perhatian terhadap pemeliharaan terminal berkontribusi pada
ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan transportasi
umum, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat
penggunaan transportasi publik di kota-kota kecil.
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Makale, Tana Toraja (Tribun Timur.com, 2022)

Secara keseluruhan, terminal memiliki peran yang sangat
penting dalam sistem transportasi di kota kecil. Fungsi terminal
sebagai penghubung antara berbagai moda transportasi sangat
vital untuk mendukung mobilitas masyarakat. Namun,
tantangan yang dihadapi oleh terminal di kota kecil, seperti
keterbatasan anggaran dan fasilitas, perlu diatasi untuk
meningkatkan efektivitas dan kenyamanan layanan transportasi.
Dengan perhatian dan investasi yang tepat, terminal dapat
berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan
sosial di kota-kota kecil di Indonesia.

9.3.Perencanaan Lokasi Terminal yang Strategis
1. Kiriteria Pemilihan Lokasi Terminal yang Efisien dan Strategis
Pemilihan lokasi terminal merupakan langkah krusial dalam
perencanaan sistem transportasi, terutama di kota kecil. Beberapa
kriteria penting dalam memilih lokasi terminal yang efisien dan
strategis meliputi:
a. Aksesibilitas: Lokasi terminal harus mudah diakses oleh
berbagai moda transportasi, seperti bus, angkutan kota, dan
kendaraan pribadi. Terminal yang terletak di jalur utama atau
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dekat pusat kegiatan masyarakat akan lebih mudah
dijangkau oleh pengguna.

Ketersediaan Ruang: Terminal membutuhkan ruang yang
cukup untuk menampung berbagai fasilitas, seperti area
parkir, jalur bus, dan ruang tunggu. Lokasi harus memiliki
cukup luas agar tidak mengganggu arus lalu lintas di
sekitarnya.

Proyeksi  Pertumbuhan: = Memperhatikan  rencana
pengembangan kawasan di masa depan juga penting.
Terminal yang terletak di area yang direncanakan untuk
berkembang akan menjadi lebih relevan seiring dengan
meningkatnya jumlah pengguna transportasi.

Keamanan dan Kenyamanan: Lokasi terminal harus aman
dan nyaman bagi pengguna. Area yang terisolasi atau tidak
terawat dapat menurunkan minat masyarakat untuk
menggunakan transportasi umum.

Keterhubungan dengan Fasilitas Umum: Terminal yang
terintegrasi dengan fasilitas publik seperti pasar, sekolah, dan
pusat kesehatan akan meningkatkan fungsi sosialnya.

Analisis Kebutuhan Transportasi dan Pola Pergerakan
Penduduk

Analisis kebutuhan transportasi di kota kecil harus dilakukan

dengan mempertimbangkan pola pergerakan penduduk. Data
demografis, seperti jumlah penduduk, distribusi usia, dan
kepadatan penduduk, memainkan peran penting dalam
menentukan kebutuhan transportasi.

a.

Survei  Pergerakan: = Melakukan  survei  untuk
mengumpulkan data mengenai rute perjalanan harian
masyarakat. Ini dapat mencakup informasi tentang tujuan
perjalanan, moda transportasi yang digunakan, serta waktu
perjalanan. Hasil survei akan membantu merancang layanan
transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pola Mobilitas: Memahami pola mobilitas di masyarakat
dapat membantu dalam merencanakan lokasi terminal yang
tepat. Misalnya, jika mayoritas penduduk bergerak menuju
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pusat kota atau area industri, terminal sebaiknya
ditempatkan di dekat titik-titik tersebut untuk memudahkan
akses.

c. Ketersediaan Alternatif Moda Transportasi: Analisis juga
harus mempertimbangkan ketersediaan moda transportasi
alternatif. Jika terdapat layanan angkutan desa atau sistem
transportasi berbasis aplikasi, lokasi terminal harus mampu
berintegrasi dengan moda-moda tersebut.

3. Dampak Lokasi Terminal terhadap Pengembangan Kawasan

Perkotaan
Lokasi terminal yang tepat dapat memiliki dampak

signifikan terhadap pengembangan kawasan perkotaan.

Beberapa dampak positifnya meliputi:

a. Peningkatan Aksesibilitas: Terminal yang strategis dapat
meningkatkan  aksesibilitas kawasan, = memudahkan
masyarakat untuk menjangkau berbagai fasilitas publik dan
pusat ekonomi. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong
pertumbuhan bisnis lokal.

b. Revitalisasi Area Terpencil: Penempatan terminal di area
yang kurang berkembang dapat membantu merangsang
pertumbuhan ekonomi lokal. Fasilitas seperti toko dan
restoran cenderung tumbuh di sekitar terminal, menciptakan
aktivitas ekonomi baru.

c. Pengurangan Kemacetan Lalu Lintas: Dengan menyediakan
terminal di lokasi yang strategis, arus lalu lintas dapat
dikelola dengan lebih baik. Terminal yang terintegrasi dapat
mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi
kemacetan dan polusi di pusat kota.

d. Kualitas Hidup yang Lebih Baik: Keberadaan terminal yang
terencana dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup
masyarakat. Dengan memudahkan akses ke transportasi
umum, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam
mobilitas, sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan
pendidikan.
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Secara keseluruhan, perencanaan lokasi terminal yang
strategis adalah faktor penting dalam membangun sistem
transportasi yang efektif dan efisien di kota-kota kecil. Dengan
memenuhi kriteria pemilihan lokasi yang tepat, melakukan analisis
kebutuhan transportasi yang mendalam, serta mempertimbangkan
dampak terhadap pengembangan kawasan, terminal dapat
berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi
Masyarakat.

9.4.Desain dan Tata Letak Terminal yang Efektif
1. Prinsip-Prinsip Desain Terminal yang Mendukung Kelancaran

Operasional
Desain terminal yang efektif merupakan elemen kunci dalam

memastikan kelancaran operasional transportasi umum.

Beberapa prinsip desain yang harus diperhatikan meliputi:

a. Fleksibilitas: Desain terminal harus mampu beradaptasi
dengan perubahan kebutuhan layanan transportasi. Hal ini
penting untuk mengakomodasi fluktuasi jumlah penumpang
dan variasi moda transportasi yang dapat muncul di masa
depan. Terminal yang fleksibel memungkinkan penambahan
fasilitas baru atau perubahan layout tanpa mengganggu
operasi yang sedang berlangsung.

b. Aksesibilitas: Setiap desain terminal harus
mempertimbangkan aksesibilitas bagi semua pengguna,
termasuk penyandang disabilitas. Rute yang jelas dan
fasilitas seperti jalur landai, lift, dan area khusus sangat
penting untuk memastikan kenyamanan semua penumpang,.

c. Keamanan: Desain terminal harus mencakup elemen
keamanan yang baik, seperti pengawasan CCTV, penerangan
yang memadai, dan jalur evakuasi yang jelas. Ini untuk
memberikan rasa aman kepada pengguna, terutama pada
jam-jam sibuk dan malam hari.

d. Keterpaduan: Terminal harus dirancang untuk terintegrasi
dengan moda transportasi lain, seperti bus, kereta, dan
angkutan umum lainnya. Keterpaduan ini membantu
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meminimalkan ~ waktu transfer bagi penumpang,
menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih efisien.

2. Tata Letak Fasilitas

Tata letak fasilitas terminal memainkan peran penting dalam

kelancaran operasional. Beberapa elemen penting dalam tata
letak fasilitas adalah:

a.

Area Penumpang: Area tunggu untuk penumpang harus
dirancang agar nyaman dan cukup luas untuk menampung
jumlah penumpang yang tinggi. Penyediaan tempat duduk
yang memadai, akses ke fasilitas informasi, serta
kenyamanan suhu dan pencahayaan sangat penting.

Jalur Bus atau Angkutan Umum: Jalur bus harus dirancang
dengan mempertimbangkan aliran lalu lintas yang efisien.
Jalur masuk dan keluar harus jelas, dengan tanda-tanda yang
mudah dibaca. Pemisahan jalur bus dari kendaraan pribadi
dan moda transportasi lainnya juga penting untuk
menghindari kemacetan.

Area Parkir: Area parkir harus dirancang dengan
mempertimbangkan kenyamanan penumpang dan efisiensi
penggunaan ruang. Tempat parkir kendaraan pribadi,
sepeda, dan angkutan umum harus disediakan, serta sistem
pengelolaan parkir yang efektif untuk memudahkan
pengguna.

Fasilitas Penunjang: Fasilitas seperti toilet, pusat informasi,
kios makanan, dan ATM harus ditempatkan di lokasi
strategis untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.
Penempatan fasilitas ini harus mempertimbangkan aliran
penumpang agar mudah diakses.

3. Pemanfaatan Teknologi dalam Desain Terminal Modern

Pemanfaatan teknologi dalam desain terminal modern dapat

meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna.
Beberapa contoh pemanfaatan teknologi meliputi:

a.

Sistem Informasi Digital: Penggunaan papan informasi
digital untuk menampilkan jadwal keberangkatan dan
kedatangan bus, informasi rute, dan harga tiket. Hal ini
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membantu penumpang dalam merencanakan perjalanan

mereka dengan lebih baik.

b. Aplikasi Mobile: Aplikasi yang menyediakan informasi real-
time mengenai transportasi umum, memungkinkan
penumpang untuk memantau posisi bus dan menghindari
waktu tunggu yang lama. Beberapa terminal juga mulai
mengembangkan aplikasi untuk memudahkan pembelian
tiket secara online.

c. Sistem Keamanan Modem: Integrasi teknologi seperti
pengawasan CCTV, sensor gerak, dan alarm kebakaran dapat
meningkatkan keamanan terminal. Sistem ini dapat
membantu otoritas dalam memantau kondisi terminal secara
real-time dan memberikan respons cepat terhadap situasi
darurat.

d. Sistem Manajemen Parkir: Teknologi manajemen parkir
dapat digunakan untuk memantau ketersediaan tempat
parkir dan memberikan informasi kepada pengemudi
melalui aplikasi atau papan informasi di terminal. Ini
membantu mengurangi kemacetan dan mempercepat proses
parkir.

Dengan menerapkan prinsip desain yang baik, tata letak
fasilitas yang strategis, serta pemanfaatan teknologi modern,
terminal dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan
pengguna dengan lebih efektif. Desain yang baik tidak hanya akan
meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga efisiensi
operasional terminal dalam jangka panjang.
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Gambar 9.2. Penerapan Sistem Keamanan Modern Terminal
(www logistiknews.id, 2022)

9.5.Fasilitas Pendukung: Aksesibilitas dan Kenyamanan
Penumpang
1. Fasilitas Dasar yang Harus Tersedia di Terminal
Fasilitas pendukung di terminal transportasi memainkan
peran penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang
positif. Beberapa fasilitas dasar yang wajib ada di terminal
meliputi:

a. Toilet: Fasilitas toilet yang bersih dan terawat sangat penting
untuk kenyamanan penumpang. Keberadaan toilet harus
diperhitungkan dalam perencanaan terminal dengan jumlah
yang memadai berdasarkan kapasitas penumpang. Desain
toilet harus mempertimbangkan privasi dan keamanan, serta
dilengkapi dengan akses air bersih dan sanitasi yang baik.

b. Ruang Tunggu: Ruang tunggu yang nyaman menjadi
kebutuhan penting bagi penumpang yang menunggu
keberangkatan transportasi. Fasilitas ini sebaiknya dilengkapi
dengan kursi yang nyaman, penerangan yang baik, dan
ventilasi udara. Penempatan ruang tunggu yang strategis
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dekat dengan area keberangkatan akan memudahkan
penumpang.

Informasi: Terminal harus menyediakan pusat informasi
yang jelas dan mudah diakses. Papan informasi digital yang
menampilkan jadwal kedatangan dan keberangkatan, rute
transportasi, serta layanan pelanggan sangat penting untuk
membantu penumpang merencanakan perjalanan mereka.
Fasilitas Lainnya: Fasilitas seperti area makan, mesin penjual
otomatis, dan kios untuk membeli tiket juga meningkatkan
kenyamanan penumpang. Penyediaan ruang istirahat dan
area bagi penumpang untuk berkumpul dapat memberikan
suasana yang lebih ramah.

2. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok
Rentan

Meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan

kelompok rentan merupakan aspek penting dalam desain
terminal. Beberapa langkah yang perlu diambil meliputi:

a.

Desain Ramah Disabilitas: Terminal harus dirancang
dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas. Hal ini mencakup penggunaan ramp, lift, dan
jalur landai yang memudahkan akses ke area penting. Semua
fasilitas, termasuk toilet, harus dapat diakses oleh pengguna
kursi roda.

Tanda dan Petunjuk yang Jelas: Penggunaan tanda yang
jelas dan mudah dipahami sangat penting untuk membantu
penumpang, terutama bagi mereka yang mengalami
gangguan penglihatan. Tanda dalam bentuk braille atau
suara dapat sangat membantu.

Pelayanan Khusus: Penyediaan layanan khusus, seperti
petugas yang siap membantu penyandang disabilitas atau
kelompok rentan, dapat meningkatkan pengalaman mereka
di terminal. Pelayanan ini mencakup bantuan saat boarding
atau penurunan penumpang,.

3. Peran Fasilitas Pendukung dalam Meningkatkan Kenyamanan
dan Daya Tarik Transportasi Umum
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Fasilitas pendukung yang baik tidak hanya meningkatkan
kenyamanan penumpang, tetapi juga dapat meningkatkan daya
tarik penggunaan transportasi umum. Beberapa peran yang
dapat dimainkan fasilitas ini meliputi:

a. Meningkatkan Pengalaman Penumpang: Fasilitas yang
lengkap dan nyaman membantu menciptakan pengalaman
perjalanan yang positif. Ketika penumpang merasa nyaman
dan aman di terminal, mereka lebih cenderung
menggunakan transportasi umum secara rutin.

b. Mengurangi Ketidakpuasan: Dengan menyediakan fasilitas
dasar yang memadai, ketidakpuasan penumpang dapat
diminimalkan. Terminal yang bersih, terawat, dan memiliki
fasilitas yang memadai akan menciptakan kesan positif di
benak pengguna.

c¢. Mendorong Penggunaan Transportasi Umum: Terminal
yang memiliki fasilitas pendukung yang baik dapat menarik
lebih banyak penumpang untuk beralih dari kendaraan
pribadi ke transportasi umum. Hal ini sangat penting dalam
mengurangi kemacetan lalu lintas dan dampak lingkungan.

d. Memperkuat Identitas Lokal: Fasilitas pendukung yang
dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik lokal
dapat menciptakan identitas yang kuat bagi terminal
tersebut. Misalnya, penempatan karya seni lokal atau area
yang mencerminkan budaya daerah dapat memberikan nilai
tambah bagi pengguna.

Secara keseluruhan, fasilitas pendukung di terminal
transportasi merupakan elemen penting dalam menciptakan
kenyamanan dan aksesibilitas bagi penumpang. Dengan
menyediakan fasilitas dasar yang memadai, memperhatikan
aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan,
serta meningkatkan daya tarik transportasi umum, terminal dapat
berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
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9.6.Integrasi Terminal dengan Moda Transportasi Lain

Integrasi terminal dengan moda transportasi lain merupakan
langkah penting dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien
dan berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi integrasi yang baik,
memperhatikan peran angkutan penunjang, dan mengambil
pelajaran dari contoh keberhasilan di kota-kota kecil lainnya,
terminal dapat berfungsi sebagai pusat mobilitas yang efektif dan
meningkatkan daya tarik penggunaan transportasi umum.

1. Strategi Integrasi Terminal dengan Moda Transportasi Lokal dan

Regional
Integrasi terminal dengan berbagai moda transportasi, baik

lokal maupun regional, sangat penting untuk menciptakan

sistem transportasi yang efisien dan terhubung. Beberapa strategi
yang dapat diterapkan meliputi:

a. Perencanaan Bersama: Melibatkan berbagai pemangku
kepentingan dalam perencanaan terminal dan moda
transportasi  lainnya. ~Pemerintah  daerah, operator
transportasi, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk
merancang sistem yang terintegrasi, sehingga semua moda
transportasi dapat berfungsi secara sinergis.

b. Pembuatan Koridor Transportasi: Menentukan koridor
transportasi  yang jelas dan  terhubung,  yang
menghubungkan terminal dengan stasiun kereta, halte bus,
dan titik-titik penting lainnya. Penempatan jalur transportasi
yang logis dan mudah dijangkau akan memudahkan transisi
penumpang antar moda.

c. Sistem Pembayaran Terintegrasi: Mengembangkan sistem
pembayaran terintegrasi yang memungkinkan penumpang
untuk menggunakan satu tiket atau kartu untuk berbagai
moda transportasi. Ini akan mengurangi kompleksitas dalam
penggunaan transportasi umum dan mendorong lebih
banyak orang untuk beralih dari kendaraan pribadi.

d. Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi
informasi untuk memberikan informasi real-time mengenai
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keberangkatan dan kedatangan berbagai moda transportasi
di terminal. Aplikasi mobile atau papan informasi digital
dapat membantu penumpang merencanakan perjalanan
mereka dengan lebih baik.

2. Pentingnya Integrasi dengan Angkutan Penunjang seperti Ojek,
Taksi, atau Sepeda

Integrasi dengan angkutan penunjang, seperti ojek, taksi, dan

sepeda, juga sangat penting untuk menciptakan aksesibilitas
yang lebih baik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa

integrasi ini krusial:

a.

Mobilitas yang Fleksibel: Angkutan penunjang memberikan
fleksibilitas tambahan bagi penumpang untuk mencapai
tujuan akhir mereka setelah menggunakan moda transportasi
utama. Dengan adanya ojek atau taksi di sekitar terminal,
penumpang dapat dengan mudah melanjutkan perjalanan
mereka tanpa harus berjalan jauh.

Pengurangan Kemacetan: Dengan menawarkan alternatif
angkutan penunjang, penumpang cenderung menggunakan
transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Ini dapat
membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di area sekitar
terminal.

Daya Tarik Transportasi Umum: Integrasi yang baik dengan
angkutan penunjang akan meningkatkan daya tarik
penggunaan transportasi umum. Penumpang akan lebih
tertarik untuk menggunakan transportasi publik jika mereka
tahu bahwa ada opsi lain yang mudah diakses untuk
melanjutkan perjalanan mereka.

Rute yang Optimal: Angkutan penunjang dapat membantu
mengisi kekurangan layanan transportasi di daerah-daerah
yang kurang terlayani oleh moda transportasi utama. Ini
membantu menciptakan jaringan transportasi yang lebih
lengkap dan efisien.

3. Contoh Keberhasilan Integrasi Terminal dari Kota-Kota Kecil di
Dunia
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Beberapa kota kecil di dunia telah berhasil menerapkan
integrasi terminal dengan moda transportasi lain. Berikut adalah
beberapa contoh:

a. Plymouth, Inggris: Kota ini memiliki sistem transportasi yang
sangat terintegrasi, di mana terminal bus dan kereta
terhubung dengan baik. Penumpang dapat menggunakan
satu kartu untuk semua moda transportasi, yang
memudahkan mereka dalam merencanakan perjalanan.
Selain itu, layanan ojek dan taksi juga tersedia di dekat
terminal, memberikan opsi tambahan untuk mobilitas.

b. Kebenhavn, Denmark: Di Kopenhagen, terminal transportasi
dirancang untuk memudahkan integrasi dengan sistem
sepeda. Terdapat banyak fasilitas parkir sepeda di sekitar
terminal, serta penyewaan sepeda yang dapat diakses
dengan mudah. Hal ini mendorong warga untuk
menggunakan sepeda sebagai moda transportasi utama
untuk mencapai terminal.

c. Burlington, Vermont, AS: Kota ini berhasil mengintegrasikan
terminal bus dengan angkutan umum lokal, seperti shuttle
dan ojek. Selain itu, ada program bagi pengguna untuk
menyewa sepeda dari terminal, yang meningkatkan
aksesibilitas bagi penumpang yang ingin melanjutkan
perjalanan mereka.
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Gambar 9.3. Peta Jaringan Transportasi Terintegrasi Provinsi Bali

(Pemprov. Bali, 2023)

9.7.Regulasi dan Standar Pembangunan Terminal

1

Peraturan Pemerintah Terkait Pembangunan dan Pengelolaan
Terminal

Pembangunan terminal transportasi di Indonesia, baik
terminal angkutan umum darat, laut, maupun udara, diatur oleh
sejumlah peraturan pemerintah dan regulasi dari kementerian
terkait. Peraturan ini mencakup aspek teknis, tata ruang,
pengelolaan lingkungan, dan izin operasional. Sebagai contoh,
dalam bidang transportasi darat, pembangunan terminal harus
merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Angkutan Jalan. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap
terminal harus dibangun sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan memiliki fasilitas yang memadai untuk
penumpang serta kendaraan.
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Peraturan terkait pengelolaan terminal juga mencakup
Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur, yang memungkinkan pemerintah bekerja sama
dengan pihak swasta untuk membangun dan mengelola
terminal. Model kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas dan
efisien.

Selain itu, pembangunan terminal di wilayah perkotaan
harus mematuhi peraturan daerah setempat, misalnya tentang
analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang mengatur dampak
lalu lintas, kebisingan, dan limbah dari operasional terminal
terhadap lingkungan sekitar.

Standar Keselamatan dan Keamanan yang Harus Diterapkan
di Terminal

Keselamatan dan keamanan di terminal adalah prioritas
utama, mengingat tingginya interaksi antara kendaraan,
penumpang, dan barang. Standar keselamatan yang harus
diterapkan mengacu pada regulasi nasional serta standar
internasional, seperti International Safety Management (ISM)
Code untuk terminal pelabuhan. Dalam konteks terminal darat,
standar keselamatan diatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 yang meliputi aspek desain
bangunan, penyediaan fasilitas evakuasi, sistem proteksi
kebakaran, dan pengelolaan risiko kecelakaan.

Keamanan di terminal juga sangat penting untuk melindungi
penumpang dan mencegah tindakan kriminal atau teroris.
Misalnya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020
tentang Penanganan Keamanan Terminal mengatur tentang
penggunaan CCTV, personel keamanan yang terlatih, dan
prosedur penanganan ancaman. Standar keamanan tersebut
harus diterapkan tidak hanya di terminal angkutan darat tetapi
juga di pelabuhan dan bandara, dengan pengawasan yang ketat
dari aparat hukum.
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3. Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pembangunan dan
Operasional Terminal
Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah
ditetapkan, pengawasan dan penegakan hukum menjadi bagian
penting dalam pembangunan dan operasional terminal.
Kementerian Perhubungan bertanggung jawab dalam melakukan
inspeksi berkala terhadap fasilitas terminal, mengevaluasi
keamanan bangunan, dan memastikan semua aturan dijalankan
dengan baik. Dalam praktiknya, pemerintah sering bekerja sama
dengan lembaga swasta, kepolisian, dan pemda untuk
mengawasi operasional sehari-hari di terminal, memastikan
keamanan, dan menangani masalah-masalah seperti kepadatan,
pelanggaran lalu lintas, atau keselamatan penumpang.
Penegakan hukum terkait pelanggaran dalam pembangunan
terminal umumnya dilakukan melalui peraturan daerah atau
undang-undang transportasi nasional. Jika ditemukan adanya
pelanggaran, seperti pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi
atau operasional yang mengabaikan standar keselamatan, pihak
yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi administratif
atau hukum. Contoh yang cukup menonjol adalah pelanggaran
terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, di mana pembangunan atau
operasional terminal yang tidak memenuhi syarat dapat
dihentikan atau dibekukan oleh pemerintah daerah atau pusat.
Pengawasan juga dilakukan dalam bentuk audit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai efisiensi penggunaan
dana publik dalam pembangunan terminal. Hasil audit ini sering
menjadi dasar bagi perbaikan regulasi atau kebijakan lebih lanjut.
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.10

Peran Transportasi Non-
Motorized di Kota Kecil

10.1. Pendahuluan

Kota yang memiliki jumlah penduduk antara 20.000
hingga 50.000 jiwa merupakan kota yang kategorikan sebagai
kota kecil, Dengan jumlah penduduk yang kurang dari 50.000
hampir dipastikan bahwa mobilitas penduduk juga kecil namun
kondisi tersebut akan bergantung pada luasan setiap kota.

Karakteristik yang banyak dijumpai saat ini kota dengan
penduduk dibawah 50.000 ribu biasanya memiliki karakter yang
unik seperti jarak antar desa yang jauh sehingga pusat kota tidak
terpusat pada satu wilayah, kemudian jumlah penduduk desa
yang juga minim. Dengan kondisi-kondisi tersebut alat
transportasi merupakan komponen yang dianggap sangat
penting untuk mendukung mobilitas perpindahan barang dan
jasa sehingga pembangunan infrastruktur kota kecil dapat terus
berlangsung.

Kendaraan Transportasi Tidak Bermotor (Non-Motorized
Transportation) merupakan alat transportasi yang hadir sejak
lama, bahkan alat transportasi tidak bermotor ini merupakan
cikal bakal kemajuan transportasi yang berkembang hingga saat
ini. Sehingga seiring dengan majunya perkembangan jaman
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muncullah kendaraan transportasi yang menggunakan mesin
pengerak sebagai alat transportasi modern, namun dengan
munculnya alat transportasi dengan menggunakan penggerak
motor maka timbul permasalahan baru yakni polusi udara dari
gas buang serata masalah kebutuhan energi yang semakin hari
semakin meningkat penggunaannya.

Untuk menjaga tingkat pencemaraan udara di kota-kota
kecil yang merupakan pertahanan terakhir masalah polusi udara
perlu hadirkan kembali alat transportasi tidak bermotor agar
masalah pencemaran udara hingga kemacetan maupun masalah
transoportasi lainnnya dapat diminimalisir.

Pentingnya alat Transportasi Non-Motorized juga
merupakan salah satu Solusi untuk menekan angka fatalitas
kecelakana yang menyebabkan kematian, karena menurut data
statistic kecelakaan pada tahun 2022 terdapat 77 orang meninggal
setiap harinya karena kecelakaan lalu lintas di Indonesia,
sedangkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
menyebutkan jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas
mencapai 1,19 juta kematian pertahunnya(WHO, 2023).

Salah satu negara di Dunia yang berhasil mendukung
pemanfaatan alat Transportasi Tidak Bermotor adalah Negara
India, India membangankan Infrastruktur Transportasi Tidak
Bermotor, diantaranya dengan membangun banyak fasilitas-
fasilitas pejalan kaki kemudian mendesain ulang akses keluar
masuk yang ramah bagi pesepeda dan pengguna kursi roda, dan
kembali menetapkan pedoman-pedoman infrastruktur jalan
yang memaksa pengguna transportasi menggunakan kendaraan
tidak bermotor (Singh and Dev, 2023).

Pada subbab selanjutnya akan dibahas secara umum
terkait penggunaan transportasi tidak bermotor, konsep-konsep
kebijakan yang perlu dilakukan hingga apa saja kebutuhan
infrastruktur alat transportasi tidak bermotor sehingga menjadi
referensi dalam pembangunan berkelanjutan.
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10.2. Penggunaan Transportasi Tidak Bemotor di Kota Kecil

Non-Motorized Transport (NMT) atau Transportasi Tidak
Bermotor merupakan aspek penting dalam perwujudan sistem
transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Di Indonesia, jenis
transportasi tidak bermotor yang umum ditemui diantaranya
adalah sepeda, becak, serta andong atau delman. Perjalanan kaki
pun merupakan salah satu moda transportasi tidak bermotor.
Minimnya tingkat polusi yang dihasilkan oleh berbagai
transportasi tidak bermotor tersebut secara langsung dapat
berdampak positif pada kualitas udara suatu kawasan. (Sufa,
2020).

Penggunaan Transportasi Tidak Bermotor akan memberi
kemudahan untuk mobilitas semua kalangan karena dalam
pengaplikasian atau penggunaanya tidak memerlukan syarat
khusus seperti kepemilikan Surat Izin Mengemudi, penggunaan
kendaraan ini tidak hanya dikhususkan di Kota Besar, bahkan
kota kecilpun sangat bermafaat karena dari segi kemudahan
dalam kepemilikan serta biaya yang cukup rendah, namun
penggunaannya perlu didukung dengan fasilitas yang mumpuni
sehingga dapat pengguna tidak mudah untuk pindah ke
kendaraan bermotor yang saat ini makin banyak memiliki
varian-varian terbaru.

Berjalan kaki maupun bersepeda merupakan pengunaan
transportasi tidak bermotor, namun saat ini yang familiar
digunkan adalah sepeda sebagai alat transportasi jarak dekat
hingga sedang untuk melakukan aktivitas, sedangkan berjalan
kaki juga saat ini sudah menjadi pilihan namun perlu didukung
dengan sarana prasarana yang mumpuni.

Pengunaan sepeda sebagai alat tranportasi berkelanjutan
perlu mengakomodir penggunanya untuk menghubungkan
perjalanan awal dan akhir (first and last mile). Aspek ini dapat
ditopang dengan transportasi tidak bermotor seperti sepeda dan
aktivitas berjalan kaki. Keduanya dapat mendukung mobilitas
untuk mengakses transportasi publik.
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Untuk Kota Kecil penggunaan bisa menjadi pilihan utama
karena hanya luasannya yang memudahkan untuk menjangkau
setiap sudut kota dengan penggunaan sepeda, akan tetapi untuk
jarak jauh sepeda dapat menjadi alat transportasi untuk
berpindah moda.

Saat ini untuk mendapatkan atau mengunakan sepede
sudah lebih muda, karena telah hadir penyewaan sepeda
diberbagai kota, baik itu kota besar dan kota kecil. Namun untuk
medukung penggunaan kendaraan transportasi tidak bermotor
diharuskan memiliki strategi yang tepat, seperti :

1. Penyediaan trasnportasi publik yang memberikan fasilitas
bagi masyarakat yang menggunakan sepeda.

2. Penyediaan sepeda sebagai moda altenatif keluar/masuk
stasiun, terminal, serta fasilitas antar moda lainnya.

3. Pembuatan regulasi yang menguatamakan penggunaan
kendaraan tidak bemotor.

4. Pembatasan jumlah kendaraan bermotor dijalan.

Pengunaan kendaraan tidak hanya berfokus pada
penggunaan sepeda dan berjalan kaki, penggunaan sepatu roda,
mini skuter juga merupakan bagian dari penggunaan alat
transportasi tidak bermotor, penggunaan transportasi tidka
bermotor tidak hanya memberi dampak positif terhadap
lingkungan melainkan dapat memberi dampak yang sangata
positif bagi kesehatan sehingga dapat memberikan nilai tambah
bagi kebugaran penggunanya kemudian akan mendorong
pengeluaran perawatan kesehatan.

Dengan penggunaan alat transportasi tidak bermotor
merupakan dukungan dalam mewujudkan trasnpotrasi
berkelanjutan. Seperti yang dikemukakan ol;eh Muji Setyo
bahwa prinsip Transportasi Berkelanjutan ditujukan untuk
mobilitas yang mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

Seperti salah satu prinsip Transportasi berkelanjutan yang
dikemukakan yakni Minimized Emissions, dimana prinsip ini
berbanding lurus dengan tujuan pengunaan transportasi tidka
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bermotor karena tidak menghasilkan emisi. Berikut konsep
Transportasi Berkelanjutan.

Sustainable transportation systems are designed to be energy efficient
(use as little energy as possible to transport people and goods).

Energy

/ \ Sustainable transportation systems

Sustainable transportation systems [[ECeeTTI1s 0] Cléan rely on clean energy sources, such as

are accessible to all members of and renewable energy or low-emission

) " energy
society and affordable. ERGIGELIE Sustainable 2 fuels.

Transport

i i A sustainable transportation system
R “af‘g u'l.m'tlzed minimizes emissions of greenhouse gases,
congestion emissions : N <
A air pollutants, and noise pollution.

Gambar 10.1 Prinsip Transportasi Berkelanjutan
(Sumber: Muji Setiyo,2023)

Sustainable transportation systems reduce
congestion and traffic, making it easier for
people and goods to move.

10.3. Konsep Kebijakan Transportasi Tidak Bermotor

Transportasi tidak bermotor tersebut juga dapat menjadi
alternatif moda ramah lingkungan yang efektif dan efisien dari
segi biaya dan waktu, terlebih di wilayah perkotaan dimana
perjalanan yang paling banyak dilakukan adalah perjalanan jarak
dekat dan sedang, baik perjalanan langsung dari lokasi asal dan
tujuan perjalanan maupun sebagai perjalanan pengumpan (first
mile) menuju titik transportasi publik atau perjalanan akhir (last
mile) dari titik transportasi publik ke lokasi akhir perjalanan.
Pengembangan sistem transportasi massal yang tengah
direncanakan pemerintah di sejumlah kota di Indonesia terkait
arahan RPJMN 2020-2024 tidak hanya perlu terkoneksi dengan
sistem jaringan jalan kendaraan bermotor yang baik, namun juga
perlu terintegrasi dengan jaringan fasilitas transportasi tidak
bermotor (Sufa, 2020).

Kebijakan penggunaan transporastasi tidak bermotor
dimulai dengan kampanye hari tanpa kendaraan bermotor,
kebijakan ini Sudha mulai diterapkan sehingga menjadi Langkah
awal penggunaan kendaraan tidak bermotor, kampanye hari
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tanpa kendaraan bermotor akan diperingati setiap tahunnya
yakni pada tanggal 22 September.

,E: :Ej_g_k_arta
Hari Bebas al}endaruan Bermotor T
(World Car Free Day) 2 =
22 September YA KENDARAAN BERMOTOR

22 September 2020

adilan Agama bangga
. ngunga GL‘L";,ZS"’ Edel L it
o
ari Bebas

Bermotor

22 September 2023

pa-tulung (©) patulungagung gagung g g gagun
Gambar 10.2 Kampanye Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor

10.4. Kebutuhan Infrastruktur Transportasi Tidak Bermotor
Infrastruktur untuk alat transportasi tidak bermotor pada
dasarnya akan selalu berdampingan dengan untuk kawasan
pusat kegiatan, sehingga infrastruktur akan mejadi saling terkait
karean untuk pusat kegiatan (pusat pemerintahan dan pusat
bisnis) tidak bisa terlepas langsung dengan alat transportasi yang
bermotor. Untuk kota-kota kecil yang memiliki pusat
pemerintahan dan bisnis yang luasannya tidak besar sebaiknya
lebih ditekankan menggunakan mayoritas alat transpotasi tidak
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bermotor, seperti halnya dalam wilayah pusat bisnis perlu lebih
ditekankan ala transportasi untuk berpindah sebaiknya
menggunakan alat transportasi tidak bermotor. Selanjutnya akan
dijabarkan terkait apasaja infrastruktur kendaraan tidak
bermotor.
1. Infrastruktur Sepeda
Perancangan fasilitas sepeda khususnya di Indonesia
telah memiliki npedomannya sendiri yakni Pedoman
Perancangan Fasilitas Sepeda No 05/P/BM/2021 vyang
mengatur fasilitas pesepada (Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, 2021). Dalam regulasi tersebut telah
diatur dimensi fasilitas pesepeda seperti pada gambar di

bawah.
0.75m

Marka membujur Marka 1.'nemt?ujur
garis tepi garis tepi
Marka
membujur
Garis
putus-putus

0,12m 1,50m 0,12m 1,50m 0.12m

336 m

Gambar 10.3 Lebar yang disarankan untuk Lajur Sepeda
(Sumber: KemenPUPR,2021)

Dalam merencakan fasilitas pesepeda kecepatan rencana
menjadi dasar dalam membuat infrastruktur, berikut dasar
kecepatan rencana fasilitas pesepeda berdasarkan fungus jalan:
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Tabel 10. 1 Kecepatan Rencana Sepeda Berdasarkan Fungsi Jalan

Kecepatan rencana
No Fungsi Jalan (km/jam)
Sepeda
1 | Arteri Primer 30
2 | Kolektor Primer 30
3 | Lokal Primer 30
4 | Lingkungan Primer 30
5 | Arteri Sekunder 30
6 | Kolektor Sekunder 30
7 | Lokal Sekunder 20
8 | Lingkungan Sekunder 20

(Sumber: KemenPUPR,2021)

Untuk kota kecil khususnya pada pusat pemerintahan
dan pusat bisnis sebaiknya disandingkan antara infra struktur
alat transportasi bermotor dan tidak bermotor sehingga terjadi
keseimbangan antara pengguna tranportasi umum dan
pengguna transportasi tidak bermotor. Dengan adanya
insfrastruktur alat transportasi tidak bermotor ini akan sangat
membantu mengurangi dampak polusi akibat emisi serta
mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan kendaraan bermotor.
Kemudian tidak bisa dipungkiri alat transportasi umum yang
sifatnya bermotor akan tetap sangat diperlukan sehingga dalam
wilayah pusat pemertintahan dan pusat bisnis di kota-kota kecil
sebaiknya tetap diberikan ruang sehingga aksesibilitas dan
mobilitas tetap lancar, kemudian angkutan umum yang maish
berbasis kendaraan bermotor tetap perlu menyiapkan fasilitas
bagi pengguna sepeda sehingga sepeda yang digunakan tetap
dapat masuk kedalam angkutan umum. Berikut tipikal desain
jalur kendaraan tidak bermotor (sepeda) dan kendaraan
bermotor.
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Gambar 10.4 Lebar yang disarankan untuk Lajur Sepeda
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Dalam pembangunan insfrastruktur ini khususnya di
Indonesia telah diatur pada regulasi Pedomana Teknis
Fasilitas Pejalan Kaki yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dimana pedomana
ini mengatur regulasi dan ketetapan dalam membuat fasilitas
pejalan kaki. Dalam hal ini sebaiknya jalur pejalan kaki
dibangun untuk digunakan bersama sehingga infrastruktur
ini dapat digunakan seluruh Masyarakat.

Jalur ini berupa trotoar yang digunakan bersama-sama
oleh pejalan kaki dan pengguna sepeda. Jalur sepeda yang
berada di trotoar dapat terletak disebelah kanan ataupun kiri
dari jalur pejalan kaki. Penempatan jalur sepeda di trotoar
harus tetap menyediakan lebar minimal trotoar bagi pejalan
kaki sebesar 1,5 m (PUPR, 2018) seperti yang disajikan pada
gambar 10.5.

Kemudian dibutuhkan juga fasilitas pemberhentian
sementara atau halte tidak boleh mengurangi lebar efektif
trotoar. Halte dapat ditempatkan di depan ataupun belakang
lajur pejalan kaki (PUPR, 2018). Contoh halte yang terletak di
beakang jalur pejalan kaki dapat dilihat pada Gambar10.6
Halte juga harus dilengkapi dengan akses pejalan kaki
berkebutuhan khusus (, dan fasilitas pendukung seperti
tempat duduk, atap peneduh, dan kelengkapan lainnya.
Fasilitas ini dibutuhkan sehingga pengguna alat transportasi
tidak bermotor tetap dapat dapat berpindah kewilayah yang
memiliki dengan jarak jauh namun tetap dengan membawa
serta alat transportasi tidak bermotor.
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I 123 m 150 m |

Gambar 10.5 Lebar yang disarankan untuk lajur sepeda
(Sumber: KemenPUPR,2021)

Gambar 10.6 Lebar yang disarankan untuk lajur sepeda
(Sumber: KemenPUPR,2021)

Gambar 10.5 dan Gambar 10.6 merupakan ilustrasi
insfratruktur pejalan kaki sehingga ini dapat diadopsi pada
infrstruktur-infrastruktur kota-kota nkecil sehingga
masyarakatnya mendapat dampak positif yakni kebugaran
akibat berjalan kaki serta didukung dengan Tingkat polusi yang
rendah.
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10.5. Penutup

Peran alat transportasi tidak bermotor akan sangat
berdampak pada dua aspek, yakni aspek lingkungan dan aspek
kesehatan. Secara umum penerapan penggunaan kalat transporatsi
tidak bermotor akan sangat berguna untuk menekan tingkat emisi di
Kota Kecil, dengan cara menekan regulasi penggunaan kendaraan
bermotor atau dengan meningkatan fasilitas transportasi antarmoda
yang berpihak pada penggunaan alat transportasi tidak bermotor,
penambahan fasilitas-fasilitas pejalan kaki maupun fasilitas seperti
rute khusus sepeda dan penyimpanan sepeda, skuter dan sepatu
roda. Kemudian dari aspek kesehatan, penerapan kendaraan tidak
bermotor dalam beraktivitas akan memeberi dampak pada tingkat
kesehatan masyarakat sertra mendorong biaya perawatan kesehatan
menjadi lebih rendah, kedua aspek ini sangat dirasakan oleha
masyarakt di Kota Kecil yang mulai menerapkan alat transportasi
tidak bermotor yakni dapat berkativitas sambil berolahrga
dikawasan yang memiliki tingkat polutan yang rendah.
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.11

Keberlanjutan dalam

Infrastruktur Transportasi
Kota Kecil

11.1. Pendahuluan

Dalam era modern ini, keberlanjutan menjadi prioritas global
dalam segala aspek pembangunan, termasuk infrastruktur
transportasi. Kota kecil, meskipun sering kali berada di bawah
bayang-bayang kota besar dalam hal pengembangan teknologi
dan kebijakan, tidak dapat diabaikan dalam upaya global untuk
mencapai keberlanjutan. Infrastruktur transportasi yang
berkelanjutan di kota-kota kecil memegang peranan penting
dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup,
dan pelestarian lingkungan. Mengingat bahwa transportasi
adalah salah satu sektor terbesar penyumbang emisi karbon,
transisi ke sistem transportasi yang lebih hijau dan efisien
menjadi semakin mendesak, bahkan di wilayah dengan skala
yang lebih kecil.

Dalam lima tahun terakhir, perhatian terhadap
pengembangan infrastruktur transportasi berkelanjutan di kota
kecil semakin meningkat, seiring dengan adanya kesadaran
global tentang dampak perubahan iklim dan kebutuhan akan
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solusi mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Laporan dari
International Transport Forum (2019) mengungkapkan bahwa
meskipun kota kecil memiliki sumber daya yang terbatas,
mereka justru berada dalam posisi unik untuk menerapkan
sistem transportasi berkelanjutan yang dapat berfungsi sebagai
model bagi kota-kota lainnya. Dengan skala yang lebih kecil dan
populasi yang lebih rendah, kota kecil dapat bereksperimen
dengan inovasi transportasi yang lebih fleksibel dan adaptif,
seperti penggunaan kendaraan listrik, sistem berbagi sepeda,
serta optimalisasi transportasi publik berbasis energi terbarukan.

Selain itu, kota kecil sering kali mengalami tantangan yang
berbeda dibandingkan kota besar dalam hal perencanaan
transportasi. Namun, justru di sinilah letak peluang untuk
merancang sistem yang lebih efisien dan ramah lingkungan sejak
awal, daripada harus menghadapi tantangan modernisasi
infrastruktur yang sering dialami oleh kota besar. Energi
terbarukan dan teknologi pintar telah menjadi inti dari banyak
upaya keberlanjutan di sektor transportasi. Penggunaan
kendaraan listrik dan pengembangan infrastruktur pengisian
daya di kota kecil, misalnya, merupakan salah satu langkah
konkret dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal
dari transportasi berbasis bahan bakar fosil. (World Bank, 2020)

Kebijakan yang mendukung juga telah memainkan peran
penting dalam mendorong keberlanjutan transportasi di kota
kecil. untuk kota-kota kecil dan menengah, menekankan
pentingnya menyediakan insentif bagi transportasi rendah
karbon dan mendorong penggunaan energi terbarukan.
Langkah-langkah ini termasuk pembangunan jaringan
transportasi yang menghubungkan kota kecil dengan pusat-
pusat urban, serta integrasi transportasi publik berbasis energi
terbarukan seperti bus listrik atau kendaraan berbagi yang
meminimalkan dampak lingkungan. (European Commission,
2021)

Di samping itu, inovasi teknologi juga berperan besar dalam
mempermudah transisi ke sistem transportasi yang lebih hijau.
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Sustainable Transport Forum (2022) menyoroti bahwa adopsi
teknologi transportasi pintar, seperti sistem transportasi on-
demand dan pemanfaatan aplikasi berbasis data untuk
manajemen lalu lintas dan mobilitas, memungkinkan kota kecil
untuk menyediakan layanan transportasi yang efisien meskipun
dengan anggaran terbatas. Dengan pemanfaatan teknologi ini,
kota kecil dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dan
mengurangi kebutuhan transportasi pribadi, yang pada akhirnya
dapat menurunkan emisi karbon secara signifikan.

Namun, tantangan masih tetap ada. National Renewable
Energy Laboratory (2023) mencatat bahwa meskipun ada
peningkatan kesadaran tentang pentingnya transportasi
berkelanjutan, banyak kota kecil yang masih mengalami
keterbatasan dalam hal pendanaan dan infrastruktur untuk
mendukung transisi ini. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara
sektor publik dan swasta, serta dukungan kebijakan yang kuat
dari pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan sumber
daya bagi kota kecil dalam upaya mereka menuju sistem
transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Dengan demikian, upaya keberlanjutan dalam infrastruktur
transportasi di kota kecil tidak hanya memerlukan inovasi
teknologi dan kebijakan yang kuat, tetapi juga keterlibatan aktif
dari masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Transportasi
berkelanjutan bukan hanya tentang teknologi hijau, tetapi juga
tentang menciptakan mobilitas yang lebih inklusif, efisien, dan
merata bagi semua lapisan masyarakat. Pada akhirnya, kota kecil
memiliki peluang untuk menjadi model dalam membangun
sistem transportasi yang tidak hanya mendukung mobilitas,
tetapi juga melestarikan lingkungan dan meningkatkan kualitas
hidup warganya.

11.2. Tantangan Infrastruktur Transportasi di Kota Kecil
Kota kecil menghadapi tantangan yang unik dalam

mengembangkan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.

Berbeda dengan kota besar yang memiliki akses ke sumber daya
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yang lebih banyak, populasi yang padat, dan sistem transportasi
yang lebih matang, kota kecil sering kali harus berurusan dengan
keterbatasan finansial, geografis, dan demografis yang
memperumit pembangunan transportasi. Berikut adalah
beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh kota kecil dalam
membangun infrastruktur transportasi berkelanjutan:

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Pendanaan

Salah satu tantangan terbesar bagi kota kecil adalah
keterbatasan dalam hal sumber daya finansial dan
pendanaan. Pembangunan infrastruktur transportasi yang
berkelanjutan memerlukan investasi besar, baik untuk
pengadaan teknologi baru seperti kendaraan listrik,
infrastruktur pengisian daya, maupun peningkatan fasilitas
transportasi  publik. Namun, World Bank (2020)
menunjukkan bahwa banyak kota kecil memiliki anggaran
terbatas yang sering kali dialokasikan untuk prioritas lain
seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar
lainnya. Akibatnya, transportasi sering kali bukan menjadi
prioritas utama.

Selain itu, karena skala kota kecil, pendapatan dari pajak
dan sumber pendanaan lokal sering kali tidak mencukupi
untuk membiayai pembangunan sistem transportasi yang
berkelanjutan. Pengembangan teknologi rendah emisi atau
transportasi publik berbasis energi terbarukan seperti bus
listrik memerlukan modal awal yang besar, sehingga kota
kecil sering kali mengandalkan bantuan pemerintah pusat
atau pinjaman internasional untuk mendanai proyek
tersebut. Tanpa sumber pendanaan yang memadai, upaya
untuk meningkatkan keberlanjutan transportasi menjadi
terhambat.

2. Akses Terbatas ke Teknologi dan Inovasi

Inovasi teknologi memegang peran penting dalam
mendukung transportasi berkelanjutan, namun akses
terhadap teknologi canggih ini sering kali terbatas di kota
kecil. Laporan Sustainable Transport Forum (2022)
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menyatakan bahwa banyak kota kecil belum siap untuk
mengadopsi teknologi transportasi pintar seperti sistem
transportasi berbasis data, Internet of Things (IoT), atau
platform berbagi kendaraan. Hal ini disebabkan oleh
kurangnya infrastruktur digital yang mendukung serta
keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai
teknologi ini.

Selain itu, dalam hal transisi ke transportasi berbasis
energi terbarukan, kota kecil juga mengalami kesulitan untuk
menyediakan infrastruktur pendukung, seperti stasiun
pengisian daya untuk kendaraan listrik. Hal ini menjadi
tantangan besar karena, tanpa infrastruktur pendukung,
masyarakat mungkin enggan beralih dari kendaraan
berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Sementara itu,
National Renewable Energy Laboratory (2023) mencatat
bahwa meskipun teknologi energi terbarukan terus
berkembang, penerapannya di kota kecil masih tertinggal
jauh dibandingkan dengan kota besar.

Struktur Geografis dan Demografis yang Menantang

Geografi dan demografi kota kecil sering Kkali
menimbulkan hambatan bagi keberlanjutan transportasi.
Kota kecil biasanya memiliki populasi yang lebih sedikit dan
tersebar, sehingga membuat transportasi publik kurang
efisien dibandingkan dengan kota besar yang lebih padat.
International Transport Forum (2019) mengidentifikasi
bahwa dalam banyak kasus, rendahnya permintaan untuk
transportasi publik di kota kecil membuat biaya operasional
transportasi massal menjadi tidak efisien dan mahal.

Selain itu, kondisi geografis kota kecil yang sering kali
terletak di daerah terpencil atau memiliki lanskap yang sulit
dijangkau juga mempersulit pembangunan infrastruktur
transportasi. Wilayah yang luas dan populasi yang tersebar
membuat jarak perjalanan menjadi lebih panjang, sehingga
masyarakat cenderung lebih bergantung pada kendaraan
pribadi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
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Ketergantungan pada kendaraan pribadi ini justru
memperparah masalah emisi karbon dan menghambat upaya
untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah
lingkungan.

Ketergantungan pada Kendaraan Pribadi

Ketergantungan pada kendaraan pribadi adalah
tantangan besar bagi kota kecil dalam upaya menuju
keberlanjutan transportasi. European Commission (2021)
melaporkan bahwa di banyak kota kecil, transportasi pribadi
seperti mobil atau sepeda motor adalah moda transportasi
yang paling dominan karena infrastruktur transportasi
umum yang terbatas atau tidak efisien. Transportasi publik
sering kali hanya tersedia dalam frekuensi yang rendah atau
hanya mencakup rute tertentu, membuatnya kurang menarik
bagi masyarakat yang memerlukan mobilitas yang lebih
tleksibel.

Ketergantungan pada kendaraan pribadi meningkatkan
jumlah kendaraan di jalan, yang pada akhirnya
meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memperparah
polusi udara. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan
keberlanjutan transportasi, yang berfokus pada pengurangan
penggunaan bahan bakar fosil dan penciptaan sistem
transportasi yang lebih bersih dan efisien. Untuk mengatasi
tantangan ini, kota kecil harus mampu mengurangi
ketergantungan pada  kendaraan pribadi dengan
menyediakan transportasi umum yang lebih efisien dan
terjangkau, serta mengadopsi teknologi transportasi rendah
emisi.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Selain tantangan finansial, kota kecil juga menghadapi
keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang terampil.
Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur transportasi
berkelanjutan memerlukan keahlian teknis yang mendalam,
mulai dari perencanaan hingga implementasi teknologi hijau
dan manajemen sistem transportasi pintar. Namun, World
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Bank (2020) mencatat bahwa banyak kota kecil mengalami
kekurangan tenaga ahli di bidang ini. Banyak tenaga kerja
terampil di kota kecil yang memilih pindah ke kota besar
untuk mencari peluang karir yang lebih baik, meninggalkan
kekosongan dalam tenaga kerja yang berkompeten.

Tanpa tenaga kerja yang kompeten, implementasi solusi
transportasi berkelanjutan menjadi lebih sulit. Kota kecil
memerlukan dukungan dari tenaga ahli dalam merancang,
membangun, dan mengelola sistem transportasi yang
berbasis energi terbarukan dan rendah emisi. Untuk
mengatasi tantangan ini, pelatihan dan peningkatan
kapasitas bagi staf kota kecil menjadi hal yang sangat penting,
serta kemitraan dengan universitas atau lembaga riset untuk
memfasilitasi transfer pengetahuan.

. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya transportasi
berkelanjutan sering kali lebih rendah di kota kecil
dibandingkan dengan kota besar. Banyak masyarakat di kota
kecil belum melihat transportasi hijau sebagai prioritas
karena minimnya informasi dan edukasi tentang dampak
perubahan iklim dan keuntungan jangka panjang dari
transportasi berkelanjutan. Rendahnya tingkat kesadaran ini
menghambat adopsi teknologi ramah lingkungan dan
membuat masyarakat cenderung tetap menggunakan
kendaraan pribadi. (National Renewable Energy Laboratory,
2023)

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan
transportasi berkelanjutan di kota kecil juga masih kurang.
Tanpa adanya keterlibatan aktif dari penduduk lokal,
kebijakan dan proyek yang dirancang oleh pemerintah kota
mungkin tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Oleh
karena itu, pemerintah kota kecil perlu melibatkan
masyarakat dalam proses perencanaan melalui kampanye
kesadaran lingkungan dan menyediakan insentif untuk
mendorong penggunaan transportasi hijau.
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11.3. Prinsip-Prinsip Keberlanjutan dalam Infrastruktur

Transportasi

Keberlanjutan dalam infrastruktur transportasi merupakan
konsep yang semakin penting dalam upaya global untuk
mengurangi dampak negatif perubahan iklim, meningkatkan
kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan sistem mobilitas
yang lebih efisien. Prinsip-prinsip keberlanjutan ini tidak hanya
mencakup aspek lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan
elemen sosial dan ekonomi agar pembangunan transportasi
berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan yang adil dan
inklusif. Di bawah ini adalah beberapa prinsip utama yang harus
diperhatikan dalam merancang infrastruktur transportasi
berkelanjutan.
1. Pengurangan Emisi Karbon dan Penggunaan Energi

Terbarukan

Salah satu prinsip wutama keberlanjutan dalam
transportasi adalah pengurangan emisi karbon yang
dihasilkan oleh kendaraan dan sistem transportasi.
Transportasi menyumbang sekitar 24% dari emisi gas rumah
kaca global yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar
fosil. Oleh karena itu, transisi dari sistem transportasi
berbasis bahan bakar fosil ke sistem yang memanfaatkan
energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan energi
listrik menjadi prioritas utama. (International Energy Agency
IEA, 2020)

Penggunaan kendaraan listrik (EV), bus listrik, dan
angkutan umum berbasis energi terbarukan seperti trem atau
kereta api listrik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca
secara signifikan. Adopsi kendaraan listrik di kota kecil tidak
hanya mengurangi polusi udara, tetapi juga memberikan
manfaat jangka panjang bagi ekonomi lokal melalui
pengurangan biaya operasional kendaraan dan peningkatan
kualitas hidup masyarakat. (National Renewable Energy
Laboratory, 2023)
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Selain itu, penting untuk membangun infrastruktur
pendukung untuk energi terbarukan, seperti stasiun
pengisian daya listrik yang tersebar secara merata di seluruh
kota. Pengintegrasian energi terbarukan ke dalam sistem
transportasi memungkinkan masyarakat beralih ke
kendaraan rendah emisi tanpa khawatir tentang ketersediaan
infrastruktur pendukung.

Mobilitas Berkelanjutan dan Efisiensi Energi

Efisiensi energi dalam transportasi adalah faktor penting
dalam mencapai keberlanjutan. Ini mencakup bagaimana
energi digunakan secara optimal dalam sistem transportasi,
baik dalam bentuk kendaraan individu maupun dalam sistem
transportasi umum. Sistem transportasi yang efisien harus
meminimalkan pemborosan energi dan mendorong
penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan
seperti berjalan kaki, bersepeda, atau transportasi umum.

Pengembangan moda transportasi multimodal yang
terintegrasi merupakan solusi yang dapat membantu
meningkatkan efisiensi energi. Misalnya, sistem yang
memungkinkan warga untuk beralih dengan mudah antara
transportasi umum, berjalan kaki, dan bersepeda tidak hanya
mengurangi kebutuhan akan kendaraan pribadi, tetapi juga
mengurangi kemacetan dan konsumsi energi. European
Commission (2021) menunjukkan bahwa perencanaan tata
kota yang mendukung integrasi moda transportasi ini dapat
meningkatkan mobilitas berkelanjutan sekaligus mengurangi
jejak karbon.

Tata Ruang yang Mendukung Transportasi Berkelanjutan

Prinsip lain yang penting dalam keberlanjutan
transportasi adalah tata ruang kota yang dirancang dengan
baik. Transportasi yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan
dari perencanaan tata ruang yang mendukung mobilitas
masyarakat. World Bank (2020) menyoroti bahwa
perencanaan kota yang buruk, di mana tempat tinggal,
tempat kerja, dan pusat aktivitas terpisah jauh, akan
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mendorong ketergantungan pada kendaraan pribadi, yang
pada gilirannya meningkatkan emisi gas rumah kaca dan
polusi.

Sebuah tata ruang yang baik harus memungkinkan warga
untuk mengakses layanan penting seperti sekolah, tempat
kerja, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan dengan berjalan
kaki atau bersepeda, atau melalui sistem transportasi umum
yang efisien. Prinsip Transit-Oriented Development (TOD)
menjadi salah satu strategi yang populer dalam
mengintegrasikan  tata ruang dengan transportasi
berkelanjutan. TOD adalah perencanaan kota yang
menempatkan  transportasi  publik  sebagai  pusat
pengembangan wilayah, dengan pembangunan hunian dan
fasilitas umum yang berada dalam jarak yang bisa ditempuh
dengan berjalan kaki dari stasiun atau halte.

Dengan mengoptimalkan penggunaan ruang dan
memperpendek jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja,
sistem transportasi menjadi lebih efisien, mengurangi waktu
tempuh, mengurangi ketergantungan pada kendaraan
pribadi, serta mengurangi emisi karbon.

Penggunaan Teknologi dan Inovasi dalam Transportasi

Teknologi ~ memainkan  peran  penting  dalam
meningkatkan keberlanjutan transportasi. Inovasi dalam
teknologi transportasi pintar seperti sistem manajemen lalu
lintas berbasis data, aplikasi navigasi cerdas, dan Internet of
Things (IoT) dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem
transportasi dan mengurangi dampak lingkungan.

Adopsi teknologi transportasi pintar memungkinkan
pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien, pengurangan
kemacetan, dan optimasi rute perjalanan sehingga
mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon.
Aplikasi ride-sharing dan carpooling juga dapat membantu
mengurangi jumlah kendaraan di jalan, sekaligus
mengurangi polusi dan meningkatkan mobilitas masyarakat.
(Sustainable Transport Forum, 2022)
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Teknologi juga memungkinkan implementasi sistem
transportasi berbasis permintaan (on-demand transport), di
mana kendaraan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat dalam waktu nyata. Sistem ini memungkinkan
pengoperasian transportasi publik yang lebih efisien di kota
kecil yang memiliki permintaan rendah, mengurangi emisi
yang disebabkan oleh kendaraan kosong yang beroperasi
pada rute yang tidak diperlukan.

. Inklusivitas dan Keadilan Sosial dalam Mobilitas

Keberlanjutan transportasi tidak hanya terkait dengan
aspek lingkungan, tetapi juga melibatkan prinsip keadilan
sosial. Sistem transportasi yang berkelanjutan harus
memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan bagi seluruh
lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti orang
lanjut usia, penyandang disabilitas, dan mereka yang
memiliki keterbatasan ekonomi.

Menurut World Bank (2020), transportasi yang inklusif
adalah elemen penting dari keberlanjutan sosial dalam
pembangunan. Infrastruktur transportasi harus dirancang
agar dapat diakses oleh semua orang, baik dari segi fisik
maupun finansial. Misalnya, pengembangan jalan yang
ramah bagi pejalan kaki dan pengguna kursi roda, atau tarif
transportasi umum yang terjangkau bagi penduduk
berpenghasilan rendah, merupakan langkah penting untuk
menciptakan mobilitas yang adil dan merata.

Selain itu, perencanaan transportasi harus
memperhatikan kebutuhan komunitas pinggiran dan daerah
terpencil yang sering kali diabaikan dalam perencanaan
transportasi. International Transport Forum (2019)
menyoroti pentingnya menyediakan konektivitas bagi
daerah-daerah ini agar mereka dapat terhubung dengan
pusat-pusat ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

. Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Pemangku
Kepentingan
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Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pengembangan transportasi berkelanjutan sangat penting
untuk memastikan keberhasilan implementasinya. European
Commission (2021) menekankan bahwa keterlibatan
masyarakat tidak hanya memberikan legitimasi pada
kebijakan transportasi yang diterapkan, tetapi juga
membantu pemerintah memahami kebutuhan dan preferensi
masyarakat secara lebih baik.

Kebijakan transportasi yang dirancang tanpa masukan
dari warga cenderung kurang efektif dan mungkin tidak
diterima dengan baik oleh masyarakat. Partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan transportasi dapat
dilakukan melalui konsultasi publik, survei, atau program
edukasi yang meningkatkan kesadaran tentang pentingnya
transportasi berkelanjutan. Dengan melibatkan warga,
pemerintah dapat memastikan bahwa solusi yang diadopsi
sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat diimplementasikan
dengan sukses.

11.4. Kebijakan dan Rekomendasi untuk Mewujudkan
Transportasi Berkelanjutan

Penerapan transportasi berkelanjutan tidak dapat terwujud
tanpa adanya kebijakan yang mendukung dan rekomendasi yang
jelas untuk para pemangku kepentingan. Kebijakan yang dirancang
dengan baik dapat mengatasi berbagai tantangan, seperti
keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan rendahnya kesadaran
masyarakat di kota kecil. Di bawah ini adalah uraian tentang
berbagai kebijakan yang dapat diimplementasikan serta

rekomendasi konkret untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan
di kota kecil.

1. Kebijakan Nasional dan Daerah yang Mendukung
Transportasi Berkelanjutan
Peran pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam
mendorong transportasi berkelanjutan melalui kebijakan
yang tepat. Kebijakan nasional harus berfungsi sebagai
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kerangka kerja umum yang memungkinkan kota-kota kecil
untuk mengadopsi solusi transportasi yang berkelanjutan,
sementara kebijakan daerah harus diadaptasi berdasarkan
kebutuhan dan kondisi lokal. Beberapa kebijakan utama yang
harus didorong adalah:

a. Pengurangan Emisi Transportasi

Pemerintah pusat dapat menerapkan kebijakan
pengurangan emisi gas rumah kaca secara nasional dengan
fokus pada sektor transportasi. Ini dapat dilakukan dengan
memperkenalkan standar emisi yang lebih ketat untuk
kendaraan, insentif pajak untuk kendaraan listrik, dan
larangan bertahap terhadap kendaraan berbahan bakar fosil.
Menurut European Commission (2021), negara-negara di
Eropa telah berhasil menurunkan emisi transportasi melalui
kebijakan ini, dan pendekatan serupa dapat diadaptasi di
negara-negara berkembang.

b. Penyediaan Infrastruktur Energi Terbarukan

Kebijakan untuk memperluas infrastruktur energi
terbarukan, seperti pembangunan stasiun pengisian daya
listrik untuk kendaraan listrik, sangat penting dalam transisi
ke transportasi berkelanjutan. World Bank (2020)
menekankan bahwa dukungan pemerintah dalam
menyediakan infrastruktur ini akan mendorong masyarakat
dan sektor swasta untuk lebih berani berinvestasi dalam
teknologi hijau.

c. Subsidi dan Insentif wuntuk Transportasi Ramah
Lingkungan

Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan

subsidi atau insentif untuk penggunaan transportasi umum,

pembelian kendaraan listrik, dan penggunaan moda

transportasi ramah lingkungan lainnya. Insentif pajak untuk

pembelian kendaraan listrik atau pengurangan biaya parkir
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untuk kendaraan rendah emisi adalah contoh kebijakan yang
dapat mendorong transisi ke transportasi berkelanjutan.

2. Kebijakan Daerah yang Terfokus pada Kota Kecil

Kota kecil menghadapi tantangan yang berbeda dari kota
besar, sehingga kebijakan transportasi yang diterapkan harus
menyesuaikan dengan konteks lokal. National Renewable
Energy Laboratory (2023) menunjukkan bahwa kebijakan
yang mendorong transportasi berkelanjutan di kota besar
mungkin tidak selalu sesuai untuk kota kecil. Oleh karena itu,
kebijakan daerah yang relevan dengan kebutuhan kota kecil
sangat penting, antara lain:
a. Pengembangan Transportasi Umum yang Fleksibel

Di kota kecil dengan populasi yang rendah dan
permintaan transportasi publik yang lebih sedikit, kebijakan
yang mendorong sistem transportasi berbasis permintaan
(on-demand transport) akan lebih efektif daripada sistem
transportasi massal konvensional. Pemerintah daerah dapat
mendukung layanan ini dengan menyediakan subsidi bagi
operator transportasi lokal yang mengoperasikan layanan
tersebut.

b. Pembangunan Infrastruktur untuk Pejalan Kaki dan
Pesepeda

Kota kecil sering kali memiliki potensi untuk
mengembangkan transportasi non-motor seperti berjalan
kaki dan Dbersepeda. Kebijakan yang mendorong
pembangunan infrastruktur untuk pejalan kaki dan
pesepeda, seperti jalur sepeda yang aman dan trotoar yang
luas, dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan
pribadi. Sustainable Transport Forum (2022) menyoroti
bahwa dengan mendorong mobilitas aktif, pemerintah kota
kecil dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi
emisi karbon.

3. Rekomendasi untuk Pemerintah Kota Kecil
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Kota kecil memiliki karakteristik unik yang memerlukan
pendekatan kebijakan transportasi yang spesifik. Berikut
adalah rekomendasi konkret bagi pemerintah kota kecil
untuk mendorong keberlanjutan dalam transportasi:

a. Prioritaskan Investasi dalam Transportasi Berkelanjutan

Pemerintah kota kecil harus memprioritaskan anggaran
untuk infrastruktur transportasi berkelanjutan, seperti bus
listrik, jalur sepeda, dan stasiun pengisian daya listrik.
Dengan alokasi anggaran yang tepat, kota kecil dapat
mengatasi keterbatasan finansial dalam jangka panjang.

b. Promosikan Penggunaan Transportasi Berbagi (Ride-
Sharing)
Penggunaan transportasi berbagi seperti carpooling
atau ride-sharing dapat mengurangi jumlah kendaraan di
jalan dan mengurangi emisi. Pemerintah kota dapat bekerja
sama dengan penyedia layanan transportasi untuk
mempromosikan penggunaan aplikasi ride-sharing atau
menawarkan insentif kepada penduduk yang menggunakan
layanan ini.

c. Libatkan Masyarakat dalam Perencanaan Transportasi

Salah satu kunci sukses transportasi berkelanjutan
adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.
Pemerintah kota kecil harus mengadakan forum konsultasi
publik, survei, dan diskusi komunitas  untuk
mengidentifikasi kebutuhan mobilitas masyarakat. World
Bank (2020) menunjukkan bahwa kebijakan transportasi
yang melibatkan masyarakat cenderung lebih berhasil karena
sesuai dengan kebutuhan dan preferensi warga setempat.

4. Rekomendasi bagi Sektor Swasta
Sektor swasta juga memainkan peran penting dalam
mendukung transportasi berkelanjutan. Kolaborasi antara
pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat
pembangunan  infrastruktur yang diperlukan dan
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mempromosikan inovasi dalam mobilitas berkelanjutan.

Beberapa rekomendasi untuk sektor swasta antara lain:

a.

Investasi dalam Teknologi Hijau

Menurut penelitian terbaru, investasi dalam teknologi
hijau seperti kendaraan listrik dan sistem transportasi pintar
menjadi krusial dalam menurunkan emisi gas rumah kaca
(GRK) dari sektor transportasi. Studi oleh de Lange (2023)
menunjukkan bahwa perusahaan transportasi yang
berpartisipasi dalam kemitraan publik-swasta (PPP) dengan
fokus pada teknologi hijau dapat memberikan manfaat
jangka panjang, terutama ketika kebijakan publik
mendukung transisi energi hijau (MDPI). Lebih lanjut,
pengembangan baterai dan peningkatan efisiensi energi di
sektor transportasi juga dilaporkan mampu mengurangi
konsumsi energi dan emisi CO2 secara signifikan (MDPI).

Kolaborasi dengan Pemerintah untuk Pengembangan
Infrastruktur

Sektor swasta dapat bekerja sama dengan pemerintah
dalam mengembangkan infrastruktur yang diperlukan,
seperti stasiun pengisian daya kendaraan listrik atau sistem
manajemen lalu lintas berbasis teknologi. Kemitraan publik-
swasta (PPP) dapat mempercepat pembangunan dan
mengurangi beban finansial bagi pemerintah kota kecil.
Kolaborasi melalui kemitraan publik-swasta (PPP) telah
terbukti dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
berkelanjutan. Beberapa studi, seperti yang dipaparkan
dalam "European Transport Research Review", menekankan
bahwa intervensi infrastruktur yang didukung oleh sektor
swasta dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi umum
dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Hal ini terutama penting dalam membangun stasiun
pengisian daya kendaraan listrik dan sistem transportasi
berbasis teknologi, seperti manajemen lalu lintas cerdas
berbasis sensor.
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c. Edukasi dan Kampanye Kesadaran Lingkungan

Sektor swasta dapat berperan penting dalam
meningkatkan kesadaran publik terhadap transportasi
berkelanjutan melalui kampanye dan program CSR.
Berdasarkan penelitian Lemonde et al. (2020), kampanye
yang melibatkan teknologi digital dan informasi berperan
signifikan ~dalam mendorong perubahan perilaku
masyarakat ke arah transportasi ramah lingkungan, terutama
di perkotaan yang memiliki akses terbatas terhadap
transportasi publik. Inisiatif seperti ini, yang juga mencakup
promosi penggunaan moda transportasi aktif seperti berjalan
kaki atau bersepeda, telah terbukti meningkatkan
keterlibatan publik dalam penggunaan transportasi
berkelanjutan.

Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah, serta
penggunaan teknologi, menjadi landasan utama dalam
mempercepat transformasi transportasi menuju keberlanjutan.
Sumber daya yang digunakan oleh perusahaan dalam investasi
teknologi hijau dan infrastruktur serta kontribusi dalam
kampanye kesadaran publik akan memberikan dampak yang
signifikan bagi penurunan emisi dan pengembangan mobilitas
hijau.

5. Rekomendasi bagi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam menciptakan transportasi
berkelanjutan tidak kalah penting. Berikut adalah beberapa
rekomendasi bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam
upaya ini:

a. Gunakan Transportasi Umum atau Berbagi Kendaraan
Masyarakat harus didorong untuk lebih sering
menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan
daripada menggunakan kendaraan pribadi. Selain
membantu mengurangi emisi, ini juga dapat mengurangi
kemacetan dan biaya transportasi.
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b. Aktif Berpartisipasi dalam Forum Publik

Masyarakat perlu terlibat dalam diskusi dan
perencanaan publik mengenai transportasi di wilayah
mereka. Dengan memberikan masukan, masyarakat dapat
membantu pemerintah merancang kebijakan transportasi
yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

c. Dukung Mobilitas Aktif

Berjalan kaki dan bersepeda adalah moda transportasi
yang sangat ramah lingkungan. Masyarakat dapat
mendukung kebijakan yang mempromosikan mobilitas aktif
dan mendorong infrastruktur seperti jalur sepeda dan trotoar
yang aman.
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w12

Pembiayaan dan Model
Pendanaan untuk

Infrastruktur Transportasi
Kota Kecil

12.1. Pendahuluan

Transportasi merupakan salahsatu indikator dalam
mendorong perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan
sebuah kota. Di kota-kota kecil, infrastruktur transportasi
memegang peran vital dalam memastikan mobilitas yang efisien,
yang sangat penting untuk menghubungkan masyarakat dengan
fasilitas dan layanan seperti pasar, sekolah, serta pusat-pusat
kesehatan (Rosenthal, 2017). Infrastruktur transportasi yang
memadai juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup,
mendorong perdagangan lokal, dan menciptakan lapangan kerja
baru.

Namun, kota kecil sering menghadapi tantangan besar
dalam membiayai infrastruktur transportasi. Sumber daya
keuangan yang terbatas, keterbatasan pendapatan asli daerah,
dan rendahnya akses terhadap pasar modal membuat mereka
harus lebih inovatif dalam mencari solusi pembiayaan (Rydin,

153



2014). Di sisi lain, tantangan administratif dan teknis dalam
merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur semakin
memperumit masalah pembiayaan ini.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kota kecil untuk
menjelajahi berbagai model pembiayaan dan pendekatan
pendanaan yang dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan
ini. Artikel ini akan mengeksplorasi berbagai strategi, mulai dari
pembiayaan tradisional hingga inovasi pembiayaan berbasis
masyarakat, untuk menciptakan infrastruktur transportasi yang
berkelanjutan dan efisien.

12.2.  Pentingnya Infrastruktur Transportasi di Kota Kecil

Infrastruktur transportasi yang efisien sangat penting
dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial di kota kecil.
Dengan jaringan transportasi yang baik, masyarakat dapat lebih
mudah mengakses layanan publik seperti sekolah, rumah sakit,
dan pusat perbelanjaan, yang meningkatkan kualitas hidup dan
memperkuat integrasi sosial (Kohli, 2019). Selain itu, mobilitas
yang baik akan mendorong pergerakan barang dan jasa, yang
pada gilirannya meningkatkan efisiensi bisnis dan memperluas
pasar lokal.

Kota kecil sering kali menjadi pusat kegiatan ekonomi
regional, dengan sektor pertanian, industri kecil, dan pariwisata
sebagai pilar utama perekonomian. Transportasi yang memadai
membantu mempercepat pergerakan hasil pertanian ke pasar-
pasar yang lebih besar, serta meningkatkan akses wisatawan ke
destinasi pariwisata lokal (Santos, 2018). Ketika infrastruktur
transportasi tidak memadai, peluang pertumbuhan ekonomi di
kota kecil bisa terhambat.

Namun, pentingnya infrastruktur transportasi tidak
hanya berkaitan dengan aspek ekonomi. Akses yang baik ke
sarana transportasi juga memberikan dampak sosial yang
signifikan, seperti penurunan tingkat kemiskinan dan
peningkatan akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu,
pemerintah kota kecil harus memprioritaskan pembangunan
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infrastruktur transportasi sebagai bagian dari strategi
pengembangan yang lebih luas (World Bank, 2018).

12.3. Tantangan dalam Pembiayaan Infrastruktur
Transportasi di Kota Kecil

Pembiayaan infrastruktur transportasi di kota kecil
menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan solusi yang
cermat. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan
anggaran pemerintah lokal. Pendapatan asli daerah yang terbatas
membuat kota kecil sering kali bergantung pada transfer dana
dari pemerintah pusat atau bantuan dari lembaga donor
internasional (Asian Development Bank, 2020). Ketergantungan
ini membuat perencanaan proyek-proyek infrastruktur menjadi
tidak stabil, terutama jika dana yang diharapkan tidak tersedia
tepat waktu.

Selain itu, keterbatasan kapasitas administratif dan teknis
juga menjadi kendala. Pemerintah kota kecil sering kali
kekurangan staf yang memiliki keahlian khusus dalam
merancang dan mengelola proyek infrastruktur yang kompleks
(United Nations Habitat, 2019). Kurangnya kapasitas ini dapat
menyebabkan proyek tidak berjalan dengan efektif dan
menyebabkan pembengkakan biaya serta keterlambatan
penyelesaian proyek.

Tantangan lainnya adalah rendahnya daya tarik investasi
sektor swasta. Investor cenderung lebih tertarik pada proyek-
proyek infrastruktur di kota besar yang memiliki potensi
pengembalian investasi lebih tinggi. Di sisi lain, risiko proyek di
kota kecil dianggap lebih tinggi, terutama karena pasar yang
terbatas dan daya beli masyarakat yang lebih rendah (Rydin,
2014). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif untuk
menarik minat investor swasta dan menciptakan sinergi antara
pemerintah dan sektor swasta.

155



12.4. Model Pembiayaan Tradisional: Anggaran Pemerintah

Anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun
daerah, merupakan salah satu sumber utama pembiayaan
infrastruktur transportasi di kota kecil. Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan oleh
pemerintah pusat sering kali digunakan untuk mendanai proyek-
proyek infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas
transportasi umum (Kementerian Keuangan, 2020). Meskipun
demikian, jumlah dana yang tersedia sering kali tidak
mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan infrastruktur
transportasi, mengingat banyaknya proyek lain yang juga
membutuhkan pendanaan.

Anggaran daerah yang berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) juga memainkan peran penting dalam mendanai
proyek infrastruktur. Namun, di kota kecil, kontribusi PAD
terhadap anggaran keseluruhan seringkali terbatas, sehingga
tidak cukup untuk membiayai proyek-proyek besar seperti
pembangunan jaringan jalan raya atau terminal bus (Santos,
2018). Hal ini membuat pemerintah lokal harus mencari solusi
tambahan, seperti kerjasama dengan pihak swasta atau pinjaman
dari lembaga keuangan.

Namun, pendekatan pembiayaan ini juga memiliki
kelemahan. Keterbatasan anggaran sering kali mengakibatkan
proyek-proyek infrastruktur ditunda atau tidak dapat
diselesaikan tepat waktu. Selain itu, ketergantungan yang tinggi
pada anggaran pemerintah pusat membuat perencanaan
infrastruktur menjadi kurang fleksibel, terutama jika alokasi
dana tiba-tiba berubah atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang
telah direncanakan (Rosenthal, 2017).

12.5. Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public-Private
Partnership)
Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public-Private
Partnership, PPP) adalah salah satu solusi yang sering diterapkan
untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pembiayaan
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infrastruktur transportasi di kota kecil. Dalam model ini, sektor
swasta terlibat secara langsung dalam pembiayaan,
pembangunan, dan pengoperasian infrastruktur transportasi,
dengan pemerintah bertindak sebagai regulator dan mitra yang
menyediakan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas (Kohli,
2019).

PPP menawarkan berbagai keuntungan, seperti transfer
teknologi, peningkatan efisiensi, serta pembagian risiko antara
pemerintah dan sektor swasta. Dalam beberapa kasus, sektor
swasta memiliki akses yang lebih baik terhadap pendanaan dan
keahlian teknis, yang dapat membantu mengurangi waktu dan
biaya pembangunan infrastruktur (World Bank, 2021). Selain itu,
keterlibatan sektor swasta dapat memastikan bahwa
infrastruktur yang dibangun lebih sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, karena proyek-proyek ini sering kali diarahkan oleh
pertimbangan ekonomi.

Namun, penerapan model PPP di kota kecil juga
menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah skala
ekonomi proyek-proyek infrastruktur di kota kecil yang sering
kali terlalu kecil untuk menarik minat sektor swasta (Rydin,
2014). Selain itu, risiko politik dan kebijakan yang tidak konsisten
juga dapat mengurangi minat investor swasta untuk
berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur di kota kecil.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan
konsisten untuk mendukung implementasi PPP secara efektif.

12.6. Obligasi Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif

Obligasi daerah merupakan salah satu instrumen
pembiayaan alternatif yang mulai dilirik oleh banyak kota kecil
di berbagai negara. Dengan menerbitkan obligasi, pemerintah
daerah dapat mengumpulkan dana dari pasar modal untuk
membiayai proyek-proyek infrastruktur, termasuk transportasi.
Salah satu keuntungan dari penerbitan obligasi adalah
pemerintah dapat menyebarkan beban pembiayaan ke jangka
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waktu yang lebih lama, sehingga tidak membebani anggaran
tahunan secara langsung (Kementerian Keuangan, 2020).

Obligasi daerah memungkinkan pemerintah untuk
memperoleh dana dalam jumlah besar secara sekaligus, yang
sangat berguna wuntuk proyek-proyek infrastruktur yang
membutuhkan investasi awal yang besar. Selain itu, obligasi juga
memungkinkan pemerintah untuk menawarkan suku bunga
yang kompetitif kepada investor, sehingga menarik minat pasar
modal untuk berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur
(Rosenthal, 2017). Penerbitan obligasi juga dapat meningkatkan
reputasi fiskal pemerintah daerah, jika dikelola dengan baik.

Namun, penerbitan obligasi daerah juga memiliki risiko
yang perlu dipertimbangkan. Pemerintah kota kecil perlu
memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas keuangan yang
cukup untuk membayar kembali obligasi tersebut beserta
bunganya. Selain itu, penerbitan obligasi memerlukan proses
yang kompleks dan regulasi yang ketat dari pihak berwenang,
yang mungkin menjadi kendala bagi pemerintah kota kecil yang
belum terbiasa dengan instrumen keuangan ini (Asian
Development Bank, 2020).

12.7. Peran Lembaga Keuangan Internasional dalam
Pendanaan Infrastruktur

Lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan
Asian Development Bank (ADB), memiliki peran penting dalam
mendukung pembiayaan proyek infrastruktur transportasi di
kota kecil, terutama di negara-negara berkembang. Lembaga-
lembaga ini biasanya menawarkan dana dalam bentuk pinjaman
jangka panjang dengan suku bunga rendah, yang
memungkinkan pemerintah kota kecil untuk melaksanakan
proyek-proyek penting tanpa membebani anggaran lokal dalam
jangka pendek (World Bank, 2021). Selain pendanaan, lembaga
keuangan internasional juga memberikan dukungan teknis,
mulai dari studi kelayakan hingga implementasi proyek, untuk
memastikan keberhasilan proyek infrastruktur tersebut.
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Salah satu keuntungan utama dari pendanaan lembaga
keuangan internasional adalah adanya program pendampingan
teknis yang sering kali menyertai bantuan keuangan. Program ini
dapat berupa pelatihan bagi tenaga ahli lokal, penyusunan
pedoman teknis, dan bantuan dalam perencanaan proyek.
Dengan demikian, kota kecil tidak hanya mendapatkan akses
terhadap dana, tetapi juga memperkuat kapasitas institusional
mereka dalam mengelola proyek infrastruktur yang kompleks
(Kohli, 2019). Dukungan ini sangat penting, mengingat banyak
pemerintah daerah yang kekurangan sumber daya manusia dan
pengetahuan teknis untuk mengelola proyek berskala besar.

Namun, ada juga beberapa tantangan yang perlu
dihadapi ketika bekerja sama dengan lembaga keuangan
internasional. Salah satu masalah yang sering muncul adalah
persyaratan yang ketat terkait pelaporan, transparansi, dan
akuntabilitas. Syarat-syarat ini, meskipun penting untuk
memastikan penggunaan dana yang efektif, sering kali menjadi
kendala bagi kota kecil yang mungkin belum memiliki
infrastruktur birokrasi yang memadai untuk memenuhi standar
yang ditetapkan (Asian Development Bank, 2020). Selain itu,
dalam beberapa kasus, pinjaman dari lembaga keuangan
internasional bisa menambah beban utang jangka panjang bagi
pemerintah kota kecil, terutama jika proyek yang didanai tidak
memberikan hasil ekonomi yang memadai.

12.8. Pajak dan Retribusi Khusus untuk Infrastruktur
Transportasi

Pajak dan retribusi khusus adalah salah satu mekanisme
yang sering digunakan oleh pemerintah kota kecil untuk
membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
transportasi. Pendapatan dari pajak khusus ini bisa berasal dari
berbagai sumber, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan
bakar, atau retribusi dari penggunaan fasilitas transportasi
seperti terminal dan parkir (Rydin, 2014). Penerapan pajak ini
memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan dana
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langsung dari pengguna infrastruktur, sehingga beban
pembiayaan dapat didistribusikan lebih merata.

Salah satu keuntungan dari penerapan pajak dan retribusi
khusus adalah fleksibilitasnya. Pemerintah kota dapat
menyesuaikan tarif pajak atau retribusi sesuai dengan kebutuhan
pendanaan infrastruktur, serta berdasarkan daya beli
masyarakat. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari pajak
atau retribusi ini biasanya dialokasikan secara khusus untuk
pemeliharaan infrastruktur transportasi, sehingga dapat
memastikan bahwa infrastruktur yang telah dibangun dapat
terus diperbaiki dan ditingkatkan (Kementerian Keuangan,
2020).

Namun, penerapan pajak dan retribusi khusus juga
memiliki tantangan. Di kota kecil, tingkat pendapatan
masyarakat yang lebih rendah dibandingkan kota besar dapat
membatasi penerimaan pajak dan retribusi. Selain itu, jika tarif
pajak atau retribusi terlalu tinggi, hal ini dapat menimbulkan
resistensi dari masyarakat, yang merasa bahwa beban finansial
terlalu besar dibandingkan manfaat yang mereka peroleh
(Rosenthal, 2017). Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang
sistem pajak dan retribusi yang adil dan proporsional untuk
memastikan ~ keberlanjutan =~ pembiayaan  infrastruktur
transportasi.

12.9. Pendekatan Pendanaan  Berkelanjutan  untuk
Infrastruktur Transportasi

Pembangunan  infrastruktur  transportasi  yang
berkelanjutan membutuhkan pendekatan pendanaan yang juga
berkelanjutan. Salah satu metode untuk memastikan pendanaan
jangka panjang adalah melalui penerapan biaya pengguna (user
charges), di mana pengguna infrastruktur membayar biaya
pemakaian yang kemudian digunakan untuk pemeliharaan dan
peningkatan layanan transportasi (Santos, 2018). Pendekatan ini
memungkinkan pemerintah untuk memperoleh pendapatan
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berkelanjutan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada
anggaran pemerintah atau pinjaman.

Sebagai contoh, jalan tol, sistem tiket transportasi umum
berbasis elektronik, dan parkir berbayar dapat menjadi sumber
pendapatan yang signifikan. Selain itu, model ini juga
memberikan insentif bagi pemerintah untuk terus meningkatkan
kualitas layanan, karena pendapatan mereka bergantung pada
seberapa sering infrastruktur tersebut digunakan (Rosenthal,
2017). Pendekatan ini juga lebih adil, karena pengguna
infrastruktur yang lebih sering memanfaatkan fasilitas
transportasi akan membayar lebih banyak dibandingkan mereka
yang jarang menggunakannya.

Namun, penerapan biaya pengguna juga memiliki risiko
sosial. Di beberapa kasus, tarif yang tinggi untuk penggunaan
infrastruktur transportasi dapat menjadi penghalang bagi
masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses layanan
tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang skema
biaya yang seimbang, di mana tarif yang diterapkan sesuai
dengan daya beli masyarakat dan tidak membatasi akses
terhadap transportasi yang esensial (Kohli, 2019).

12.10. Crowdfunding dan Pendanaan Sosial untuk
Infrastruktur Transportasi

Crowdfunding atau pendanaan sosial adalah salah satu
inovasi dalam pembiayaan infrastruktur yang mulai diterapkan
di beberapa kota kecil. Dengan memanfaatkan platform digital,
pemerintah kota dapat menggalang dana dari masyarakat untuk
membiayai proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan
halte bus, jembatan kecil, atau perbaikan jalan raya (Rosenthal,
2017). Model ini memungkinkan masyarakat untuk
berpartisipasi langsung dalam pembangunan infrastruktur yang
mereka anggap penting.

Crowdfunding memiliki beberapa keunggulan. Pertama,
pendekatan ini dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat
terhadap proyek yang didanai, sehingga mereka lebih terlibat
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dalam perawatannya. Kedua, crowdfunding bisa menjadi
alternatif =~ yang  fleksibel  dibandingkan  pembiayaan
konvensional, terutama ketika dana dari pemerintah atau
investor swasta sulit didapat (Santos, 2018). Selain itu,
pendekatan ini juga mendorong transparansi, karena masyarakat
dapat melihat langsung bagaimana dana mereka digunakan.

Namun, crowdfunding juga memiliki keterbatasan. Di
kota kecil, jumlah penduduk yang lebih sedikit dan daya beli
yang lebih rendah bisa membuat jumlah dana yang terkumpul
tidak signifikan. Selain itu, keberhasilan kampanye
crowdfunding sangat bergantung pada strategi pemasaran yang
baik dan partisipasi yang aktif dari masyarakat (Kohli, 2019).
Oleh karena itu, meskipun crowdfunding merupakan metode
yang inovatif, penggunaannya mungkin lebih efektif untuk
proyek-proyek berskala kecil.

12.11. Penggunaan Teknologi dalam Optimalisasi Pembiayaan
Infrastruktur

Teknologi  memainkan  peran  penting  dalam
mengoptimalkan pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur
transportasi di kota kecil. Penggunaan teknologi digital seperti
sistem tiket elektronik (e-ticketing) dan sensor pintar
memungkinkan pemerintah untuk memantau pendapatan dan
penggunaan  infrastruktur  secara  real-time, sehingga
meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
dana (World Bank, 2021). Selain itu, teknologi juga
memungkinkan pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai
moda transportasi, menciptakan sistem transportasi yang lebih
efisien dan terkoordinasi.

Salah satu contoh penerapan teknologi adalah
penggunaan platform berbasis blockchain untuk memastikan
transparansi dalam pengelolaan dana. Melalui teknologi
blockchain, pemerintah dapat melacak aliran dana secara lebih
akurat dan menghindari potensi penyalahgunaan. Kontrak
pintar (smart contracts) yang berbasis blockchain juga dapat
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digunakan untuk memastikan bahwa pembayaran hanya
dilakukan ketika syarat-syarat tertentu telah terpenuhi, sehingga
mengurangi risiko pembengkakan biaya proyek (Kohli, 2019).

Namun, meskipun teknologi memiliki potensi besar
untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan infrastruktur,
implementasinya di kota kecil sering kali menghadapi tantangan,
terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur teknologi dan
sumber daya manusia yang memahami teknologi tersebut
(Rydin, 2014). Oleh karena itu, pemerintah kota kecil perlu
mempertimbangkan investasi jangka panjang dalam teknologi
dan pelatihan untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat
diterapkan dengan efektif.

12.12. Penutup

Pembiayaan dan model pendanaan untuk infrastruktur
transportasi di kota kecil memerlukan pendekatan yang fleksibel
dan inovatif. Kota kecil menghadapi berbagai tantangan, mulai
dari keterbatasan anggaran, kapasitas teknis, hingga kesulitan
menarik minat investor swasta. Untuk mengatasi tantangan ini,
pemerintah kota kecil perlu memanfaatkan berbagai sumber
pendanaan, termasuk anggaran pemerintah, kemitraan dengan
sektor swasta, obligasi daerah, serta dukungan dari lembaga
keuangan internasional.

Selain itu, pendekatan alternatif seperti pajak khusus,
crowdfunding, dan penggunaan teknologi juga menawarkan
peluang yang signifikan untuk menciptakan sistem pembiayaan
yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu
memastikan bahwa infrastruktur transportasi yang dibangun
tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat
beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat di masa
depan.

Dengan kombinasi pendekatan tradisional dan inovatif,
serta perencanaan yang matang, pemerintah kota kecil dapat
membangun  infrastruktur  transportasi yang efisien,
berkelanjutan, dan inklusif, yang pada akhirnya akan
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong
pertumbuhan ekonomi lokal.
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INFRASTRUKTUR
TRANSAORTAS/
UNTUKIKOTAIKECIL

Perkembangan kota kecil furuf menderong penyebaran
pembangunan dan memfasilitasi distribusi layanan
serta produk, membantu dalam mengurangi ketimpangan
anfara daerah pedesaan dan perkofaan,
Transportasi menjadi faktfor ufama dalam mendukung
peran ini, karena berfungsi sebagai jalur ufama bagi
pergerakan barang, jasa, dan erang yang
menghubungkan kofa kecil dengan pusaf-pusat ekonomi
yang lebih besar.

Transportasi dalam kenteks kefa kecil tidak hanya
ferbafas pada keberadaan infrastruktur jalan dan
angkufan umum, fefapi juga mencakup perencanaan
fata ruang yang berkelanjufan yang dapat
menyeimbangkan kebufuhan mobilifas dan kelestarian
lingkungan.

Pengembangan sisfem fransporfasi yang baik
berpoetensi mengurangi wakfu perjalanan dan biaya
logistik, sehingga dapaf menderong efisiensi dalam
kegiatfan ekonemi ketfa kecil. Di sisi lain, pengelolaan
fransportfasi yang buruk dapat menyebabkan kemacetan,
polusi, dan menurunnya :uajifas hidup penduduk kofa
ecil,
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